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PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 68 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun 2014



BUPATI LUWU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR ; 63 TjU-IUlT 2^14

TENTANG

KEBUAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan berpedoman
pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 74,
Tambahan Lembeiran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi,
kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negsira Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembsiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undsingan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembarsin Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tsihun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
kemudia diadakan Perubsihan Penyempumsian dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU

BAB I

KBTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu.
2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna

an^aran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas laporan.

3. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna bsumig, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD
adalah Kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
umum daerah.

5. Anggaran adalah merupakan pedoman tindakan yang akan
dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja,
transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang
disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu
periode.

6. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Negara/Daerah.

7. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu teijadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

8. Basis Kas adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas setara kas diterima atau dibayar.

9. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
selisih antar asset dan kewajiban pemerintah.



10. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yeing terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan.

11. Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat
ekonomik seperti bunga, deviden, dsin royalti, atau msinfaat sosial
sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rsingka
pelayanan kepada masyarakat.

12. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahein.

13. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah ysing ditentukan
oleh Bendaiharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.

14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesiilk yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.

15. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengeddbatkan aliran sumber daya ekonomi
pemerintah.

16. Laporan Keuangan Konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan
sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

17. Laporan keuan^in interm adsdah laporan keuangan yauig diterbitkan di
antara dua laporan keuangan tahunan.

18. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam
menyajikan laporan keuangsm.

19. Nilai wajar adalah nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban smtar
pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
wajar.

20. Pen3aisutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu asset.

21. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

22. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas deiri resiko perubahan yang
signifikan.

23. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih
lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD
selama satu periode pelaporan.

24. Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan
belanja selama satu periode pelaporan.

25. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode
pelaporan.



BABn

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu terdiri atas prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar kerangka
konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada
kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyajian laporan
keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode,
maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian
Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu
dalam rangka memenuhi tujuan eikuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daereih mengatur dasar-dasar penyajian
Neraca untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dalam rangka
memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian
Laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan
kas dan setara kas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan
mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset
non keuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode
akuntansi.

Pasal 8

Kebijgikan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian
dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas laporan keuangan
yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti
kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab teijadinya perbedaan yang
material antara an^aran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci
lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.



Pasal 9

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar pengakuan,
pengukuran, dan pengungkapan dalam akuntansi, aset, kewajiban, ekuitas
dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyajiannya dalam
laporan keuangan.

Pasal 10

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur perlakuan akuntansi
atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar
biasa.

Pasal 11

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyusunan laporan
keuangan konsolidasian untuk entitas akuntansi meliputi SKPD dan PPKD
dalam rangka menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan
keuangan.

BAB in

KETENTUAN PERALIHAN

Paseil 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Luwu
Nomor 82 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu,

Ditetapkan di Belopa
padajtanggal 5 2314
bupaV

V^.
^ULALAMSYAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2014 NOMOR

kZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 5 Dasam'ber 2314
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Lampiran 1 Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Lampiran II Penyajian Laporan Keuangan

Lampiran III Neraca

Lampiran IV Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran V Laporan Operasional

Lampiran VI Laporan Arus Kas

Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan

Lampiran VIII Akuntansi Pendapatan - LRA

Lampiran IX Akuntansi Piutang

Lampiran X Akuntansi Persediaan

Lampiran XI Akuntansi Investasi

Lampiran XII Akuntansi Dana Bergulir

Lampiran XIII Akuntansi Aset Tetap

Lampiran XIV Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Lampiran XV Akuntansi Aset Tak Berwujud

Lampiran XVI Akuntansi Kewajiban

Lampiran XVII Akuntansi Belanja

Lampiran XVIII Akuntansi Pembiayaan

Lampiran XIX Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Lampiran XX Laporan Keuangan Konsolidasi

Lapiran XXI Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah



PERATURAN BUPATILUWU

NOMOR: 68TAHUN 2014

KEBDAKAN AKUNTANSIPEMERINTAH DAERAH
NOMOR 1

KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Lampiran I -1



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Desember 2014

KERANGKA KONSEPTUAL KEBDAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH DAERAH

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakanakuntansi pemerintah daerah ini mengacu pada

Kerangka konseptual standar akuntansi pemerlntahan untuk merumuskan konsep yang

mendasarl penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah. DIawall dengan

penetapan tujuan pelaporan keuangan. DllkutI dengan penjelasan karakterlstik kualltatif

InformasI akuntansi yang membuat Informasl itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan

keuangan didefinlsikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operas! yang leblh rind yaitu

asumsi-asumsl dan prinslp-prinslp. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala

dalam llngkungan pelaporan keuangan.

1 Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah

sebagal acuan bagi:

(a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum

diatur dalam kebijakan akuntansi;

(b) pemeriksa dalam memberlkan pendapat mengenal apakah laporan keuangan disusun

sesual dengan kebijakan akuntansi; dan

(c) para pengguna laporan keuangan dalam menafslrkan informasl yang disajikan pada

laporan keuangan yang disusun sesual dengan kebijakan akuntansi.

3. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagal acuan dalam hai terdapat masalah

akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

4. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan kebijakan

akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan reiatif terhadap Kerangka

Konseptual Ini. Dalam jangka panjang, konflik demiklan diharapkan dapat diselesaikan sejalan

dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

5. Kebijakan akuntansi adalah prinslp-prlnsip akuntansi yang telah diplllh

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerlntahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan

penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
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6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan

keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan

keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

7. Kebijakan in! berlaku untuk setiap entitas akuntansi/peiaporan pemerintah

daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak teimasuk perusahaan daerah.

Ruang Lingkup

8. Kerangka Konseptual Ini membahas:

(a) Tujuan Kerangka Konseptual;

(b) Ungkungan Akuntansi Pemerintah Daerah;

(c) Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan;

(d) Pengguna dan Kebutuhan InformasI;

(e) Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan;

(f) Komponen Laporan Keuangan;

(g) Defenisi unsur Laporan Keuangan;

(h) Pengakuan Unsur Laporan Keuangan;

(1) Pengukuran Unsur Laporan Keuangan;

0) Asumsi Dasar;

(k) Prinslp-Prlnsip;

(I) Kendala InformasI Akuntansi; dan

(m) Dasar Hukum.

9. Kerangka Konseptual Ini berlaku bag! pelaporan keuangan pemerintah daerah.

UNGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

10. Ungkungan operaslonal organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap

karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.

11. Ciri-ciri penb'ng lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan
dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

(a) Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:

(1) Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
(2) Sistem pemerintahan otonomi;
(3) Adanya pengaruh proses politik;

(4) Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah
daerah.
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(b) Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian :

(1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan pubiik, target fiskal, dan

sebagai alat pengendalian;

(2) InvestasI dalam aset yang tidak langsung menghasllkan pendapatan.

Bentuk Umum Pemerintah Daerah dan Pemisahan Kekuasaan

12. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republlk Indonesia yang berazas demokrasi,

kekuasaanada dl tangan rakyat. Rakyat mendelegaslkan kekuasaan kepada pejabat pubiik

melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan

wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini dimaksudkan untuk

mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan

di antara penyelenggaraan pemerintah daerah.

13. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintah daerah, pihak

eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk

mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan

keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.

Sistem Pemerintahan Otonomi

14. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem

pemerintahan Republlk Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luascakupannya memberi arahan pada

pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasllkan

pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya

sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

Pengaruh Proses Poiitik

15. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan

rakyat Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan

keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang
bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan

masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah

berlangsungnya proses polltik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di

masyarakat.
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Hubungan antara Pembayaran Pajak dan Pelayanan Pemerintah

Daerah

16. Walaupundalam keadaan tertentu pemerintah daerah memungut secara langsung

atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebaglan besar pendapatan pemerintah

daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Jumlahpajakyang dipunguttidakberhubungan langsung dengan pelayanan yang

diberikan pemerintah daerah kepada wajib pajak. Pajakyang dipungut dan pelayananyang

diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat - sifat tertentu yang wajib

diperOmbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

(a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.

(b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh,

kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang

diperoleh.

(c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan

yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan

monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada

pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah

daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh

pemerintah daerah menjadi lebih mudah.

(d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah

daerah adalah relatif sulit.

Anggaran sebagai Pernyataan Kebijakan Publik, Target FIskai, dan

Alat Pengendaiian

17. Anggaran pemerintah daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan

antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan

pemerintah daerah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja

tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan tenadi defisit atau surplus.

Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai

pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :

(a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.

(b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja,

pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.

(c) Anggaran menjadi landasan pengendaiian yang memiliki konsekuensi hukum.

(d) Anggaran memberi landasan penilaian kineija pemerintah daerah.
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(e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah

sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.

Investasi dalam Aset yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

18. Pemerintah daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang

tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung

perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasl. Sebagian besar aset dimaksud

mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemellharaan dan rehabllitasi yang

memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian,

fungsl aset dimaksud bagi pemerintah daerah berbeda dengan fungslnya bagI organlsasi

komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi

pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untukmemeliharanya

di masa mendatang.

Penyusutan Aset Tetap

19. Aset yang digunakan Pemerintah Daerah, kecuali beberapa jenis aset tertentu

seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasltas yang terbatas. Seiring dengan

penurunan kapasltas dan manfaat darl suatu aset dllakukan penyesuaian nilai.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Laporan Keuangan

20. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyedlakan informasi yang

relevan mengenal poslsl keuangan dan seluruh transaksl yang dllakukan oleh Pemerintah

Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama

digunakan untuk membandlngkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang

telah ditetapkan, menilai kondlsl keuangan, menllal efekbvitas dan efisiensi Pemerintah

Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

21. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya

yangtelah dllakukan serta hasll yangdicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

(a) Akuntabllitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan

yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan secara perlodik.
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(b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan

Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana

Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara

terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam

pengelolaan sumber daya yangdipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan

perundang-undangan.

(d) Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah

Daerah pada periode laporan cukup untuk memblayal seluruh pengeluaran yang

dialokaslkan dan apakah generasi yang akan datang dlasumslkan akan Ikut

menanggung beban pengeluaran tersebut
(e) EvaluasI Kinetja

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, terutama dalam penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapal kinerja yang

direncanakan.

Tujuan Pelaporan Keuangan

22. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan Informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menllal akuntabllltas dan membuat keputusan

balk keputusan ekonomi, soslal maupun polltik dengan:

(a) Menyediakan Informasi mengenal apakah penerimaan periode beijalan cukup untuk

memblayal seluruh pengeluaran.

(b) Menyediakan Informasi mengenal apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan

alokaslnya telah sesual dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan

perundang-undangan.
(c) Menyediakan Informasi mengenal jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam

kegiatan Pemerintah Daerah serta hasll-hasll yang telah dicapal.

(d) Menyediakan Informasi mengenal bagalmana Pemerintah Daerah mendanal seluruh

keglatannya dan mencukupl kebutuhan kasnya.

(e) Menyediakan Informasi mengenal poslsl keuangan dan kondlsl Pemerintah Daerah

berkaltan dengan sumber-sumber penerimaannya, balk jangka pendek maupun jangka

panjang, termasuk yang berasal darl pungutan pajak dan pinjaman.
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(f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah,

apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan

selama periode pelaporan.

23. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan

informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer,

pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih,

surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah

Daerah.

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI

Pengguna Laporan Keuangan

24. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah

daerah, namun tidak terbatas pada ;

(a) masyarakat;

(b) para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

(c) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan

(d) pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat).

Kebutuhan Informasi

25. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan

keuangan pemerintah daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari

masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, selain Dana Alokasi Umum,

berhubung pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah daerah, maka ketentuan

laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat

perhab'an.

Kebutuhan Informasi

26. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi

kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih balk dan memadai apabila didasarkan

pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan

berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis
kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.
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27. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum dl dalam

laporan keuangan, pemerlntah daerah wajib memperhatlkan Informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambllan keputusan.

Selanjutnya, Pemerlntah Daerah dapat menentukan bentuk dan jenis Informasi tambahan

untuk kebutuhan senditi di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual inl

maupun kebljakan akuntansi yang dinyatakan leblh lanjut

ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTUAS PELAPORAN

28. Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah yang mengelola

anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan

laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi terdlrl

darl SKPD dan BUD.

29. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang terdlrl darl satu atau

leblh entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

wajIb menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan

umum.

KARAKTERISnK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

30. Karakterlstik kualltatlf laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu dlwujudkan dalam Informasi akuntansi sehlngga dapat memenuhl tujuannya. Keempat

karakterlstik berlkut Inl merupakan prasyarat normatifyang diperlukan agar laporan keuangan

Pemerlntah Daerah dapat memenuhl kualltas yang dikehendaki:

(a) Relevan

(b) Andal

(c) Dapat dibandlngkan

(d) Dapatdipahami

Relevan

31. Laporan keuangan Pemerlntah Daerah dikatakan relevan apabila Informasi yang

termuat dl dalamnya dapat mempengaruhl keputusan pengguna laporan keuangan dengan

membantunya dalam mengevaluasi peristlwa masa lalu, masa kinl, atau masa depan dan

menegaskan atau mengoreksl hasll evaluasi pengguna laporan dl masa lalu. Dengan

demlklan, Informasi laporan keuangan yang relevan adalah yangdapat dihubungkan dengan

maksud penggunaannya.

32. Informasi yang relevan harus:

(a) Memlllkl manfaat umpan balik (feedback value), artinya bahwa laporan keuangan

Pemerlntah Daerah harus memuat informasi yang memungklnkan pengguna laporan

untuk menegaskan atau mengoreksl ekspektasinya dl masa lalu;
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(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive value), artinya bahwa laporan keuangan harus

memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa

yang akan datang berdasarkan hasll masa lalu dan kejadian masa kini;

(c) Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan

tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan

pengguna laporan keuangan; dan

(d) Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah harus

memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakupsemua informasi akuntansi

yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang

melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan

harus diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut

dapat dicegah.

Andal

33. Informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah harus bebas dari

pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jlka hakikat

atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara

potenslal dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

(a) Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat

informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang

seharusnya disajikan atauyang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;

(b) Dapat diverifikasi (verifiability), artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah

harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih

dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang

bdak jauh berbeda;

(c) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memuat informasi

yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan bias pada kebutuhan

pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang

menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

Dapat Dibandingkan

34. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah akan

lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan

secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah

daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan
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secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan

kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Daerah akan menerapkan kebljakan

akuntansi yang lebih balk darlpada kebljakan akuntansi yang sekarang diterapkan,

perubahan kebljakan akuntansi harus diungkapkan pada periode teijadinya perubahan

tersebut

Dapat Dipahami

35. InformasI yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh

pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesualkan

dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk Itu, pengguna laporan diasumslkan

memillkl pengetahuan yang memadal atas kegiatan dan llngkungan operas!Pemerintah Daerah,

serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajarl InformasI yang dimaksud.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

36. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari laporan pelaksanaan

anggaran {budgetary reportd), laporan finanslal, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran

terdlrl darl Laporan Reallsasl Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leblh

(SAL). Laporan finanslal terdlrl darl Neraca, Laporan Operaslonal (LO), Laporan Perubahan

Ekultas (LPE), dan Laboran Arus Kas (LAK). Catatan atas Laboran Keuangan (CaLK)

merupakan laporan yang merlnci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan

pelaksanaan anggaran maupun laporan finanslal dan merupakan laporan yang tldak

terplsahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan financial.

37. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari:

(a) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi yang
menghasilkan:

i. Laporan Realisasi Anggaran;

ii. Neraca;

iii. Laporan Operaslonal;

iv. Laporan Perubahan Ekultas; dan

V. Catatan atas Laporan Keuangan.

(b) Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BUD sebagai entitas akuntansi yang
menghasilkan:

I. Laporan Realisasi Anggaran;

II. Neraca;

iii. Laporan Arus Kas;

iv. Laporan Operaslonal;

V. Laporan Perubahan Ekultas;

vl. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leblh; dan

vil. Catatan atas Laporan Keuangan.
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(c) Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemda secara utuh

yang menghasilkan;

i. Laporan Realisasi Anggaran;

ii. Neraca;

iii. Laporan Arus Kas;

iv. Laporan Operasional;

V. Laporan Perubahan Ekuitas;

vi. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan

vii. Catalan atas Laporan Keuangan.

38. Selain laporan keuangan pokok seperti disebut pada paragraph 60, Pemerlntah

Daerah wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan {statutDry report^.

Laporan Realisasi Anggaran

39. Laporan Realisasi Anggaran SKPD/PPKD/Pemda merupakan laporan yang

menyajikanIkhtisarsumber, alokasi dan pemakaiansumber daya ekonomi yang dikelola oleh

SKPD/Pemerlntah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan

anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah

memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah secara

tersandlng. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat

ketercapalan target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai

peraturan perundang-undangan.

40. Unsur yang dicakupsecara langsung oleh Laporan RealisasiAnggaran terdiri dari

pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai

berikut;

(a) Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh

entltas pemerlntah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan

tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

(b) Pendapatan (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih.

(c) Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

tIdakakan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerlntah daerah.

(d) Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai

pengurang nIlai kekayaan bersih.

(e) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan

dari/kepada entltas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

(f) Pembiayaan (finandng)adalah sebap penerimaan yang periu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah
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daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

(g) Penerlmaan pemblayaan antara lain dapat berasal darl pinjaman dan has!! divestasi.

Pengeiuaran pemblayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok

pinjaman, pemberian pinjaman kepada enbtas lain, dan penyertaan modal oleh

pemerintah daerah.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

41. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi

kenaikan atau penurunan SaldoAnggaranLebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun

sebelumnya.

Neraca

42. Neraca SKPD/PPKD/Pemerintah Daerah merupakan laporan yang menggambarkan

posisi keuangan SKPD/PPKD/Pemeiintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana

pada tanggal tertentu.

43. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

(a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

daerah sebagai akibat dan peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi

dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah,

serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jara bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang

dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

(b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengaklbatkan allran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah daerah.

(c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Aset

44. Manfaat ekonomi masa depan yang tenwujud dalam aset adalah potensi aset

tersebut untuk memberikan sumbangan, balk langsung maupun tidak langsung, bagi

kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan

belanja bagi pemerintah daerah.

45. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset

diklaslfikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau

dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset

nonlancar.
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46. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan

persediaan.

47. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak

berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah

daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklaslflkaslkan menjadi

Investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

48. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud

untuk mendapatkan manfeat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu

periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen.

Investasi nonpermanent antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal

dalam proyekpembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara

lain penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya.

49. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

50. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Term^ukdalam aset

lainnya adalah aset tak berwujud dan aset keija sama (kemitraan).

Kewajiban

51. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai

kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya

ekonomi di masa yang akan datang.

52. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi peiaksanaan tugas atau

tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban

muncui antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,

lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban

pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada

pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya.

53. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari

kontrakyang mengikatatau peraturan perundang-undangan.

54. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban

jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diseiesaikan

dalam waktu kurang dari dua beias bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang

adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya diiakukan setelah 12 (dua beias) bulan sejak

tanggal pelaporan.
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Ekuitas

55. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerlntah Daerah yang merupakan sellsih

antara aset dan kewajiban Pemerlntah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca

berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Operasional

56. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi

yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerlntah Daerah untuk

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode peiaporan.

57. Unsur yang dicakup secara langsung daiam Laporan Operasional

terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos iuar biasa. Masing-masing unsur

dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Pendapatan-LO adalah hak Pemerlntah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih.

(b) Beban adalah kewajiban Pemerlntah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih.

(c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu

enb'tas peiaporan darl/kepada Pemerlntah Daerah, termasuk dana perimbangan dan

dana bagi hasil.

(d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan Iuar biasa atau beban Iuar biasa yang terjadi

karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh

Pemerlntah Daerah.

Laporan Arus Kas

58. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai

sumber, penggunaan, dan perubahan kasselama satu penodeakuntansi serta saldo kas pada

tanggal peiaporan. Tujuan peiaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai

sumber, penggunaan, perubahan kasdan setara kasselama suatu periode akuntansi dan saldo

kas dan setara kas pada tanggal peiaporan.

59. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan

pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

(a) Penerimaan kas adalahsemua aliran kasyang masuk ke Bendahara Umum Daerah.

(b) Pengeluaran kasadalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

Catalan atas Laporan Keuangan

60. Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian

dari angka yang tertera daiam Laporan Reaiisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
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dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan

untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan

yang diperlukan untuk menghasiikan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catalan

atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Enbtas Pelaporan dan Entitas

Akuntansi;

(b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi

makro;

(c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun

pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

(d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas

transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

(e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar

muka laporan keuangan;

(0 Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh kebijakan

akuntansi yang belum disajikan dalam lembar muka laporan

keuangan;

(g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Laporan Perubahan Ekuitas

61. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan Informasi kenalkan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandlngkan dengan tahun sebeiumnya

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

62. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya

kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan

menjadi baglan yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA,

belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan

keuangan Pemerintah Daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang

terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

63. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk

diakui yaitu;

(a) terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau

peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah

Daerah.

(b) kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau
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dapat diestimasi dengan andal.

64. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi aiteria

pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Kemungkinan Besar Manfaat Ekonomi Masa Depan Terjadi

65. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat

ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastlan tinggi bahwa

manfaat ekonomi masa depan yang berkaltan dengan pos atau kejadlan/perlstlwa tersebut

akan mengallr dari atau ke entltas pelaporan. Konsep Ini diperlukan dalam menghadapl

ketldakpastlan llngkungan operasional pemerlntah daerah. Pengkajlan derajat kepastlan

yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dllakukan atas dasar buktl yang

dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

Keandalan Pengukuran

66. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nllal uang akibat perlstlwa

atau kejadlan yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan

didasarkan pada hasll estlmasi yang layak. Apablla pengukuran berdasarkan biaya dan

estlmasi yang layak tidak mungkin dllakukan, maka pengakuan transaksl demlklan cukup

diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

67. Penundaan pengakuan suatu pos atau perlstlwa dapat terjadi apablla kriteria

pengakuan baru terpenuhl setelah terjadi atau tIdak terjadi perlstlwa atau keadaan lain dl

masa mendatang.

Pengakuan Aset

68. Aset diakul pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh

pemerlntah daerah dan mempunyal nllal atau blaya yang dapat diukur dengan andal.

69. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau

beban dibayar dl muka diakul ketlka hakklalm untuk mendapatkan arus kas masuk atau

manfaat ekonomi lalnnya darl entltas lain telah atau tetap masih terpenuhl, dan nllal

klalm tersebut dapat diukur atau diestimasi.

70. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerlntah Daerah antara lain

bersumber dari pajak, retrlbusi, hasll pemanfaatan kekayaan daerah, transfer, dan setoran

laln-lain, serta penerimaan pemblayaan, seperti hasll pinjaman. Proses pemungutan setlap

unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan mellbatkan banyak plhak atau instansl.

Dengan demlklan, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerlntah Daerah untuk

mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rind, termasuk

pengaturan mengenal batasan waktu sejak uang diterlma sampal penyetorannya ke Rekening
Kas Umum Daerah.

71. Aset tIdak diakul jlka pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya

dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerlntah Daerah setelah perlode akuntansi berjalan.
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Pengakuan Kewajiban

72. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeiuaran sumber daya

ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada

sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyal nllal penyelesalan yang dapat

diukur dengan andal.

73. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakul pada saat

dana pinjaman diterlma atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

74. Pendapatan-LO diakul pada saat timbulnya hak atas pendapatan

tersebut atau ada allran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRAdiakui pada saat kas

diterlma dl Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan Beban dan Belanja

75. Beban diakul pada saat timbulnya kewajiban, terjadlnya konsumsl aset,

atau terjadlnya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

76. Belanja diakul berdasarkan terjadlnya pengeiuaran darl Rekening Kas Umum

Daerah atau Pemerintah Daerah. Khusus pengeiuaran melalul bendahara pengeiuaran

pengakuannya teijadl pada saat pertanggungjawaban atas pengeiuaran tersebut disahkan

oleh unit yang mempunyal fungsl perbendaharaan.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

77. Pengukuran adalah proses penetapan nllal uang untuk mengakul dan

memasukkan setlap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos

dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nllal perolehan historls. Aset

dicatat sebesar pengeiuaran kas dan setara kas atau sebesar nllal wajar darl Imbalan yang

diberlkan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesarnllal wajar sumber daya

ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah untuk memenuhl kewajiban yang bersangkutan.

78. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Ruplah.

Transaksl yang menggunakan mata uang asing harus dikonverslkan terleblh dahulu

(menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Ruplah.

ASUMSI DASAR

79. Asumsl dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan

yangditerlma sebagal suatu kebenaran tanpa petiu dibuktlkan agar kebijakan akuntansi dapat

diterapkan, yang terdlrl atas:

(a) asumsl kemandlrian entitas;

(b) asumsl keslnambungan entitas; dan

(c) asumsl keterukuran dalam satuan uang (monetarymeasurement)
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Kemandirian Entitas

80. Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai

entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyal

kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit

pemerlntahan dalam peiaporan keuangan. Salah satu Indlkasi terpenuhinya asumsi ini adaiah

adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan

tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengeloiaan aset dan sumber

daya dl luar neraca untuk kepentlngan yurlsdiksl tugas pokoknya, termasuk atas kehllangan

atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang plutang yang terjadi akibat

pembuatan keputusan entitas, serta teriaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah

ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

81. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dengan asumsi bahwa

Pemerintah Daerah akan berianjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan

ilkuldasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)

82. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang

diasumslkan dapat dinllal dengan satuan uang. Hal inl diperlukan agar memungklnkan

dilakukannya anaiisis dan pengukuran dalam akuntansi.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

83. Prinsip akuntansi dan peiaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang

harus dipahami dan ditaati oieh penyelenggara akuntansi dan peiaporan keuangan Pemerintah

Daerah dalam melakukan keglatannya, serta oleh pengguna laporan daiam memahami

laporan keuangan yang disajikan. Berlkut inl adaiah delapan prinsip yang digunakan dalam

akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah:

(a) basis akuntansi;

(b) prinsip nllal perolehan;

(c) prinsip realisasi;

(d) prinsip substansi mengunggull formalltas;

(e) prinsip periodlsltas;

(f) prinsip konslstensi;

(g) prinsip pengungkapanlengkap; dan

(h) prinsip penyajlan wajar.
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Basis AkuntansI

84. Basisakuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah

adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan- LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya iaporan keuangan dengan basis

kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

85. Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui

pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di

Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah dan beban diakui pada saat

kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun

kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah.

86. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas,

maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarb' bahwa

pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas

Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah; serta belanja dan pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah

Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa

pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Penentuan sisa

pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada

selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian, bilamana

anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun

berdasarkan basis akrual.

87. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui

dan dicatat pada saat tenadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memperhatikan saat kasatau setara

kas diterima atau dibayar.

Prinsip Nilai Perolehan (Historical Cost Principle)

88. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari

imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang
dicatat sebesarjumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di

masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

89. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain,

karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai

historis, dapatdigunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (Realization Principle)

90. Ketersediaan pendapatan daerah basis kas yang tersedia yang telah

diotorisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama suatu tahun

anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja daerah dalam periode

tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan

Lampiran 1-19



atau belanja basis kas diakul setelah diotorlsasi melalul anggaran dan telah menambah atau

mengurangi kas.

91. Prinsip layaktemu biaya pendapatan (matching costagainstrevenueprinciple)

tidak ditekankan daiam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana diprakbkkan dalam

akuntansi sektor swasta.

Prinsip Substansi Mengungguii Formaiitas (Substance Over Form
Principle)

92. Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus

dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi; bukan hanya

mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak

konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkandengan

jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

93. Kegiatan akuntansi dan peiaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi

menjadi periode-periode peiaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan

posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama peiaporan keuangan

yang digunakan adalah tahunan. Namun untuk laporan realisasi anggaran dibuat periode

semester.

Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)

94. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa

dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak

berarti bahwa tidak oleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi

yang lain.

95. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode

yang bam diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang iama.

Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan

dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (FuHDisciosure Principle)

96. Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara iengkap

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan

atau catatan atas laporan keuangan.
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Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principie)

97. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan

Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan

Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catalan

atas Laporan Keuangan (CaLK).

98. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah

diperlukan ketlka menghadapl ketldakpastian perisbwa dan keadaan tertentu. Ketldakpastian

seperti Itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan

pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan

sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi

ketldakpastian sehlngga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta

kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan

pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan

tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja

mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan tidak

netral dan tidak andal.

KENDALAINFORMASIAKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

99. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setlap keadaan yang tidak

memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan

dan andal dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai akibat keterbatasan

(limitation) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala

dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

(a) Materialitas;

(b) Pertimbangan biaya dan manfaat; dan

(c) Keselmbangan antar karakterisb'k kualitatif.

Materialitas

100. Laporan keuangan Pemerintah Daerah walaupun idealnya memuat segala

informasi, tetapl hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.

Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahandalam

mencatat Informasi tersebut dapatmempengaruhl keputusan pengguna laporan yang dibuat

atas dasar informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan Biaya dan Manfaat

101. Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat daiam iaporan

keuangan Pemerintah Daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperiukan untuk

penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak

semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandlngkan biaya
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penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses

pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak hams diplkul oleh pengguna

Informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain

disamping mereka yang menjadi tujuan informasi, misainya penyedlaan informasi lanjutan

kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah.

Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

102. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperiukan untuk mencapai suatu

keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh

laporan keuangan Pemerintah Daerah. Kepentingan reiatif antar karakteristik kualitatif

dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan

tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah

pertimbangan profesional.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

103. Peiaporan keuangan Pemerintah Daerah diseienggarakan berdasarkan

peraturan pemndang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

(a) Undang-Undang Dasar Repubiik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur

keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja

negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun

dengan undang-undang dan dHaksanakan secara terbuka dan bertanggung Jawab

untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat)

(b) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(c) Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

(d) Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

jawab Keuangan Negara;

(e) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

(f) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah;

(g) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

(h) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

(i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Peiaporan

Keuangan dan KIneija InstansI Pemerintah;

0) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;

(k) Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menterl Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
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atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

(I) Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar AkuntansI Pemerlntahan Berbasis Akrual.

TANGGAL EFEKTIF

104. KebijakanAkuntansiinibertakue/ekbfsecata bertahap untxtkiaporan

keuangan atas pertanggungjawaban pelataanaan anggaran Pemerintah
Kabupatmt Luwu mulai Tahun Anggaran 2015.

BUPAli LUWU,

A. M
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LAMPIRANH : PERATURAN BUPATl LUWU
NOMOR : 68 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBUAKAN AKUNTANSI NOMOR 2

PENYA3IAN LAPORAN KEUANGAN

Paragraf-paragrafyang dituHs dengan hurufteba! dan miring adaiah paragraf

kebljakan, yang harus dibaca daiam konteks paragraf-paiagraf penjeiasan yang

ditulis dengan hurufbiasa dan Kerangka Konseptuai Kebijakan Akuntansi P&nerintah

Ds^rah.

PENDAHULUANTujuan

1. Tujuan Kebijakan in! adaiah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan

umum (general purpose financial statements) daiam rangka meningkatkan keterbandingan

laporan keuangan balk terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

2 Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan ini menetapkan seluruh

pertimbangan daiam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan

keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

3. Laporan keuangan untuk tujuan umum adaiah laporan keuangan yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. termasuk lembaga

leglslatif sebagaimana ditetapkan daiam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan

dengan basis akruai.

5. Laporan keuangan untuk tujuan umum adaiah laporan yang dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adaiah masyarakat, leglslatif,

lembaga pemeriksa/pengawas, pihakyang memberi atauberperan daiam proses donasi, investasi,

dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).
Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari

laporan keuangan yang disajikan daiam dokumen pubiik lainnya seperti laporan tahunan.

6. Kebijakan ini beriaku untuk entitas peiaporan dan entitas akuntansi

daiam menyusun iaporan keuangan. Entitas peiaporan yaitu Pemda, sedangkan
entitas akuntansi yaitu SiO'Ddan PPKD. Tkiaktermasukpentsahaan daerah.
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Basis Akuntansi

7. Basis akuntans! yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

yaitu basis akrual.

8. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi dlperkenankan untuk menyelenggarakan

akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual,

balk dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset,

kewajiban, dan ekuitas dana.

9. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan

akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan ReallsasI Anggaran berdasarimn

basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

DEHNISI

10. Berikut adalah Istllah-lstilah yang digunakan dalam Kebljakan dengan

pengertian:

Anaaaran merupakan pedoman tindakan yang akan dUaksanakan Pemerintah

Daerah mellputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan

yang diukur dalam satuan ruplah, yang disusun menurut klaslflkasi tertentu secara

sistematis untuksatuperiode.

Anaaaran Pendaoatan dan Belania Daerah fAPBD) adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang disetujul oleh Dewan Perwaldlan Rakyat

Daerah.

Aarooriasl meruf^kan anggaran yang dlsetig'ul DPRD yang merupakan

mandat yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran

sesual tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada

Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimlliki

oleh Pemerintah Daerah sebagal akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau soslal dl masa depan diharapkan dapat diperoleh, balk

oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapatdiukurdalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperiukan untuk penyedlaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipellhara karena alasan sejarah

dan budaya.

Aset tak berwulud adalah aset nonkeuangan yang dapat dlldentiflkasi dan

tidak mempunyal wujud tislk serta dimlllkl untuk digunakan dalam menghasHkan

bamng ataujasa atau digunakan untuk tpjuan lalnnya termasuk hak atas kekayaan

Intelektual.
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Asettetaoadatah aset berwujudyang mempunyaimasa manfaat lebih dari12

(dua betas) butan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, datam

kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfyatian oteh masyarakat umum.

Basts akrua!adatah bastsakuntanstyang mengakutpengaruh transakst dan

perisdwa tatnnya pada saat transakst dan peristiwa ttu terjadi, tanpa

memperhatikan saatkas atausetara kas dttertma atau dttjayar.

Basis kas adatah trasts akuntanst yang mengakut ftengaruh transakst dan

pertsdwa tatnnyapada saatkas atau setara kas dttertma atau dtbayar.

Betania adatah semua pengetuaran dart Rekentng Kas Umum Daerah yang

mengurangt Satdo Anggaran Lebth datam pertode tahun anggaran tjersangkutan

yang ttdakatan dtperoteh pemtrayarannya kemtxrtt oteh Pemerintah Daerah.

Beban adatah penurunan manfaat ekonomt atau potenst jasa datam

pertode petaporan yang menurunkan ekuttas, yang dafrat trerupa pengetuaran

atau konsumst aset atau ttmbutnya kewajtban.

Dana Cadanaan adatah dana yang dtststhkan untuk menampung kebutuhan

yang memertukan dana retattf tresar yang ttdak dapat dtpenuht datam satu tahun

anggaran.

Ekuttas adatah ketrayaan t^rsth Pemerintah Daerah yang merupatarn settsth

antara asetdan kewajtljan Pemerintah Daerah.

Entttas Akurrtanst adatah SKPD dan BUD dan oteh trarenanya wajtb

menyetenggarakan atarntanst dan menyusun tatjoran keuangan untuk

dtgabungtcan pada entitaspetafjoran.

EnUtas Petaooran adatah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan

perabiran fterundang-undangan wajtb menyampatkan taporan pertanggungjawatsan

iserupa taporan keuangan.

Xnvestast adatah aset yang dtmaksudkan untuk memperoteh manfaat

ekonomt seperU bunga, dtvtden, dan royattt, atau manfaat sostat sehtngga

dapat mentngtcaUran kemampuan Pemerintah Daerah datam rangtra petayanan
kepada masyarakat

Kas adatah uang tunat dan satdo stmpanan dt tjank yang settap saat dafjat

dtgunatran untukmembtayat kegtatan pemertntahan.

f(p^ Dperph adatah tempat penytmpanan uang daerah yang dttentukan oteh

Bupatt untuk menampung seturuh penertmaan daerah dan memttayar seturuh

peng^uaran daerah.

Kebtfakan akurrtanstadatah prinstp-prinstpf dasar-dasar, konvenst-konvenst,
aturan-aturan, dan pratcUk-prattttk sftestrik yang dtpttth oteh Pemerintah Daerah

datam penyusunan danpenyajtan taporan keuangan.
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Kemitraan adatah peijanjian antara dua fihak atau lebih yang mempunyai

komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersanta dengan

menggunakan asetdan atau hak usaha yang dimiUki.

Kewaiiban adalah utang yang timbu! darl perisOwa masa lalu yang

penyel^aiannya mengakibatkan aliran keluarsumberdaya ekonomipemerintah.

Laooran keuanaan konsoUdasian adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entltas akuntansi, sehlngga

tetsajlsebagalsatu entltas tunggal.

Laaomn keuanaan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di

antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uanaaslna adalah mata uang selain mata uang pelaporan entltas.

Mata uana o^aooran adalah mata uang ruplah yang digunakan dalam

menypjikan laporan keuangan.

Materialltas adalah suatu kondisi jlka tidak tersajikannya atau salah saji

suatu InformasI akan mempengaruM keputusan atau penllalan pengguna yang

dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialltas tergantung pada haklkat atau

b^amya pos atau kesalahan yang diperdmbangkan dari keadaan khusus dl mana

kekurangan atausalah sajl tetjadi.

Nllal walar adalah nllal tukar aset atau penyelesalan kewpflban antar fihak

yang memahamidan berkelnginan untuk melakukan transaksl wajar.

OtorlsasI Kredit Anaaaian fallotment'^ adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang

menunjukkan baglan dari apropriasi yang disedlakan bagi SKPD dan SKPKD dan

digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah guna memblayai

pengeluaran-pengeluaran selama periode otorlsasi tersebut.

Pemblavaan ffinancina^ adalah setiap penerimaan yangperiu dibayarkemball

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembalif balk pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit

atau m&nanlaatkan surplusanggaran.

Pendaoatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakul sebagai

penambah ekultasdalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidakperiu

dibayarkemball.

Pendaoatan-LRA adalah semuapenerimaan RekeningKasUmum Daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebihdalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang mepfadl hak Pemerintah Daerah, dan tidak periu dibayar kemball oleh

Pemerintah Daerah.

Penvusutan adalah alokasi yang sistematis atas nllal suatu aset tetap yang

dapat disusutkan depreciable assets^ selama masa manfaat aset yang

bersangkutan.
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Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang

dimalaudkan untuk mendukung kegiatan operasiona! Pemerintah Daerah, dan

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijua! dan/atau disetahkan dalam ranglm

pelayanan kepada masyarakat.

Piutana bansferadalah hakPemerintah Daerah untukmenerima pembayaran

darienritaspelapotan lain sebagalakibatperaturan perundang-undangan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampUkan pada lembar muka

laporan keuangan.

Pos luar blasa adalah pendapatan luar blasa atau beban luar blasa yang

teijadl karena kejadlan atau tmnsaksi yang bukan merupakan operasi biasa,

ridak diharapkan sering atau rutin teijadl, elan berada dl luar l^ndall atau

pengaruh Pemerintah Daerah.

Rekenlna Kas Umum Daerah aelalah rekening tempat penylmpanan uang

daerah yang ditentukan oleh BupaO untuk menampung seluruh penerimaan daerah

dan membayarseluruhpengeluaran daerahpada bankyang ditetapkan.

Saldo Anaaaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi

SILPA/SIKPA tahun'tahun anggaran sebelumnya dan tahun betjalan serta

penyesualan lain yang diperkenankan.

Sellslh kurs aelalahsellslh yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke

ruplah pada kurs yang berbeda.

Sefara fepa adalah InvestasI Jangka pendek yang sangat Ukuid yang siap

dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risikoperubahan nllal yang signlflkan.

SIsa Leblh/Kurana Pembiavaan Anaaaran (SILPA/SIKPA) adalah sellslh

leblh/kurang antara reallsasipendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan

pengeluaranpemblayaan dalam APBD selamasatuperiode pelaporan.

Sumlus/deBslt-LO adalah sellslh antara pendapatan-LO dan beban selama

satu periode pelaporan, setelah diperhltungkan suiplus/derisit dari kegiatan non

opeiaslonaleUmpos luarbiasa.

Surplus/defislt-LRA adalah sellslh leblh/kurang antara pendapatan-LRA

dan belanja selama satuperiodepelaporan.

Tanaaal oelanoran adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode

pelaporan.

Transfer adalah penerlmaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan

dari/kepada PemerintahDaerah, termasukdanaperimbangandan dana baglhasll.
Utana transfer adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan

fxmbayaran kepada entitas pelaporan lain sebagal akibat ketentuan

perundang-undangan.
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TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

11. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi

keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah . Tujuan umum

laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran,

saldo anggaran leblh, arus kas, has!! operas!, dan perubahan ekuitasPemerintah Daerah yang

bermanfaat bag! para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber daya.

12. Secara speslflk, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk

menyajikan Informasi yang berguna untuk pengambllan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilltas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

(a) menyedlakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas

pemerintah daerah;

(b) menyedlakan Informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan

ekuitas pemerintah daerah;

(c) menyedlakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

(d) menyedlakan Informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

(e) menyedlakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan

memenuhi kebutuhan kasnya;

(f) menyedlakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

(g) menyedlakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan

dalam mendanai aktivitasnya.

13. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyedlakan informasi

mengenai entitas dalam hal:

(a) aset;

(b) kewajiban;

(c) ekuitas dana;

(d) pendapatan - LRA;

(e) belanja;

(f) transfer;

(g) pembiayaan;

(h) saldo anggaran lebih ;

(I) pendapatan-LO;

(j) beban; dan

(k) arus kas.

14. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan

sebagalmana yang dinyatakan dalam paragraf 10, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi
tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan
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bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif

mengenai aktivitas suatu enbtas pelaporan selama satu periode.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

15. TanggungJawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada

pada pimplnan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

16. Komponen-komponen yang terdapat daiant suatu set laporan

keuangan pokokadalah:

(a)Laponin ReaHsasiAnggaran;

(b)Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

(c)Neraca;

(d)Laporan Opetaslonal;

(e)LaporanArus Kas;

(f) Laporan Perubahan Ekuitas;

(g) Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setlap

enldtas, kecuall Laporan Arus Kas yang hanya dIsaJIkan oleh entitas pelaporan,

dalam hallnlPemda.

STRUKTUR DAN ISl

Pendahuluan

18. Pemyataan Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada

lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lalnnya
dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan

merekomendaslkan format sebagal lampiran Kebijakan in! yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi maslng-masing.

19. Kebijakan Akuntansi Ini menggunakan Istilah pengungkapan dalam art! yang

seluas-luasnya, meliputi pos-pos yang disajikan dalam setlap lembar muka laporan keuangan
maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan yang disyaratkan dalam kebijakan
akuntansi lainnya disajikan sesuai dengan ketentuan dalam kebijakan tersebut. Kecuall
terdapat kebijakan akuntansi yang mengatur seballknya, pengungkapan yang demikian
dibuat pada lembar muka laporan keuangan yang relevan atau dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
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Identifikasi Laporan Keuangan

20. Laporan keuangan diidentiflkasi dan dibedakan secara jeias dart

infionnasilainnya datarn dokumen terbitan yangsama.

21. KebQakan Akuntans! hanya bertaku untuk laporan keuangan dan

tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan

atau dokumen lainnya. Oleh karena ttu, penting bag! pengguna untuk

dapatmembedakan informasi^ngdisajikan menurutKebijakanAkuntansIdari

Informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam Kebgakan

AkuntansI Inl.

22. Setiap komponen laporan keuangan bants diidentiUkasI secaraJelas.

Dlsamping Itu, Informasi berlkut harus dikemukakan secarajelas dan diulang

pada setiap halaman laporan bUamana perlu untuk memperoleh pemahaman

yang memadalatas Informasiyang disajikan:

(a) nama mntitasakutdan^(SKPD/PfdfD) dan entitasp^aporan(PEMDA);

(b) cakupan laporan keuangan, apakah saUt enHtas btnggal atau gabungan dati

bebetapa entitas akuntansi;

(c) tanggalpelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang

sesual dengan komponen-komponen laporan keuangan;

(d) mata uangpelaporan adalah Ruplah;

(e) bahasapelaporan adalah bahasa Indonesia; dan

(f) Ongkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada

laporan keuangan.

23. Persyaratan dalam paragraf 22 dapat dipenuhl dengan penyajian judul dan judul

kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan. Berbagai perOmbangan digunakan

untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat

mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.

24. Laporan keuangan serlngkali lebih mudah dimengerti bllamana Informasi disajikan

dalam ribuan atau jutaan ruplah. Penyajian demlklan Inl dapat diterlma sepanjang tingkat

ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan Informasi yang relevan tIdak hllang.

Periode Pelaporan

25. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekaii daiam satu

tahun anggaran muiai dart 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Daiam

situasi tertentu, tanggai laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan

tahunan disajikan dengan suatu periode yang iebih panjang atau iebih pendek daH

satu tahun, entitaspelaporan mengungkapkan infotmasi berlkut::
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(a) afasan penggunaanperiodepelapoian tidaksatu tahuitf

(b) fakta bahwa Jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus

kas dan catatan-catatan terkait tidak dapatdiperbandingkan.
26. Dalam situasi tertentu suatu entitas pelaporan hams mengubah tanggal pelaporannya,

misalnya sehubungan dengan adanya pembahan tahun anggaran. Pengungkapan atas pembahan

tanggal pelaporan adalah panting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk

periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tIdak dapat diperbandingkan.

Tepat Waictu

27. Kegunaan lapoian keuangan betkutang bUamana laporan ddak tersedia

bag! pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.

Faktor-faktor yang dihadapl seperti kompleksltas operari suatu entitas pelaporan

bukan nterupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

Bahasa Laporan Keuangan

28. Laporan keuangan hams disusun dalam bahasa Indonesia. Jlka laporan keuangan

juga disusun dalam bahasa lain selain darl bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam

bahasa lain tersebut harus memuat InformasI dan waktu yang sama (tanggal poslsl dan cakupan

periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbltkan dalam

waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

Mata Uang Pelaporan

29. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dalam rangka

penyajlan neraca, aset dan kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus

dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral.

Keuntungan atau keruglandalam periode berjalanyang terkait dengan transaksi dalam mata uang

asing dinllal dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan

akuntansi dan/atau Standar AkuntansI Pemerlntahan.

Laporan Realisasi Anggaran

30. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapimn keglatan keuangan

pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan tertiadapAPBD.

31. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/ pemerintah daerah dalam satu periode pdaporan.

3Z Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-

unsursebagalberikut:

(a) Pendapatan-LRA;

(b) belapja;

Lampiran 11-10



(c) transfer;

(d) surptus/defJsit;

(e) pembiayaan;

(f) slsa leblh/kurangpembiayaan anggaran.

33. Laporan Reaiisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan reattsasinya daiam satupertodepeiaporan.

34. Laporan Reaiisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut daiam Catatan atas Laporan

Keuangan. Penjelasan tersebutmemuat hal-hal yangmempengaruhl pelaksanaan anggaran seperb kebljakan

fiskal dan monetar, sebab-sebab tariadinya perbedaan yang matBrial antara anggaran dan reallsaslnya,

serta daftar-daftar yang merind lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

35. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparadf

dengan periode sebeiumnya pos-pos berikut:

(a)SaidoAnggaran Lebih awai;

(b) Penggunaan Saido Anggaran Lebih;

(c) Sisa L^bih/Kurang PembiayaanAnggaran tahun berjaian;

(i) Koreksi Kesaiahan Pembukuan tahun Sebeiumnya;

(e) Lain-iain; dan

(f) SaidoAnggaran Lebih Akhir.

36. PPKD dan P&nerintah Daerah menyajikan rindan iebih ianjut dan

unsur-unsuryang terdapatdaiam Laporan Perubahan Saido Anggaran Lebih daiam

Catatan atas Laporan Keuangan.

37. SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara reaiisasi penerimaan dan

pengeluaran selama satu periode peiaporan.

38. Selisih leblh/kurang antara reaiisasi pendapatan dan belanja serta

penerimaan dan pengeluatan pembiayaan daiam Laporan Reaiisasi Pendapatan selama satu

periode peiaporan dicatat daiam pos SILPA/SiKPA.

39. Slsa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode peiaporan dipindahkan

ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

40. Contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan pada ilustrasi

Lampiran II.A dan II.B. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari

kebljakan akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebljakan akuntansi
untuk membantu daiam peiaporan keuangan.
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Neraca

41. Neraca menggambarkanposisikeuangan suatu entHasakuntansi/ entitas

pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekukasdanapada tangga! tertentu.

KIcisifikasi

4Z Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengkiasitikasikan asetnya

dalam aset lancar dan nonlancar serta mengkiasifikaslkan kewajibannya menjadi

kewajibanjangka pendekdanjangkapanjangdalam neraca.

43. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos

aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterlma

atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayardalam waktu lebih dan 12

(dua belas) bulan.

44. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan

digunakan daiam menjalankan kegiatan pemeiintahan, peiiu adanya kiasiflkasi terpisah antara aset

lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang- barang yang akan

digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperiuan jangka panjang.

45. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk

menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal

penyelesaian ^t nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk

mengetahui apakah asetdikla^kasikan sebagai aset iancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan

sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

46. Neraca mencantumkan sekurang'kurangnyapos-pos berikut:

(a) kasdansetarakas;

(b) investasljangiapendek;

(c) tdutangpajakdan bukanpajak;

(d) pers&tlaan;

(e) InvestasIjangkapapjang;

(f) asset tetap;

(g) kewpjibanjangkapendek;

(h) kewajibanjangkapanjang;

(I) ekultas.

47. Contoh format Neraca disajikan dalam ilustrasi pada lampiran II.C,

II.D, dan lI.E. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari kebijakan

akuntansi. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi untuk

membantu dalam pelaporan keuangan.
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48. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur

dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu

dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang

diestimasikan.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas
Laporan Keuangan

49. EntHas akuntanst dan entitas petaporan mengungkapkan, baik dalam

Neraca maupun dalam Catalan atas Laporan Keuangan subklaslNkasIpos-pos yang

dIsaJIkan, diklaslflkaslkan dengan cara yang sesual dengan operasi entitas yang

bersangkutan. Suatu pas diklasltikaslkan leblh lanjut, bUamana peHu, sesual

dengan sHiatnya.

50. RIncian yang tercakup dalam sub klasifikasl di Neraca atau di Catatan atas Laporan

Keuangan tergantung pada persyaratan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan materiaiitas

jumlah pos yang bersangkutan.

51. Pengungkapan akan bervariasi untuksetiap pos, misalnya:

(a) piulang dirlnci menurut jumlah plutang pajak, retrlbusi, penjualan, plhak terkalt, uang muka,

dan jumlah lainnya; plutang transfer dirlnci menurut sumbernya;

(b) persedlaan dirind leblh lanjut sesual dengan kebijakan yang mengatur akuntansi untuk persediaan;

(c) aset tetap diklaslflkaslkan berdasarkan kelompok sesual dengan kebijakan yang mengatur
tentang aset tetap;

(d) dana cadangan diklaslflkaslkan sesual dengan peruntukkannya;

(e) komponen ekultas dana diklaslflkaslkan menjadi ekuitas dana lancar, ekultas dana InvestasI,
dan ekultas dana cadangan;

(f) pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan daerah/ lainnya adalah
jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendallan dan metode penllaian.

52. Penyajian Neraca dan pengungkapan yang berhubungan dengan neraca diatur

dalam Lamplran III.

Laporan Arus Kas

53. Laporan Arus Kas menyajikan Informasi mengenai sumber, penggunaaan perubahan

kas dan setara kas selama satu perlode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal
pelaporan. Laporan arus kas disusun oleh entitas pelaporan.

54. Arus masuk dan keluar kas diklaslfikasikan berdasarkan aktlvltas operasi,

Inv&tasI, pendanaan, dan transltorls.

55. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang berhubungan dengan arus kas

diatur dalam Lamplran VI.

Lamplran 11-13



Laporan Operasional

56. Laporan tinansial mencakup laporan operasional yang menypjikan

pos-possebagal berikut:

(a) Pendapatan-LO darikeglatan operasional;

(b) Beban dari kegiatan operasional;

(c) Surpius/defisitdariKegiatan Non Operasional, biia ada;

(d) Pos iuarbiasa, biia ada;

(e) Surpius/defisit'LO.

57. Penami^han pos-p<^, judui dan subtotal disajikan daiam iaporan.

58. operasional jika kebijakan akuntansi mensyaratitannya, atau jika

dipetlukan untukmenyajikan dengan wajarhasii operasientitaspeiaporan.

59. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, keglatan operasional entitas

peiaporan dianallsis menurut klaslflkasi ekonomi.

60. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang

digunakan sertasusunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi

dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materlalitas dan sifat serta fungsi
komponen pendapatan-LO dan beban.

61. Laporan operasional dianalisis menurut klasifikasi beban, dan beban-beban

dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban
alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak

direalokasikan pada berbagai fungsi dalam entitas peiaporan.

62. Surpius/defisit penjualan aset nonlancar dan pendapatan/beban Iuar

biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.

63. Lampiran V menguraikan secara lebih rind Laporan Operasional yang

beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Laporan Operasional disajikan
dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya, yang contoh formatnya dapat dilihat
pada ilustrasi Lampiran V.

Laporan Perubahan Ekuitas

64. Laporan PerubahanEkuitas menyajiioin sekurang- kurangnya pos-pos:
(a) Ekuitasawai

(b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

(c) Koreksi-koreksi yang iangsung menambah/mengurangi ekuitas, yang
antara lain berasaidari dampak kumuiab'fyangdisebabkan oiehperubahan

kebijakanakuntansi dan koreksikesaiahanmendasar, misainya:

(1)koreksi kesaiahan mendasar dari persediaan yang teijadipada

periode-periode sebeiumnya;

(2)perubahan niiai aset tatap karena revaiuasiaset tetap.

(d) Ekuitas akhir.
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65. Perubahan dalam aseVekuitas neto dari suatu entitas antara dua tanggal

pelaporan merefleksikan penambahan dan pengurangan dalam kekayaannya selama periode Itu,

dl bawah prinsip- prinsip pengukuran khusus yang diadopsi dan diungkapkan dalam laporan

keuangan.

66. Perubahan keseluruhan dalam aset/ekuitas neto menyajikan total

surplus/deflsit neto untuk suatu periode, selain pendapatan dan beban yang diakui secara

langsung sebagal perubahan dalam aset/ekuitas neto, bersama-sama dengan setiap kontribusi

oleh, dan distribusi kepada, pemllik dalam kapasltasnya sebagal pemlllk.

67. KonstribusI oleh, dan distribusi kepada pemllik termasuk transfer antara dua

entitas dalam suatu entitas ekonomis (sebagal contoh, suatu transfer dari

suatu pemerlntah, berlaku pada kapasltasnya sebagal pemllik, kepada suatu departemen

pemerintah). Kontribusi oleh pemllik, dalam kapasltasnya sebagal pemllik, kepada entitas

kendalian diakui sebagal suatu penyesualan langsung kepada aset/ekuitas neto hanya dimana

mereka secaraeksplisit memberikan peningkatan bagi partisipasi resldualnya dalam entitasdalam

bentuk hak-hak terhadap aset/ekuitas neto.

68. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan nncian iebih ianjut dari

unsur-unsur yang terdapat daiam laporan Perubahan Ekuitas daiam Catatan atas Laporan

Keuangan.

69. Contoh format Laporan Perubahan Ekuitas disajikan pada llustrasi Lamplran II.C,

II.D, dan lI.E. llustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan baglan dari

kebijakan akuntansi. Tujuan llustrasi Ini adalah menggambarkan penerapan kebijakan
akuntansi untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Struktur

70. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandlngkannya dengan laporan keuangan entitas lalnnya, Catatan atas
Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagal
berikut:

(a) Infotmasl Umum tentimg Entitas Pelaporan dan Entitas

Akuntansi;

(b) Informasi tentang kebijakan fiskai/keuangan dan ekonomi

makro;

M Ikhtisar pencapaian target keuangan seiama tahun pelaporan
berikutkendala dan hambatan yang dihadapi dalam
pencapaian target;

(d) Informasi tentang dasar penyusunan iaporan keuangan dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipiiih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian panting iainnya;

Lamplran 11-15



(e) Rindan dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada

tembarmuka laporan keuangan;

(f) Informas! yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi yang belum

dissgikan dalam lentbarntuka laporan keuangan;

(g) InfbrmasI lalnnya yang diperiukan untukpenyajian yang wajar, yang ddak

disajikan dalam lembarmuka laporan keuangan.

71. Catalan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setlap

pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Leblh, Neraca, Laporan Operaslonalf Laporan Arus Kas, dan Laporan

Perubahan Ekultas harus mempunyalreferensisUang dengan Informasiteikaltdalam

Catalan atas Laporan Keuangan.

72. Catalan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terind

atau anallsis atas nllal suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leblh, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekultas. Termasuk pula dalam Catalan atas

Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta pengungkapan-pengungkapan

lalnnya yang dIpeHukan untuk penyajian yang wpjar atas laporan keuangan, sepertj

kewpjiban kontipjensldan komitmen-komitmen lalnnya.

73. Dalam keadaan tertentu maslh dimungklnkan untuk mengubah susunan penyajian

atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga

dan penyesualan nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat

berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

74. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan

hal'hal berikut Inl:

(a) basispengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

(b) sampal sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaltan dengan

ketentuan-ketentuan masa b-ansisiKebijakan Akuntansi diterapkan oleh suatu

entltas akuntansl/enb'tas pelaporan; dan

(c) setlap kebijakan akuntansi tertentu yang diperiukan untuk memahami laporan

keuangan.

75. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang

digunakan sebagal landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila leblh dari satu basis

pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan

harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan
basis pengukuran tersebut.
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76. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan,

manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu

pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi,

tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

(a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;

(b) Pengakuan belanja;

(c) Pengakuan b^n;

(d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

(e) Investasi;

(f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;

(g) Kontrak-kontrak konstruksi;

(h) Kebijakan kapltalisasi pengeluaran;

(i) Kemitraan dengan fihak ketiga;

(j) Biaya penelitlan dan pengembangan;

(k) Persediaan, baikyang untuk dijuai maupun untuk dipakai sendiri;

(i) Dana cadangan;

(m) Penjabaran mata uang asing dan iindung niiai.

77. Setiap entitas akuntansi/entitas peiaporan perlu mempertimbangkan sifat

kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak, retribusi dan

bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciproca! revenue), penjabaran mata uang asing,

dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

78. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan

dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan

kebijakan akuntansi yang dipllih dan diterapkan yang tidak diatur dalam Kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

79. Entitas akuntansi dan entitas peiaporan mengungkapkan hai-hai

berikut ini apabiia beium diinfbrmasikan daiam bagian manapun dari iaporan

keuangan, yaitu:

(a) domisiii dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi dimana entitas

tersebutberoperasi;

(b) penjeiasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiaian pokoknya;

(c) ketentuanperundang-undanganyang mepjadiiandasan kegiatan operasionainya.
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A. Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah
Kabupaten Luwu

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU LAPORAN PERUBAHAN SALDO

ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)
NO URAIAN 20X1 20X0

1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX

2 Penggunaan SAL sebagai Penerlmaan Pembiayaan Tahun (XXX) (XXX)
Berjalan

3 Subtotal (1 - 2) XXX XXX

4 SIsa Leblh/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) XXX XXX

5 Subtotal (3 + 4) XXX XXX

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX

7 Laln-lain XXX XXX

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) XXX XXX

B. Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum
Daerah

BENDAHARA UMUM DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(dalam Rupiah)
NO URAIAN 20X1 20X0

1 Saldo Anggaran Lebih Awal XXX XXX

2 Penggunaan SAL sebagai Penerlmaan Pembiayaan Tahun (XXX) (XXX)
Betjalan

3 Subtotal (1 - 2) XXX XXX

4 SIsa Leblh/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) XXX XXX

5 Subtotal (3 + 4) XXX XXX

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya XXX XXX

7 Lain-lain XXX XXX

8 SaldoAnggaran Lebih AkhIr (5 + 6 + 7) XXX XXX
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C. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0

1 EKUITAS AWAL XXX XXX

2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN

3 KEBDAKAN/KESALAHAN MENDASAR: KOREKSI NILAI
4 PERSEDIAAN SELISIH REVALUASI ASETTETAP XXX XXX
5 LAIN-LAIN XXX XXX
6 EKUITAS AKHIR XXX XXX
7 XXX XXX

D. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

Dan 20X0

NO IJRATAN |_ 20X1
1 rvuMiow

20X0

1 EKUITAS AWAL XXX XXX
2 SURPLUS/DEFISIT-LO XXX XXX

DAMPAK KUMUUTIF PERUBAHAN

3 CEBDAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX
5 SELISIH REVALUASI ASETTETAP XXX XXX
6 LAIN-LAIN XXX XXX
7 EKUITAS AKHIR XXX XXX



E. Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu

BENDAHARA UMUM DAERAH

UPORAN PERUBAHAN EKUUAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

DAN 20X0

NO URAIAN 20X1 20X0

1 EKUITAS AWAL XXX XXX

2 SURPLUS/DEHSTT-LO XXX XXX

DAMPAK KUMULAHF PERUBAHAN

3 KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR:
4 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN XXX XXX

5 SELISIH REVALUASI ASETTETAP XXX XXX

6 LAIN-LAIN XXX XXX

7 EKUITAS AKHIR XXX XXX

TANGGAL EFEIOIF

A Kebljakan Akuntansi ini bertaku eMcUf secara bertahap untuk laporan

keuangan atas pertanggungjawaban p^aksanaan anggaran Pemerintah Kabupat&n Luwu

mulai tahun Anggaran 2015.

BUPATI WU,

DZAKKAR



PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR:68TAHUN2014

KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
NOMOR 3

NERACA



UMPIRAN in : PERATURAN BUPATl LUWU

NOMOR : 68 Tahun 2014

TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBDAKAN AKUNTANSI NOMOR 3

NERACA

Paragraf-paragraf yang tiituUs dengan huruf teba! dan miring adaiah paragraf

kebijaian, yang hams dibaca daiam konteks paragraf-paragraf penjeiasan yang dituiis

dengan hurufbia^ dan Kerangka Konseptuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Neraca adaiah menetapkan dasar-dasar penyajian Neraca untuk

Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhl tujuan akuntabllltas sebagalmana ditetapkan oleh

peraturan perundang-undangan.

2. Neraca menggambarkan poslsl keuangan suatu entitas akuntansl/entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban, dan ekultas dana pada tanggal tertentu.

Ruang Ungkup

3. Kebijakan ini diterapkan daiam penyajian Neraca yang disusun dan disajikan

dengan menggunakanakuidansiberbasisakruaiuntuktir^katSKPD, PPKDr danPemda.

DEFINISI

4. Berikut adaiah istiiah-istiiah yang digunakan daiam Pernyataan Standar dengan

i^ngertian:

adaiah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiiiki oieh pemerintah
sebagai akibat dart peristiwa masa iaiu dan dart mana manfaat ekonomi dan/atau sosiai di

masa depan diharapkan dapat diperoiehf baik oieh pemerintah maupun masyatakat, serta

dapatdiukurdaiamsatuan uang, termasuksumberdayanonkeuangan yangdiperiukan untuk
penyediaan Jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipeiihara karena
aiasan sejarah dan budaya.
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Aset tak berwuiud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan ddak

mempunya! wujud flsiksetta dimitiki untuk digunakan datam menghasUkan barangataujasa

atau digunakan untuk tujuan iainnya termasukhakatas kekayaan inteiektuaL

Aset tetao adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat iebih dan 12 (dua

betas) buian unti/k digunakan datam kegtatan pemerintah atau dtmanfaadcan oteh

masyaratcst umum.

Basts akmat adatah tjasts akuntanst yang mengakutpenganth transatcst dan pertsttwa

tatnnya pada saat transatcst dan pertstiwa ttu tetjadt, tanpa memperhatitcan saat teas atau

setara tasdtterima atau dttjayar.

Dana Cadanaan adatah dana yang dtststhtcan untuk menampung kebutuhan yang
memertukan dana retattftfesaryang tidakdapatdtpenuht datam satu tahun anggaran.

Ekuttas Dana adatah kekayaan tjersth pemerintah yang merupatcan settsth antara aset

dan kewmjttmn pemerintah.

EntttasAtcuntanstadatah unttpemerintahanpengguna anggaran/pengguna barang dan
oteh tearenanya wajtb menyetenggarakan atcuntanst dan menyusun taporankeuangan untxik

dtgabungkan pada entttaspetaporan.

Endtas Petepprpn adatah unit pemerintahan yang terdtri dart satu atau tebth entttas

akuntanst yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan wajtb menyampattcan
taporanpertanggungjawattan tterupa taporan keuangan.

Inyestastadatah asetyang dtmaksudkan untuk memperotehmanfaatekcmomtkseperti
bunga, dtvtden, dan royattif atau manfaat sostat sehinggadapat mentngtmtkan kemampuan
pemerintah datam rangka petayanan kepada masyarakat

J^s adatah uang tunat dan satdo stmpanan dt tank yang settap saat dapat digunakan
untukmembtayatkegtatan pemerintahan.

Kas Dpeiyh adatah t^mpat penyimpanan uang daerah yang dttentutcan oteh
Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seturuh penerimaan dan pengetuaran
pemerintah daerah.

Kewpjtban adatah utang yang ttmbut dart pertsttwa masa tatu yangpenyetesatannya
mengaktbaUcan attran ketuarsumberdaya ekonomtpemerintah.

Laooran keuanaan konsottdastan adatah suatu tapotan keuangan yang merupatcan
gabungan k&eturuhan taporan keuangan entttas petaporan sehingga tersajt sebagatsatu
entitas tunggat.
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Laooran keuanaan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua

taporan keuangan tahunan.

Mata uana asina adalah mata uang selain mata uang pelaporan enb'tas.

Mata uana oelaooran adaiah mata uang rupiah yang digunakan datam menyajikan

laporan keuangan.

NUai waiar adalah nllal tukar asef atau penyelesaian kewafiban antar fihak yang

memahamidan berkelnglnan untukmelakukan transaksl wajar.

Penvusutan adalah penyesualan nllal sehubungan dengan penurunan kapasltas dan

manfaatdarisuatuaset

Persedlaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau pertengkapan yang

dimaksudkan untuk mendukung keglatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang

dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangkapelayanan kepada masyarakat

Plutana tmnsfaradalah haksuatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari

entltasp^aporan lain sebagaiakibatperaturan perundang-undangan.

Rekenina Kas Umum Daerah adalah rekening tempatpenylmpanan uang daerah yang

ditentukan oleh bupatJuntukmenampung seluruhpenerimaan daerah dan membayarseluruh

pengeluaran daerahpada bankyang ditetapkan.

Sellslh kurs adalah selisih yang rimbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah

pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah InvestasI jangka pendek yang sangat Hkuidyang slap dijabarkan

mepiadikasserta bebas dari risiko perubahan nllal yangsignifikan.

Tanaaaloelaooran adalah tanggalhari terakhirdarisuatuperiodepelaporan.

Utanq trpp^r adalah kewajiban suatu entltas pelaporan untuk melakukan

pembayaran kepadaentttas lain^bagalakibatketentuanperundang-undangan.

KLASIFIKASI

5. Setiapentitasakuntansi/entitaspelaporanmengklasirikaslkanasetnya dalamaset
lancar dan nonlancar serta mengklasiffkaslkan kewajibannya menjadi kewajiban Jangka
pendek danjangka panjang dalam neraca.
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6. Setiap entftas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan

kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar

dalam waktu 12 (dua betas) butan setetah tanggat petaporan dan jumtah-jumiah yang

diharapkan akan diterima ateu dibayar daiam waktu iebih dari12 (dua betas) buian.

7. Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang - barang yang akan

digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar

dan nonlancar dalam neraca untuk memberlkan informasi mengenai barang- barang yang akan digunakan

dalam perlode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

8. Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk

menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal

penyelesalan aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk

mengetahuiapakah asetdiklasifikasikan sebagai asset lancardan nonlancardan kewajiban diklasifikasikan

sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

9. Neraca mencantumkan xkurang-kurangnyapos-posberikut:

(a) kasdansetara teas;

(b) inv&tasiJangkapendek;

(c) idutangp^kdan buimnpajak;

(d) persediaan;

(e) investasijangkapapjang;

(f) asettetap;

(g) kewajibanJangka pendek;

(h) kewajibanJangiapanjang;

(i) ekuitas.

l(k Pos-pos seiain yang disebutkan di atas disajikan daiam NeracaJika Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan, atau Jika penyajian demikian periu

untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas

akuntansi/entitas pelaporan.

11. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan padafaktor-faktor

berikut ini;

(a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;

(b) Fungs! pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;

(c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

12. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukur dengan dasar

pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya
perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestlmasikan.
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AsetLancar

13. SuatuasetdiMasKkasikan sebagaiaset iancarjika:

(a) Dihatapkan segeta untuk direalisaslkan, dipakai, atau dimiUkiuntuk dijua! dalam waktu

12 (dua betas) butan sejak tanggatpelapoiaiif atau

(b) Berupa /as dan setara kas.

Semua asef setain yang termasuk da/am (a) dan (b) diklasidkasikan seitagai aset

nontancar.

14. Aset Iancar mellputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, plutang, dan

persedlaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposlto berjangka 3 (tiga) sampal 12 (dua

belas) bulan dan suratberharga yang mudah diperjualbellkan. Pos-pos plutang antara lain plutang pajak,

retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan gantl rug!, dan plutang lalnnya yang diharapkan diterlma

dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persedlaan mencakup barang atau

perlengkapan yang dibell dan dislmpan untuk digunakan, misalnya barang pakal habis seperti alat tulls

kantor, barang tak habIs pakal seperti komponen peralatan dan plpa, dan barang bekas pakal seperti

komponen bekas.

Aset Nonlancar

15. Asetnontancarmencakup asetyang tjetsifatjangtapanjang dan aset tak

tjerwi^ud, yang dtgunakan secara tangsungatau tidak tangsunguntuk kegiatan Pemerintah
Daetah atau yang digunakan masyarakat umum.

16. Aset nontancar dtktasifikasitan menjadi investasi jangia
papjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset tainnya untuk mempennudati pemahaman

atas pos-pos aset nontancaryang disajikan di neraca.

17. Inv^tasi jangka panjang adatah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiiiki seiamaiebih dari12 (dua betas) butan. Investasi jangka panjang terdiri dart
investasi nonpermanen dan investasipermanen.

18. Investasi nonpermanen adatah investasi jangka papjang yang
dimaksudkan untukdimiiikisecara tidak berkeianjutan.

19. Investasi permanen adaiah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiiikisecara berkeiapjutan.

2{i.Investasinonpermanen terdiridari:

(a) Investasidaiam Surat Utang Negara;

(b)Penanaman modaidaiamproyekpembangunan yang dapatdiaiihkan kepada fihakketiga;
(c) Inv^asinonpermanen tainnya.

21. Investasipermanen terdiridari:

(a) Penyertaan Modai Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah/
iembaga keuangan negara, badan hukum miiik negara, badan internasionai dan badan

hukum iainnya bukan miiiknegate.

(b) Investasipetmanen iainnya.
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22. Asettetapadalahasetberwiiiudyangmempunyaimasamanfaatlebihdaril2

(dua belas) butan untuk digunakan datam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan

oleh mas^iakat umum,

23. /Iset tetap terdiridark

(a) Tanah;

(b) Peralatan dan mesin;

(c) Gedung dan bangunan;

(d)Jalanf MgasI, efanjarlngan;

(e) Aset tetap lainnya; dan

(f) Konstruksi dalam pengetjaan.

24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan

yang memertukan dana relatifbesar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirindmenurut tujuan pembentukannya.

25. Aset nonlancar lainnya dildasifikasikan sebagal aset lainnya. Termasuk daiam

aset lainnya adaiah aset tak berwujud, tagihan penjuaian angsuran yangJatuh tempo iebih

dan 12(dua beias) buian, tuntutanperbendaharan/tuntutan gantintgi (TP/TGR) yangjatuh

tempo iebih dari 12 (dua beias) buian aset kerjBsama dengan fihak kedga (kemitraan), dan

kas yang dibatasipenggunaannya.

Pengakuan Aset

26. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoieh oieh

Pemerintah Daerah dan mempunyai niiaiatau biaya yang dapatdiukurdengan andai.

27. Aset diakui pada saat diterima atau kepemiiikannya dan/atau

kepenguasaannya betpindah.

Pengukuran Aset

28. Pengukuran asetadaiah sebagaiberikut:

(a) Kas dicatatsebesarniiai nominal;

(b) InvestasiJangka pendekdicatatsebesarniiaiperoiehan;

(c) Piutang dicatatsebesarniiainominal;

(d) l^rsediaan dicatatsebesar:

(1) Biaya Peroiehan apabiia diperoieh dengan pembeiian;

(2) Biaya Standar apabiia diperoieh dengan memproduksisendiri;
(3) Niiai wpjar apabiia diperoieh dengan cara iainnya seperti

donasi/rampasan.

29. Investasi jangka panjang diktat sebesar biaya peroiehan

termasukbiaya tambahan iainnyayang tetjadiuntukmemperoiehkepemiiikan yangsah atas

investasi tersebut.
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30.>45ef tetap dicatatsebesarbiayaperolehan. ApabUa penHaian aset tetap dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka niiai aset tetap didasarkan pada

niiai wajarpada saatperolehan.

31. Seiain tanah dan konstruksi daiam pengerjaan, seiuruh aset tetap

dapatdisusutkan sesuaidengan sHatdan karakteristikaset tersebut

32. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola mellputi biaya iangsung

untuk tenaga keija, bahan baku, dan biaya tidak Iangsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan

pembangunan aset tetap tersebut.

33. Aset moneter daiam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan daiam

mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kuis tengah

bank sentrai pada tanggai neraca.

Kewajiban Jangka Pendek

34. Suatu kewajiban diidasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendekjlka

diharapkan dibayar daiam waktu 12 (dua beias) buian seteiah tanggai peiaporan. Semua

kewajiban iainnya diidasifikasikan sebagaikewajibanjangka panjang.

35. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset

lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang

akan menyerap aset lancar daiam tahun peiaporan berikutnya.

36. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo

daiam waktu 12 (dua beias) buian seteiah tanggai peiaporan. MIsalnya bunga pinjaman, utang

jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka

panjang.

Kewidiban Jangka Panjang

37. Entitas akuntansi dan entitas peiaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka

panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan daiam waktu 12 (dua beias)
buian seteiah tanggai peiaporan jlka.*

(b) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua beias) buian;
(b) Entitas bermaksud mendanai kemball (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
(c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kemball (refinancing), atau

adanya penjadualan kemball terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum iaporan keuangan
disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini,
bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan daiam Catatan atas Laporan
Keuangan.

38. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin
diharapkan dapat didanai kembaii (refinancing) diguiirkan (roHover) berdasarkan kebijakan entitas
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pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian

dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada

enb'tas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak

dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek

kecxiali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan

membukb'kan bahwa substansi kewajiban pada tanggai pelaporan adalah jangka panjang.

39. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang

menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand)

jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam

keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

(a) Pemberi pinjaman teiah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya

pelanggaran, dan

(b) Tidak mungkin tenadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggai
pelaporan.

Pengakuan Kewajiban

40. Kewajiban diakui Jika besar kemungkinan bahwa pengeiuaran sumber daya
ekonomi akan diiakukan untukmenyeiesaikan kewajiban yangada sampaisaatpeiaporan,
dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai niiaipenyeiesaian yang dapat diukur
dengan andai.

41. Kewajiban diakuipada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban

timbui.

Pengukuran Kewajiban

42. Kewajiban dicatat sebesar niiai nominai. Kewajiban daiam mata uang asing
dijabarkan dan dinyataian daiam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah banksenttaipada tanggai neraca.

Ekuitas

'̂i-Ekuitas adaiah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
seiisihantata asetdan kewajiban pemerintahpada tanggaiiaporan.

44. Saido ekuitas di Neraca berasai dari saido akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas.

Lampiran III - 8



TANGGAL EFEIOIF

45. Kebijakan Akuntansi iniberiaku efektSfsecara bertahap untak lapotan keuangan

atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu mulai Tahun

Anggaran 2015.

BUPA'

ZAKKAR
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A. Contoh Format Neraca Pemerintah Kabupaten Luwu

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di
Bendahara Penerimaan Investasi

Jangka Pendek

Piutang Pajak Piutang
Retribusi Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian
Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar
Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman
kepada Pemerintah Daerah
Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya

Persediaan

Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen

Pinjaman Jangka Panjang
Investasi dalam Surat Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Nonpermanen Lainnya

Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) Jumlah Investasi

Jangka Panjang (28 + 32)

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

20X1

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(xxx)
XXX

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

20X0

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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38 Gedung dan Bangunan Jalan, XXX xxx

39 Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap XXX xxx

40 Lainnya XXX xxx

41 Konstruksi dalam Pengeijaan XXX xxx

42 Akumulasi Penyusutan (xxx) (xxx)

43 Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) XXX xxx

44

45 DANA CADANGAN

46 Dana Cadangan XXX xxx

47 Jumlah Dana Cadangan (46) xxx xxx

48

49 ASET LAINNYA

50

51

52

Tagihan Penjualan Angsuran
XXX xxx

Tuntutan Ganti Rugi
xxx xxx

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
xxx xxx

53 Aset Tak Berwujud
xxx xxx

54 Aset Lain-Lain
xxx xxx

55 Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54) JUMLAH ASET
xxx xxx

56

57 (20+33+43+47+55)
xxxx xxxx

58

59 KEWAJIBAN

60

61 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
62 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang
63 Bunga xxx xxx

64 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx xxx

65 Pendapatan Diterima Dimuka xxx xxx

66 Utang Belanja xxx xxx

67 Utang Jangka Pendek Lainnya xxx xxx

68 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67) xxx xxx

69 xxx xxx

70 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
71 Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan
72 Utang Dalam Negeri - Obligasi xxx xxx

73 Premium (Diskonto) Obligasi Utang xxx xxx

74 Jangka Panjang Lainnya xxx xxx

75 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74) JUMLAH xxx xxx

76 KEWAJIBAN (68+75) xxx

xxx

xxx

xxx

78 EKUITAS

79 EKUITAS

80 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (76+79)

...

xxx

xxxx

xxx

xxxx



B. Contoh Format Neraca Satuan Keija Perangkat Daerah

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

SATUAN KERJA PERANGJCAT DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian

ASET

ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di
Bendahara Penerimaan Piutang Pajak
Piutang Retribusi
Belanja Dibayar Dimuka

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya
Persediaan

Jumlah Aset Lancar (4 s/d 12)

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin Gedung dan
Bangunan Jalan, Irigasi, dan

Jaringan Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengeijaan
Akumulasi Penyusutan

Jumlah Aset Tetap (23 s/d 29)

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lainnya (43 s/d 47) JUMLAH

ASET (20+40+48)

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

(Dalam Rupiah)

20X1

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(xxx)

XXX

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxxx

20X0

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxxx



55 Uang Muka dari Bendahara Umum Daerah xxx xxx

56 Pendapatan yang Ditangguhkan xxx xxx

57 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (55 s/d 56) JUMLAH xxx xxx

58 KEWAJIBAN (57) xxx xxx

59

60 EKUITAS

61 EKUITAS xxx xxx

62 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (58+61) xxxx xxxx

C. Contoh Format Neraca Bendahara Umum Daerah

No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

BENDAHARA UMUM DAERAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian

ASET

ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di
Bendahara Penerimaan Investasi

Jangka Pendek

Piutang Pajak Piutang
Retribusi Penyisihan Piutang
Belanja Dibayar Dimuka

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara Bagian
Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Bagian Lancar
Pinjaman kepada Pemerintah Pusat Bagian Lancar Pinjaman
kepada Pemerintah Daerah
Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Lainnya

Jumlah Aset Lancar (4 s/d 18)

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Nonpermanen

Pinjaman Jangka Panjang
Investasi dal£un Surat Utang Negara

Investasi dalam Proyek Pembangunan
Investasi Nonpermanen Lainnya

(Dalaxn Rupiah)

20X1

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

(xxx)
XXX

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

20X0

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

(xxx)
xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx



27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Jumlah Investasi Nonpermanen (23 s/d 26)

Investasi Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya
Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30) Jumlah Investasi

Jangka Panjang (27 + 31)

DANA CADANGAN

Dana Cadangan

Jumlah Dana Cadangan (35)

ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Lain-Lain

Jumlah Aset Lainnya (39 s/d 42) JUMLAH

ASET (19+32+36+43)

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Utang
Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (50 s/d 55)

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan

Utang Dalam Negeri - Obligasi
Premium (Diskonto) Obligasi Utang
Jangka Panjang Lainnya

Jumlah Ke\vajiban Jangka Panjang (59 s/d 62) JUMLAH
KEWAJIBAN (56+63)

EKUITAS

EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (64+67)

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

xxxx xxxx

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

xxxx xxxx

.
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LAMPIRAN IV ; PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68TAHUN2014

TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSl NOMOR 4

LAPORAN REALISASIANGGARAN

Paragraf-paragraf yang dituUs dengan huruf teba! dan miring adaiah paragraf

kebljakan akuntansi, yang haws dibaca daiam konteks paragtaf-paragraf penjeiasan yang

dituUs dengan huwfbiasa dan Ketangka KonseptuaiAkuntansi Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Reallsasi Anggaran adaiah menetapkan dasar-dasar

penyajlan Laporan RealisasI Anggaran untuk Pemerintah Daerah daiam rangka memenuhl tujuan

akuntabiiitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan peiaporan reallsasi anggaran adaiah memberikan InformasI tentang reallsasi dan

anggaran entitas peiaporan dan entitas akuntansi secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan

reallsasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan
eksekutif sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan daiam penyajian Laporan Reaiisasi Anggaran
yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

4. Kebijakan akuntansi ini beriaku untuk entitas peiaporan dan entitas akuntansi

yang memperoieh anggaran berdasarkan APBDf tidak termasukperusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI REALISASI ANGGARAN

5. Laporan Reallsasi Anggaran menyediakan informasi mengenai reaiisasi pendapatan-LRA,

belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari entitas peiaporan dan enbtas akuntansi yang
maslng-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna
laporan daiam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabiiitas dan
ketaatan entitas peiaporan dan entitas akuntansi terhadap anggaran dengan;
(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai reaiisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna daiam

mengevaluasi kinetja Pemerintah Daerah daiam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
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6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber

daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang

dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan

informasi kepada para pengguna laporan tentang Indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya

ekonomi:

(a) telah dllaksanakan secara eflsien, efektif, dan hemat;

(b) telah dllaksanakan sesual dengan anggarannya (ARBN/APBD); dan

(c) telah dllaksanakan sesual dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISl

7. Berikutadalah isdiah-istHah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi dengan

pengerdan:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dllaksanakan pemerintah meliputi

tencana pendapatan, belapja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan ruplah,

yang disusun menurutklaslflkasi tertentu secara sistematis untuksatuperiode.

Anggaran Pendaoatan dan Belania Daerah tAPBD) adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintahan Daerah yang disetujuloleh Dewan PerwakHan RakyatDaerah.

APIVPfibSlmerupakan anggaran yang disetujul DPRD yang merupakan mandatyang diberlkan
kepada BupatIuntuk melakukanpengeluaranpengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Brptg_adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto

penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak

memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dHakukan kompensasi antara penerimaan

dan pengeluaran.

adalah basis akuntansi yang mengakul f^ngaruh transaksl dan peristiwa lalnnya
padasaatkasatau setara kas diterima atau dibayar.

PdiPPiP adalah semuapengeluarandari Rekening Kas Umum Daerahyangmengurangiekultas
dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang ddak akan diperoleh
pembayarannya kemball oleh Pemerintah Daerah.

QphP Cadanqanadalah dana yang dislslhkanuntuk menampung kebutuhan yang memeriukan
dana relatifbesaryang tidak dapatdibebanlan dalamsatu tahun anggaran.

Entitas oelaooran adalah unitpemerintahan yang terdiri dari satu atau leblh entitas akuntansi

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampalkan laporan

l^rtanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajIb menyelenggarakan
akuntansidan menyusun laporan keuangan untukdigabungkanpada entitaspelaporan.

Kps Dpprph adalah tempat penylmpanan uang daerah yang ditentukan oleh Buoati untuk

menampung seluruhpenerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
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Kebiiakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,

dan praktik-ptaktik sp&lfik yang dipUih oleh suatu entitas petaporan daiam penyusunan dan

penysdian laporan keuangan.

Kursadalah rasio pertukaran dua mata uang.

Otorisasi Kredit Anaaatan faHotmentt adalah dokumen pelaksanaan anggatan yang

menuidukkan bagtan dart aproprtas! yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk

memperoleh uang dart Rekening Kas Umum Daerah guna m&nbiayai pengeluaian

pengeluaran selamapertode otorisasi tersebut

Pendatmtan-LRA adaiah semua penertmaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah

ekuitas dana iancar daiam pertode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak

Pemerintah Daerah, dan Udakperiu dibayarkembaiioieh Pemerintah Daerah.

Pembiavaan ffinancino'^ adaiah sertap penertmaan yang pertu dibayar kembaii dan/atau

pengeluaran yang akan diterima k&nbaii, balk pada tahun anggaran bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya, yang daiam penganggaran pemerintah terutama

dimaksudkan untukmenutup defisitatau memanfaatkan surplusanggaran.

Perusahaan daerah adaiah badan usaha yang seiuruh atau sebagian modainya dimiiiki oieh

Pemerintah Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adaiah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oieh Bupati untuk menampung seiuruh penertmaan daerah dan membayarseiuruh

pengeluaran daerahpada bankyang ditetapiam.

Spfpjps/ddfisit adaiah seiisih iebih/kurang antara pendapatan dan belanja seiama satu
periode peiaporan.

adaiah penertmaan/pengeiuamm uang dart suatu entitas peiaporan dari/kepada

entitaspeiaporan lain, termasuk danaperimbangan dan dana bagi hasii.

STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

8. Laporan Reaiisasi Anggaran menyajikan infomasi reaiisasi pendapatan-LRA,
beianja, transfer, surpius/dertsit-LRA danpembiayaan, yangmasing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya daiam satupertode.

9. Daiam Laporan Reaiisasi Anggaran harus diidenUrtkasikan secara Jeias, dan

diuiangpada sedap haiaman laporan, jika dianggappertu, infbrmasibertkut:

(a) namaentitaspeiaporandan entitiesakuntansiatau sarana idenUfikasi iainnya;
(b) cakupan entitaspeiaporan;

(c) pertode yang dicakup;

(d) mata uangpeiaporan; dan

(e) satuan angka yang digunakan.

Lampiran IV - 4



PERIODE PELAPORAN

10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekaii datam setahun.

Dalam situasi tertentu tangga! laporan suatu entitas berubah dan Laporan RealisasiAnggaran

tahunan disajikan dengan suatu periode yang iebih panjang atau pendek dari satu tahun,

entitasmengungkapkan informasisebagaiberikut:

(a) aiasanpenggunaan periode p^aporan tidaksatu tahun;

(b) fakta bahwa jumiah-jumiah komparatif daiam Laporan RealisasiAnggaran dan

catatan-catatan terkait tidak dapatdiperbandingian.

TEPAT WAKTU

11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat

pada -waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Daerah tidak dapat dijadikan

pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan dan entitas akuntansi untuk menyajikan laporan

keuangan tepat waktu.

12. Sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan entitas pelaporan menyajikan Laporan

Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan Entitas

akuntansi menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

13. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga rnenonjolkan berbagai unsur

pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang
wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,

surplus/deficit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan Iebih
lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan
anggaran seperti kebijakan keuangan, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran
dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci Iebih ianjut angka-angka yang dianggap perlu untuk
dijelaskan.

14. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai
berikut:

(a) Pendapatan-LRA

(b) Beianja

(c) Transfer

(d) Surplusatau defisitLRA

(e) Penerimaanpembiayaan

(f) Pengeiuaran pembiayaan

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa iebih/kurang pembiayaananggaran (SiLPA/SiKPA)
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15. PoSf judul, dan sub jumlah tainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

apabUa dtwpjibkan oleh kebijakan akuntansi inif atau apabUa penyajian tersebut diperiukan

untukmenypjikan Laporan RealisasiAnggaran secara wajar.

16. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam lampiran III.A, III.B, dan III.C

kebijakan ini yang merupakan ilustrasi dan bukan merupakan bagian dari kebijakan akuntansi. Tujuan

lampiran ini adalah mengilustrasikan penerapan kebijakan akuntansi untuk membantu dalam klarifikasi

artinya.

INFORMASl YANG DISAJIKAN DAUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

17. EnOtas peiaporan dan endtas akuntansi menyajikan kiasiRkasi pendapatan

menurutJenis pendapatan daiam Laporan Reaiisasi Anggaran, dan rincian iebih ianjutjenis

pendapatan disajikan/Kida Catatan atas Laporan Keuangan,

18. Endtas peiaporan dan endtas akuntansi menyajikan kiasiffkasi beianja menurut

jenis beiapja daiam Laporan Realisasi Anggaran. KiasiRkasi beianja menurut organisasi

disajikan daiam Laporan Reaiisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan.

KiasiRkasi b^apja menurut fungsi dispjikan daiam Catatan atas Laporan Keuangan.

AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT- LRA

19. Surplus-LRA adalah selisih leblh antara pendapatan dan beianja selama satu periode

peiaporan.

20. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan dan beianja selama satu periode

peiaporan.

21. Seiisih iebih/kurang antara pendapatan dan beianja seiama satu periode

peiaporan dicatat daiam posSurplus/DeRsit- LRA.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

22. Pemblayaan (financing) adalah seiuruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, balk

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam

penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan

surplus anggaran. Penerimaan pemblayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasii divestasl.

Sementara, pengeluaran pemblayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,

pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

23. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain

berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasii privatisasi perusahaan daerah,

penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya,

dan pencairan dana cadangan.
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24. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Daerah.

25. Alaintansi penerimaan pembiayaan diiaksanakan betdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumiah netonya (setolah

dikompensasikan dengan pengeiuaran)

26. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Akuntansi Pengeiuaran Pembiayaan

27. Pengeiuaran pembiayaan adalah semua pengeiuaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain

pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali

pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

28. Pengeiuaran pembiayaan diakui pada saat dikeiuarkan dari Rekening Kas Umum

Daetah.

29. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil

yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah merupakan penambah Dana

Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

30. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang akan dipungut/ditarik kembali

oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali

kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk kelompok
masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan dikelompokkan pada Pengeiuaran Pembiayaan yaitu
pengeiuaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat
dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang.

Akuntansi Pembiayaan Neto

31. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeiuaran

pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

32. Seiisih iebih/kurang antara penerimaan dan pengeiuaran pembiayaan seiama satu

periodepeiaporan dicatatdaiam pos Pembiayaan Neto.

AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA/SIKPA)

33. SlLPA/SiKPA adalah selisih leblh/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeiuaran
selama satu periode peiaporan.

34. SIsa leblh/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih Iebih/kurang antara realisasi

penerimaan dan pengeiuaran selama satu periode peiaporan.

35. Seiisih iebih/kutang antara reaiisasi penerimaan dan pengeiuaran seiama satu

periodepeiaporan dicatatdaiam posSiLPA/SiKPA.
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TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

36. Ttansak^ da/am mata uang asing hams dibukukan datam mata uang mpiah.

37. Datam hat teisedia dana datam mata uang asing yang sama dengan yang

digunalan datam isansaksi, maka transat^ datam mata uang asing t&seinit dicatat dengan

meitfaba/tannya ke datam mata uang mpiah ts&dasarkan kurs tmtgah tmnk sentratpada

tanggattmnsaksi.

38. Datam hat tidak tetsedia dana datam mata uang asing yang dtgunakan datam

transakst dan mata uang asing tersebut dibeti dengan mpiah, maka transak^ daiam mata

uang asing tetsebut dicatat datam mpiah tterdasarkan kurs transakst, yattu sebesar mpiah

yang dtgunakan untukmemperoteh vatuta asfng tersebut

39. Datam hat tidak tersedta dana datam mata uang asing yang digunatcan unbtk

ttertransaksidan mata uang asing tersetjutdit^tdengan mata uang asing tatnnya, maka:

(a) Transakst mata uang asing ke mata uang asing tatnnya dgatmrtam dengan

menggunatan tcurs transattsi;

(b) Transakst datam mata uang asing tatnnya tersebut dicatatdatam mpiah

iterdasaikan kurs tengah bank sentrat pada tanggat transakst.

TANGGAL EFEIOIF

40. KeNJakan Akuntans! ini beriaku efekdf untuk taporan keuangan

pertanggungjawatmn petaksanaan anggaran t*emerintah tCabupa^n Luwu mutai Tahun

Anggaran 2015,

BUPAI UIWU,

A. MliD^KKAR
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Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu

PEMERINTAH KABUPATEN

LUWU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1

DAN 20X0

No. Uraian
20X1 20X0

Anggaran Realiasi p/o) Realisasi

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLIDAERAH

3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XX XXX

4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XX XXX

5 Pendapatan HasO Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX XX XXX

6 Lain-lain PAD yang Sah XXX XXX XX XXX

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) XXX XXX XX XXX

8 PENDAPATAN TRANSFER
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
10 Dana Bagi Hasil Psyak XXX XXX XX XXX
11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX XX XXX
12 Dana Alokasi Umum XXX XXX XX XXX
13 Dana Alokasi Kkhusus XXX XXX XX XXX

14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13) XXX XXX XX XXX

15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
16 Dana Otonomi Khusus XXX XXX XX XXX
17 Dana Penyesuaian XXX XXX XX XXX
18 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

(16 s/d 17) XXX XXX XX XXX

19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSl
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX
21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX XX XXX

22 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21) XXX XXX XX XXX

23 Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22) XXX XXX XX XXX

24 LAlN-LAlN PENDAPATAN YANG SAH
25 Pendapatan Hibah XXX XXX XX XXX
26 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XX XXX
27 Pendapatan Lainnya XXX XXX XX XXX

28 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27) XXX XXX XX XXX

29 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28) XXX XXX XX XXX

30 BELANJA

31 BELANJA OPERASl
32 Belanja Pegawai XXX XXX XX XXX
33 Belanja Barang XXX XXX XX XXX
34 Bunga XXX XXX XX XXX
35 Subsidi XXX XXX XX XXX
36 Hibah XXX XXX XX XXX
37 Bantuan Sosial XXX XXX XX XXX

38 Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37) XXX XXX XX XXX

39 BELANJA MODAL
40 Belanja Tanah XXX XXX XX XXX
41 Belanja Peralatan dan Mesin XXX XXX XX XXX
42 Belanja Qedung dan Bangunan XXX XXX XX XXX
43 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX XX XXX
44 Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX XX XXX
45 Belanja Aset Lainnya XXX XXX XX XXX

46 Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) XXX XXX XX XXX
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47 BELANJA TAK TERDUGA

48 Belanja Tak Terduga XXX XXX XX XXX

49 Jumlah Belanja Tak Terduga (48) XXX XXX XX XXX

50 JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49) XXX XXX XX XXX

51 TRANSFER

52 TRANSFER BAGIHASIL KE DESA
53 Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX

54 Bagi HasQ Retribusi XXX XXX XX XXX
55 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX XX XXX

56 Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (53 s/d 55) XXX XXX XX XXX

57 JUMLAH TRANSFER (56) XXX XXX XX XXX

58 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 57) XXX XXX XX XXX

59 SURPLUS/DEFISIT (29 - 58) XXX XXX XX XXX

60 PEMBIAYAAN

61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
62 Penggunaan SiLPA
63 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX XX XXX
64 Hasd Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX XX XXX
65 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX XX XXX
66 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX XX XXX
67 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX XX XXX
68 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX XX XXX
67 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX XX XXX
68 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX XX XXX
69 Penerimaan KembaliPinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX XX XXX
70 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX XX XXX
71 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX XX XXX

72 Jumlah Penerimaan (62 s/d 71) XXX XXX XX XXX

73 PENGELUARAN PEMBIAYAN
74 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX XX XXX
75 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX XX XXX
76 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX XX XXX

77 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah

78

Lainnya XXX XXX XX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bank XXX XXX XX XXX

79 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri —Lembaga Keuangan

80

Bukan Bank XXX XXX XX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX XX XXX

81 Pembayaran PokokPinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX XX XXX
82 PemberianPinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX XX XXX
83 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX XX XXX
84 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX XX XXX
85 Jumlah Pengeluaran (74 s/d 84) XXX XXX XX XXX
86 PEMBIAYAAN NETO (72 - 85) XXX XXX XX XXX

87 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (59 + 86) XXX XXX XX XXX
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Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah

SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA

UNTUKTAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1

DAN

20X0

fPalam Rupiah)

No. Uraian
20X1 20X0

Anggara Realiemi p/o) Realisasi

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pend£^atan Pajak Daerah XXX XXX XX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XX XXX
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX XX XXX
6 Lain-lain PAD yang Sah XXX XXX XX XXX

7 Juxnlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) XXX XXX XX XXX

8 PENDAPATAN TRANSFER
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
10 Dana Bag! Hasil Pajak XXX XXX XX XXX
11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX XX XXX
12 Dana Alokasi Umiun XXX XXX XX XXX
13 Dana Alokasi Kkhusus XXX XXX XX XXX

14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13) XXX XXX XX XXX

15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
16 Dana Otonomi Khusus XXX XXX XX XXX
17 Dana Penyesuaian XXX XXX XX XXX
18 Juml^ Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

(16 s/d 17) XXX XXX XX XXX

19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX
21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX XX XXX

22 Jiunlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21) XXX XXX XX XXX

23 Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22) XXX XXX XX XXX

24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
25 Pendapatan Hibah XXX XXX XX XXX
26 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XX XXX
27 Pendapatan Lainnya XXX XXX XX XXX

28 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27) XXX XXX XX XXX

29 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28) XXX XXX XX XXX

30 BELANJA

31 BELANJA OPERASl
32 Belanja Pegawai XXX XXX XX XXX
33 Belanja Barang XXX XXX XX XXX
34 Bunga XXX XXX XX XXX
35 Subsidi XXX XXX XX XXX
36 Hibah XXX XXX XX XXX
37 Bantuan Sosial XXX XXX XX XXX

38 Jumlah Belanja Opereisi (32 s/d 37) XXX XXX XX XXX
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39 BELANJA MODAL

40 Belanja Tanah XXX XXX XX XXX

41 Belanja Peralatan dan Mesin XXX XXX XX XXX

42 Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XX XXX

43 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX XX XXX

44 Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX XX XXX

45 Belanja Aset Lainnya XXX XXX XX XXX

46 Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) XXX XXX XX XXX

47 BELANJA TAK TERDUGA
48 Belanja Tak Terduga XXX XXX XX XXX

49 Jumlah Belanja Tak Terduga (48) XXX XXX XX XXX

50 JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49) XXX XXX XX XXX

51 TRANSFER

52 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
53 Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX
54 Bagi Hasil Retribusi XXX XXX XX XXX
55 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX XX XXX

56 Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (53 s/d 55) XXX XXX XX XXX

57 JUMLAH TRANSFER (56) XXX XXX XX XXX

58 JUMLAH BELANJA DANTRANSFER (50 + 57) XXX XXX XX XXX

59 SURPLUS/DEFISIT (29 - 58) XXX XXX XX XXX
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Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran PPKD

PPKD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
20X1

DAN

20X0

(Dalam Rupiah)

No. Uraian
20X1 20X0

Anggara Realiasi (%) Realisasi

1 PENDAPATAN

2 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3 Pendapatan Pajak Daerah XXX XXX XX XXX
4 Pendapatan Retribusi Daerah XXX XXX XX XXX
5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX XX XXX
6 Lain-lain PAD yang Sah XXX XXX XX XXX

7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) XXX XXX XX XXX

8 PENDAPATAN TRANSFER
9 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
10 Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX
11 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX XX XXX
12 Dana Alokasi Umum XXX XXX XX XXX
13 Dana Alokasi Kkhusus XXX XXX XX XXX

14 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13) XXX XXX XX XXX

15 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
16 Dana Otonomi Khusus XXX XXX XX XXX
17 Dana Penyesuaian XXX XXX XX XXX
18 Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

(16 s/d 17) XXX XXX XX XXX

19 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
20 Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX
21 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX XX XXX
22 Jumlah Tranter Pemerintah Provinsi (20 s/d 21) XXX XXX XX XXX
23 Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22) XXX XXX XX XXX

24 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
25 Pendapatan Hibah XXX XXX XX XXX
26 Pendapatan Dana Darurat XXX XXX XX XXX
27 Pendapatan Lainnya XXX XXX XX XXX
28 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27) XXX XXX XX XXX

29 JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28) XXX XXX XX XXX

30 BELANJA

31 BELANJA OPERASI
32 Belanja Pegawai XXX XXX XX XXX
33 Belanja Barang XXX XXX XX XXX
34 Bunga XXX XXX XX XXX
35 Subsidi XXX XXX XX XXX
36 Hibah XXX XXX XX XXX
37 Bantuan Sosial XXX XXX XX XXX
38 Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37) XXX XXX XX XXX

39 BELANJA MODAL
40 Belanja Tanah XXX XXX XX XXX
41 Belanja Peralatan dan Mesin XXX XXX XX XXX
42 Belanja Gedung dan Bangunan XXX XXX XX XXX
43 Belanja Jtdem, Irigasi, dan Jaringan XXX XXX XX XXX
44 Belanja Aset Tetap Lainnya XXX XXX XX XXX
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45 Belanja Aset Lainnya XXX XXX XX XXX

46 Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45) XXX XXX XX XXX

47 BELANJA TAK TERDUGA

48 Belanja Tak Terduga XXX XXX XX XXX

49 Jumlah Belanja Tak Terduga (48) XXX XXX XX XXX

50 JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49) XXX XXX XX XXX

51 TRANSFER

52 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA
53 Bagi Hasil Pajak XXX XXX XX XXX

54 Bagi Hasil Retribusi XXX XXX XX XXX

55 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX XX XXX

56 Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa (53 s/d 55) XXX XXX XX XXX

57 JUMLAH TRANSFER (56) XXX XXX XX XXX

58 JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 57) XXX XXX XX XXX

59 SURPLUS/DEFlSrr (29 - 58) XXX XXX XX XXX

60 PEMBIAYAAN

61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
62 Penggunaan SiLPA
63 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX XX XXX
64 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX XX XXX
65 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX XX XXX
66 Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX XX XXX
67 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank XXX XXX XX XXX
68 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank XXX XXX XX XXX
67 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX XX XXX
68 Pinjaman Dalam Negeri - Laiimya XXX XXX XX XXX
69 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX XX XXX
70 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX XX XXX
71 Penerimaan KembaU Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX XX XXX

72 Jumlah Penerimaan (62 s/d 71) XXX XXX XX XXX

73 PENGELUARAN PEMBIAYAN
74 Pembentukan Dana Cadangan XXX XXX XX XXX
75 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX XX XXX
76 Pemba3^an Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat XXX XXX XX XXX

77 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah

78

Lainnya XXX XXX XX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri —Lembaga Keuangan
Bank XXX XXX XX XXX

79 Pembayttran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan

80

Bukan Bank XXX XXX XX XXX
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi XXX XXX XX XXX

81 Pembayaran PokokPinjaman Dalam Negeri - Lainnya XXX XXX XX XXX
82 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara XXX XXX XX XXX
83 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah XXX XXX XX XXX
84 Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya XXX XXX XX XXX

85 Jumlah Pengeluaran (74 s/d 84) XXX XXX XX XXX

86 PEMBIAYAAN NETO (72 - 85) XXX XXX XX XXX

87 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (59 + 86) XXX XXX XX XXX
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LAMPIRANV : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68TAHUN2014

TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSl NOMOR 05

LAPORAN OPERASIONAL

Paragraf-paragrafyang dituHs dengan hurufteba! dan miring a datab
paragrafkebijakan, yang harus dibaca daiam konteks paragraf-paragraf
penjetasan yang diUilis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptua!
KebijakanAkuntansiPemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan Laporan Operasional adalah menetapkan dasar-dasar

penyajlan Laporan Operasional untuk Pemerintah Daerah daiam rangka memenuhi

tujuan akuntabiiitas penyeienggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh

peraturan perundang- undangan.

2. Tujuan peiaporan operasi adalah memberikan informasi tentang

kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan daiam pendapatan-LO, beban, dan

surpius/defisit operasional dari entitas akuntansi dan enbtas peiaporan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan daiam penyajian LaporanOperasionai.
4. Kebijakan ini beriaku untuk setiap entitas peiaporan dan entitas

akuntansi, baik daiam menyusun iaporan operasionai yang
menggambarian pendapatan-LO, beban, dan surpius/defisit operasionai
daiamsuatu periodepeiaporantertentu, ridaktemtasukperusahaandaerah.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

5. Laporan Operasionai menyediakan informasi mengenai seiuruh

kegiatan operasionai keuangan entitas akuntansi dan entitas peiaporan
yang tercerminkan daiam pendapatan-LO, beban, dan surpius/derisit

operasionai dari suatu entitas akuntansi dan entitas peiaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebeiumnya.
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6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi

pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas

Pemerintah Daerah, sehingga Laporan Operasional menyediakan InformasI:

(a) Mengenal besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah

untuk menjalankan pelayanan;

(b) Mengenal operas! keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi

kinen'a Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan

perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

(c) Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untu

mendanal kegiatan Pemerintah Daerah daiam periode mendatang dengan

cara menyajikan laporan secara komparatif;

(d) Mengenal penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan

ekuitas (bila surplus operasional).

7. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi peiaporan dari siklus

akuntansi berbasis akrual {full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

DEFINISl

8. Berlkut Ini adalah Istllah-istllah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi

dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip tidak diperkenankannya pencatatan

penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau

tidak diperkenankannya pencatatan pengeiuaran seteiah diiakukan

kompensasi antara penerimaan dan pengeiuaran.

Bantuan Keuanaan adaiah beban Pemerintah Daerah daiam bentuk

bantuan uang kepada pemerintah daerah iainnya yang digunakan untuk
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan termasuk Juga
bantuan keuangan kepada partai poiitik sesuai peraturan perundang-
undangan.

BantuanSosiaiadaiah transfer uang atau barang yang diberikankepada

masyaraiat guna meiindungi dari kemungkinan tetjadinya risikososiai.

Basis Akruai adaiah basis akuntansi yang mengakuipengaruh transaksi

dan peristiwa iainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbui.
Bebgn adaiah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa daiam

periode peiaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeiuaran atau konsumsi aset atau timbuinyakewajiban.

Beban Hibah adaiah beban Pemerintah Daerah daiam bentuk

uang/barang atau Jasa kepada pemerintah iainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak

Lampiran V - 2



mengikat

Beban Limoahan adalah adalah beban kas atau non-kas dan atau barang

yahg dikeluarkan atau wajib dikeluaikan oleh BUD untuk disetahkan kepada

entitas akuntansi yang melaksanakan tugas pemerintahan dan dengan

demikian mengurangiekuitas BUD.

Beban Penvusutan adalah alokasi yang sistematis atas nitai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan depreciable assets^ selama masa manfyat

a^yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban

untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas

peiaporan lain yang diwajibkan oieh peraturanperundang-undangan.

Entitas Akuntansi adaiah SKPD dan BUD dan oieh karenanya wajib

menyeienggatakan akuntansi dan menyusun iaporan keuangan untuk

digabungkan pada entitaspeiaporan.

Entitas Peiaooran adaiah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan iaporan

pertanggungjawaban berupa iaporan keuangan.

Pendaoatan Hibah adaiah pendapatan Pemerintah Daerah daiam bentuk

uang/barang atau jasa dari pemerintah iainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikatsetta tidak^ara terus- menerus.

Pendaoatan Limoahan adaiah pendapatan kas atau non-kas dan atau

barang yang diterima atau masih harus diterima oieh entitas akuntansi dari

BUD karena meiaksanakan tugas pemerintahan, dan dengan d&nikian

menambah ekuitas entitasakuntansi bersangkutan.

Pendapatap-LQ adaiah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas daiam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan
tidakperiu dibayar kembaii.

Pendapntan Ttansfer adaiahpendapatan berupapenerimaan uang atau
hakuntukmenerima uang oieh entitaspeiaporan darisuatuentitaspeiaporan
lainyangdiwajibkan oiehperaturanperundang- undangan.

PP^ Lppf Bfasa adaiah pendapatan iuar biasa atau beban iuar biasa
yang tetjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi
biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di iuar kendaii

ataupengaruh entitas bersangkutan.

Subaidi adaiah beban Pemerintah Daerah yang diberiian kepada
perusahaan/iembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya
produksi agar harga juai produk/jasa yang dihasiikan dapat dijangkau
oieh masyarakat
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Surolus/Defisit dari Keaiatan Ooerasional adalah selisih lebih/kurang

antora pendapatan-operasionatdan beban setama satuperiodepelaporan.

Sumlus/Defisit-LO adalah selisih antata pendapatan-LO dan beban

seiama satu periode peiaporan, seteiah diperhitungkan surpius/deRsit dari

k^iatan nan operasionaidan pos iuarbiasa.

Untuna/Ruai Peniuaian Aset merupakan seiisih antara niiai buku aset

dengan hargajuaiaset

STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL

9. Laporan Operasionai menyajikan berbagai unsur

pendapatan-LO, beban, sutpius/defisit dari operasi, surpius/defisit dari

kegiatan non operasionai, surpius/defisit sebeium pos iuar biasa, pos iuar

biasa, dan surpius/deRsit-LO, yang diperiukan untuk penyajian yang wajar

secara komparatif. Laporan Operasionai dijeiaskan iebih ianjutdaiam Catatan

atas Laporan Keuangan yang m&nuat hai-hai yang berhubungan dengan

aktivitas keuangan seiama satu tahun seperR kebijakan Rskai dan

moneter, serta daftar-daftar yang merinci iebih ianjut angka- angka yang

dianggap periu untuk dijeiaskan.

10. Daiam Laporan Operasionai harus diidenRRkasikan secara jeias,

dan, Jika dianggap periu, diuiang pada seOap haiaman iaporan, informasi

berikut!

(a)Nama enritas akuntansi dan/atau entitas peiaporan atausarana

identiRkasi iainnya;

(b) Cakupan enritasakuntansi dan/atau enritaspeiaporan;

(c) Periode yang dicakup;

(d) Mata uang peiaporan; dan

(e) Satuan angka yang digunakan.

11. StrukturLaporan Operasionaimencakup pos-possebagaiberikut:

(a) Pendapatan-LO

(b) Beban

(c) Surpius/DeRsitdari operasi

(d) Kegiatan non operasionai

(e) Surpius/DeRsitsebeium Pos LuarBiasa

(f) Pos LuarBiasa

(g) Surpius/DeRsit-LO

12. Daiam Laporan Operasionai ditambahkan pos, judui, dan sub

jumiah iainnya apabiia diwajibkan oieh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan, atau apabiia penyajian tersebut diperiukan untuk menyajikan

Laporan Operasionaisecara wajar.
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13. Contoh format Laporan Operasional disajikan dalam ilustrasi Lampiran V.A,

V.B, dan V.C. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan baglan dari kebijakan

akuntansl. Tujuan Ilustrasi Inl adalah menggambarkan penerapan kebijakan akuntansi

untuk membantu dalam klaiiflkasi artlnya.

PERIODE PELAPORAN

14. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekaii

daiam setahun. Daiam situasi tertentUf apabiia tanggai iaporan suatu enOtas

berubah dan Laporan Operasimiai tahunan disajikan dengan suatu periode

yang iebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan infbrmasi

sebagaiberikut:

(a) Aiasanpenggunaan periode peiaporan tidaksatu tahun;

(b) Fakta bahwa Jumiah-Jumiah komparatif daiam Laporan Operasional

dan catatan-catatan terkait tidak dapatdiperbandingkan.

15. Manfaat Laporan Operasional berkurang jlka laporan tersebut tidak tersedia

tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi Pemerintah Daerah

tidak dapat dijadlkan pembenaran atas ketldakmampuan entitas peiaporan untuk

menyajikan iaporan keuangan tepat waktu.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN

OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN

KEUANGAN

16. Entitas akuntansi dan entitas peiaporan menyajikan pendapatan-

LO yang dikiasitikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian iebih

ianjut sumber pendapatan disajikanpada Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Entitas akuntansi dan entitas peiaporan menyajikan beban yang

dikiasitikasikan menurut kiasitikasi Jenis beban. Beban berdasarkan

idasifikasi organisasi dan kiasitikasi iain yang dipersyaratkan menurut

ketantuan perundangan yang beriaku, disajikan daiam Catatan atas Laporan

Keuangan.

18. KiaslfikasI pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun

kiasiflkasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan kiaslfikasi yang

menggunakan dasar klasifikasI yang sama yaitu berdasarkan jenis.

AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

19. Pendapatan-LO diakuipada saat:

(a) Timbuinya hak ataspendapatan;

(b) Pendapatan direaiisasi, yaitu adanya aiiran masuk sumber daya

ekonomi.
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20. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-

undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

21. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai Imbalan atas suatu pelayanan

yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada

saat timbuinya hak untuk menagih imbalan.

22. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direaiisasi adaiah hak yang teiah

diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahuiu adanya penagihan.

23. Pendapatan-LO diklasiflkasikan menurut sumber

pendapatan.

24. Kiasifikasi menurut sumber pendapatan dikelompokkan menurut asal dan

jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan Iain-Iain

pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasiflkasikan menurut jenis

pendapatan.

25. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaibt dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah

netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeiuaran).

26. Datam ha! besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto

(biaya) bersifat variabe! terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di

estimasi terlebih dahuiu dikarenakan proses beium seiesai, maka asas bruto

dapatdikecuaiikan.

27. Daiam hai badan iayanan umum daerahf pendapatan diakui

dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai

badan iayanan umum daerah.

28. Pengembaiian yang sifatnya normai dan beruiang (recurring)

atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode

sebeiumnya dibukukan sebagaipengurangpendapatan.

29. Koreksi dan pengembaiian yang sifatnya tidak beruiang (non

recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan

pendapatan dibukukan sebagai pengurang f^ndapatan pada periode yang

sama.

30. Koreksi dan pengembaiian yang sifatnya tidak beruiang (non

recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebeiumnya

dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi

dan pengembaiian tersebut.

Pendapatan Operasionai

31. Laporan Operasionai melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung

jawab dan wewenang entitas peiaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasiikan oleh

transaksi operasionai, nonoperasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas

entitas peiaporan dan entitas akuntansi.
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32. Dalam kebijakan ini, pendapatan operasional dikelompokkan dari dua

sumber, yaitu transaksi pertukaran {exchange transactions) dan transaksi non-

pertukaran {non-exchange transaction^.

33. Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi nonpertukaran

pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk meminta

pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penaiti, serta

penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung

dari pembayaran tersebut.

34. Di samping itu ada kaianya Pemerintah Daerah menyediakan barang dan

jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya

menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan. Dalam

kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran.

Sentralisasi Pendapatan

35. Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oieh berbagai entitas

pengelola seperti unit pengeiola pajak, dan unit pengumpul pendapatan iainnya. Akan

tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut adaiah pendapatan entitas perbendaraan

umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan iain.

36. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum

Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh

entitas akuntansi SKPD adaiah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan

yang ditetapkan dalam anggaran.

37. DIkecualikan dari ketentuan umum sentraiisasi pendapatan Ini adaiah

pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara

mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah.

Pendapatan Operasional dari Transaksi Non Pertukaran

38. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi non- pertukaran

timbul dari:

(a) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan pembayaran

oleh publik (seperti pajakdaerah, denda, dan sanksi);

(b) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari entitas

pelaporan yang lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi)

untuk Pemerintah Daerah;

(c) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau iembaga internasional;

(d)penghapusan utang;

(e) sumbangan dari masyarakat dan/atau Iembaga masyarakat;

(f) dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas

akuntansi.
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39. Pendapatan operasionat dari tran^ksi non-pertukaran harus

diaku! bita seluruh kondisidi bawah ini dipenuhi, yaitu apabila:

(a) Pendapatan tersebutdapatdiidentitikasi^cata spesibk;

(b) Ktaim atas sumberdaya dapat dipaksakan secara legal;

(c) B^ar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditaglh;

dan

(d)Jumlahnya dapatdiestimasisecara andal.

40. AHran masuk sumber daya dari transaksl non-perbikatan

di satu sisl diakul sebagal aset dan di sisi lain diakui sebagai pendapatan

operasionaif kecuaii biia transaksi aiiran masuk tersebut mengakibatkan

timbuinya kewajiban.

41. Pengakuan pendapatan pajak daerah pada pendapatan operasional

dipengaruhi oleh metode pemungutan pajak daerah yang digunakan. Secara prinsip

terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui self

assessment dan offidai assessment

42. Pengakuan Pendapatan Perpajakan yang dipungut dengan metode self

assessment diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih

dahulu diterbitkan surat ketetapan.

43. Pengakuan pendapatan pajak dengan metode self assesment(Mfxi\ secara

penuh pada saat realisasi kas diterima di kas daerah walaupun pembayaran tersebut

untuk memenuhi kewajiban wajib pajak daerah untuk beberapa periode ke depan.

44. Pendapatan pajak daerah yang dipungut dengan metode odldal

assessment diakui pada saat timbuinya hak untuk menagih, yaitu pada saat telah

diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum.

45. Pengakuan pendapatan pajak dengan metode ofTidal assesment

diakui secara penuh pada saat diterbitkannya surat ketetapan yang mempunyai

kekuatan hukum walaupun surat ketetapan tersebut untuk memenuhi kewajiban
wajib pajak daerah untuk beberapa periode ke depan.

46. Pendapatan dana limpahan diakui oleh entitas akuntansi sejak awal

tahun anggaran atau pada saatdisahkannya DPA dan DPPA mana yang lebih akhir.

47. Jumlah akrual pendapatan limpahan entitas akuntansi adalah sebesar

jumlah alokasi anggaran bagi entitas tersebut, tidak termasuki anggaran belanja modal.

48. Pada akhir periode pelaporan, sisa alokasi anggaran yang tidak

digunakan dihapuskan dan dengan demikian mengurangi jumlah akrual pendapatan
limpahan.

Pendapatan Operasional dari Transaksi Pertukaran

49. Pendapatan Operasional yang diperoleh dari transaksi pertukaran timbul

bila entitas pemerintah menyerahkan barang dan/atau jasa kepada publik atau ke
entitas pemerintahan lainnya dan mendapat imbalan.
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50. Suatu transaksi pertukaran (exchange transaction) terjadi bila satu plhak

menerlma aset/jasa, dan secara langsung menerima nilal yang sebanding (terutama

dalam bentuk kas, barang, jasa, atau penggunaan aset) dari entitas lain sebagal

Imbalannya.

51. Pendapatan yang berasal dari pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

merupakan pendapatan operasional dari transaksi pertukaran yang sering dijumpai pada

Pemerintah Daerah. Contoh pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang

menghasilkan pendapatan-LO pertukaran antara lain berupa retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan.

52. Kadangkala Pemerintah Daerah juga menghasilkan produk yang hasilnya

ditujukan untuk dijual kepada masyarakat, seperti produk pertanian, perkebunan,

peternakan, dan perikanan.

53. Pendapatan-LO juga dapat diperoleh sebagai akibat dari penggunaan aset

pemerintah yang dapat berupa sewa atas penggunaan aset berwujud Pemerintah

Daerah, seperti sewa alat berat; bunga yang dibebankan kepada peminjam dana

pemerintah; royalty atas penggunaan aset tak berwujud pemerintah; dan dividen atau

lalnnya yang setara dengan dividen atas hasll investasi pemerintah.

54. Secara umum, pendafmtan-LO dari transaksi pertukaran harus

diakui pada saat barang atau Jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun

entitas pemerintah iainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur

secara andal.

55. Seiain prinsip umum di atas, pendapatan-LO dari jenis transaksi

pertukaran tertentu harus diakuisebagai berikut:

(a) Biia barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasiikan

untuk memenuhi kontrak (jangka pendek ataupun Jangka panjang),

pendapatan harus diakui secara proporsionai dengan totai biaya yang

diperkirakan dapat menghasiikan/menyeiesaikan barang atau Jasa

tersebut guna memenuhi kontrak yang ada. Jika diperkiraian adanya

kerugian, pendapatan harus tetap diakui mengikuti proporsi dengan

perkiraan total biaya dan biaya harus tetap diakui sampai dengan

barangataupunJasa tersebutdapatmemenuhi kontrakyangada.

(b) Biia uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskaia besar dan

betjangka papjang, pendapatan tidak boieh diakui

sampai biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan tersebut teiah

terjadi (tanpa memperhatikan apakah uang muka tersebut dapat

dikembaiikan/refUndabie). Kenaikan kas dan kenaikan pada kewajiban,

seperti "pendapatan yang diterima di muka" harus dicatat pada saat kas

diterima.
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AKUNTANSl BEBAN

56. Beban diakuipada saat:

(a) timbulnya kewajiban;

(b) terjadlnya konsumsiasety

(c) terjadlnyapenurunan manfaatekonomiataupotensijasa.

57. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadlnya perallhan hak daii plhak

lain ke Pemerintah Daerah tanpa dilkuti keluarnya kas darl kas umum negara/daerah.

Contohnya taglhan rekening telepon dan rekening llstrikyang belum dibayar Pemerintah

Daerah.

58. Yang dimaksud dengan terjadlnya konsumsl aset adalah saat pengeluaran

kas kepada plhak lain yang tidak didahulul timbulnya kewajiban dan/atau konsumsl aset

nonkas dalam keglatan operaslonal Pemerintah Daerah.

59. Terjadlnya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa teijadl pada saat

penurunan nllal aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya

waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau

amortisasl.

60. Dalam hal badan layanan umum daerah, beban diakul dengan

mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenal badan

layanan umum daerah.

61. Beban dlklaslBkaslkan menurutklaslBkasI ekonomi,

62. KlaslflkasI ekonomi pada prinslpnya mengelompokkan berdasarkan jenis
beban. KlaslflkasI ekonomi terdlrl darl beban pegawal, beban barang, beban bunga,

beban subsidi, beban hibah, beban bantuan soslal, bantuan keuangan, beban

penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

63. Beban Pegawal adalah beban Pemerintah Daerah dalam pengeluaran yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawal Negeri SIpll (PNS), dan pegawal yang
dlpekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagal Imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaanyang berkaltan dengan
pembentukan modal.

64. Beban pegawal diakul pada saat diterbltkannya Surat Perlntah

Pencalran Dana (SP2D) yang berkaltan dengan pengeluaran beban pegawal.

65. Beban barang dapat berupa beban persediaan, beban jasa, beban

pemellharaan, dan beban peijalanan dinas.

66. Beban persediaan adalah beban pemerintah dalam bentuk pemakalan

persediaan dalam jangka waktu tertentu.

67. Beban persediaan diakui pada saat terjadlnya konsumsl asetdalam keglatan

operaslonal pemerintah.

68. Beban persediaan dicatat sebesar pemakalan persediaan. Metode

penghltungannya dllakukan adalah sebagal berlkut:

(a) Perpetual (pencatatan persediaan dllakukan setiap terjadi transaksl yang
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mempengaruhi persediaan), beban persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah

unit yang dipakal dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

(b) Perlodik (pencatatan persediaan hanya diiakukan pada akhir periode akuntansi),

beban persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara

saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode

penilaian yang digunakan.

69. Beban jasa merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk pengadaan

jasa dari pihak ketiga yang memiliki keahlian dan pelayanan jasa tertentu untuk

membantu meiaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah.

70. Beban pemeliharaan merupakan beban Pemerintah Daerah yang terjadi

sebagai akibat dari pemeliharaan atas aset tetap Pemerintah Daerah dan bersifat tidak

menambah nilai.

71. Beban penalanan dinas merupakan beban Pemerintah Daerah yang

terjadi sebagai akibat adanya PNS atau pegawai yang dipekeijakan yang melakukan

peijalanan dinas.

72. Beban jasa, dan pemeliharaan diakui saat timbuinya kewajiban

Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah telah mendapatkan hak dan

kemanfaatan atas jasa yang disediakan oleh pihak ketiga.

73. Beban perjalanan dinas diakui saat timbuinya kewajiban Pemerintah Daerah

melakukan pembayaran untuk pengeluaran perjalanan dinas atas PNS atau pegawai
yang dipekerjakan yang melakukan perjalanan dinas.

74. Beban bunga utang adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang

mengurangi kekayaan bersih yang berasai dari pelunasan atas bunga dari

pinjaman/utang.

75. Beban bunga utang diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk

dibayarkan. Meskipun demikian beban bunga seharusnya dapat dihitung berdasarkan
akumuiasi selling dengan beijalannya waktu, misalnya untuk keperluan pelaporan. Saat
beban bunga jatuh tempo untuk dibayarkan biasanya dinyatakan dalam peijanjian
atau suatu dokumen tertentu yang menjadi dasar pengenaan bunga.

76. Beban subsidi adalah beban Pemerintah Daerah yang timbul karena

memberikan subsidi kepada perusahaan/iembaga tertentu dengan tujuan agar harga juai

produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oieh masyarakat.

77. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk

memberikan subsidi telah timbul.

78. Beban hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang

atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan

negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat.
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79. Beban hibah diakui saat timbulnya kewajiban artinya kewajiban

Pemerintah Daerah timbul karena adanya perikatan. Secara teknis kewajiban Pemerlntah

Daerah untuk meyerahkan uang/barang atau jasa dalam rangka hibah timbul setelah

ditandatanganinya nota perjanjian hibah.

80. Beban bantuan sosial adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk

uang/barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna meiindungi dari kemungkinan

teijadinya risiko sosial.

81. Beban bantuan sosial diakui saat timbulnya kewajiban

Pemerintah Daerah.

82. Beban Iain-Iain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka

melakukan kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

83. Beban Iain-Iain diakui saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah karena

Pemerintah Daerah telah mendapatkan hak dan kemanfaatan atas barang dan jasa yang

disediakan oleh pihak ketiga.

84. Beban limpahan adalah beban kas atau non-kas dan atau barang yang

dikeluarkan atau wajib dikeluarkan oleh BUD untuk diserahkan kepada entitas akuntansi

yang melaksanakan tugas pemerintahan dan dengan demikian mengurangi ekuitas BUD.

85. Beban limpahan diakui oleh BUD sejak awal tahun anggaran atau pada saat

disahkannya DPA dan DPPA mana yang lebih akhir.

86. Jumlah akrual beban limpahan BUD seiaku entitas pelaporan adalah sebesar

jumlah gunggungan alokasi anggaran bagi entitas akuntansi, tidak termasuki

gunggungan anggaran belanja modal.

87. Pada akhir periode pelaporan, sisa alokasi anggaran yang tidak

digunakan oieh entitas akuntansi dihapuskan dan dengan demikian mengurangi
jumlah akrual beban limpahan.

88. Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang
dapat dikelompokkan menjadi:

(a) Metode garis lurus {straightfine method)-,

(b) Metode saldo menurun ganda {double declining balance method)-,
(c) Metode unit produksi {unitofproducdon mediod).

89. Beban Transfer adalah beban berupa pengeiuaran uang atau
kewajiban untuk mengetuarkan uang dari endtas pelaporan kepada suatu
entitaspelaporanlainyangdiwajibkan oiehperaturanperundang-undangan.

90. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kemi^H beban,
yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada
periode )fang same. Apabiia diterima pada periode berikutnya, koreksi atas
beban dibukukan daiam pendapatan iain-iain. Daiam hai mengakibatkan
penambahan beban diiakukan denganpembetuianpada akun ekuitas.
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SURPLUS/DEFISrr DARl KEGIATAN OPERASIONAL

91. Surplus dari kegiatan operaslonal adalah selislh leblh antara

pendapatan dan beban selama satuperiodepelaporan.

92. DeSsit dari kegiatan operasionai adaiah seiisih kurang antara

pendapatan dan beban seiama satuperiode peiaporan.

93. Seiisih iebih/kurang antara pendapatan dan beban seiama

satu periode peiaporan dicatat tlaiam pos Sutpius/DeHsit dari Kegiatan

Operasionai.

SURPLUS/DEFlSrr DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

94. Pendapatan dan beban yang sifatnya b'dak rutin periu

dikeiompokkan tersendiri daiam kegiatan non operasionai.

95. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasionai antara

lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/deflsit penyelesaian kewajiban

jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasionai lainnya.

96. Seiisih iebih/kurang antara surpius/defisit dari kegiatan

operasionai dan surpius/dedsit dari kegiatan non operasionai merupakan

surpius/dedsitsebeium pos iuarbiasa.

POS LUAR BIASA

97. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos iainnya daiam

Laporan Operasionai dan disajikan sesudah Surpius/Dedsit sebeium Pos Luar

Biasa.

98. Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik

sebagai berikut:

(a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun

anggaran;

(b) tidak diharapkan teijadi beruiang-ulang; dan

(c) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.

99. Sdat dan jumiah rupiah kejadian iuar biasa harus

diungkapkan puia daiam Catalan atas Laporan Keuangan.

SURPLUS/DEFISIT- LO

lOO.Suipius/Dedsit-LO adaiah penjumiahan seiisih iebih/kurang antara

surpius/dedstt kegiatan operasionai, kegiatan non operasionai, dan kejadian

iuarbiasa.

lOl.Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode peiaporan dipindahkan ke

Laporan Perubahan Ekuitas.

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

102. Transaksi daiam mata uang asing harus dibukukan daiam mata

uang rupiah.
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IXXinDabm ha! tersedia dana dalam mata uang a^ng yang sama

dengan ysmg t^unakan dalam tnmsak^, maka tmnsaksi dalam mata tang

aang tersebutdicatatdengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah

benfasarkan kuts tengah banksadralpadatanggaltransaksl.

IM.Dalam ha! ddak tersedia dana dalam mata uang asing yang

digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeii dengan

rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah

berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk

IDS.Dalam ha! tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang

digunakan untuk bertransaksi dan mata uang aang tersebut dibeii dengan

mata uangasing lainnya, maka:

(a) Tiansaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya

difabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;

(b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat

transaksi.

TRANSAKSI PENDAPATAN-LO DAN BEBAN DALAM BENTUK

BARANG/JASA

106. Transaksipendapatan-LO dalam bentuk barang dan beban dalam

bentuk barang/jasa harus dUaporkan dalam Laporan Operasionaldengan

cara menaksir nHai wajar barang dan/atau jasa tersebut pada tanggal

transaksi. Di samping Hu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan

sedemUdan rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat

memberikan semua infbrmasi yang relevan mengenai bentuk daripendapatan

dan beban.

107.Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain

hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansl.

108.Dikaretakan banyak ketidakpastian yang ada disekhar jasa,

termasukkemampuan untukmenjalankanp&tgendalian atasjasa tersebutdan

mengukur nHai u/ajar atas jasa tersebut, kebijakan akuntansi ini tidak

mengharu^an pengakuan pendapatan dalam bentuk jasa. Namun demiidan,

informasi m&ag&ai pendapatan dalam bentuk jasa disajikan dalam catatan

ataslaporan keuangan.

BUPA' LUWU,

A.MUDZAKKAR
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A. Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Luwu

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Dalam rupiah)

20X1 20X0
Kenaikan/
Penurunan

(%)

XXX XXX X KX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX X XXX

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

•20

21

22

23
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

40

41

42

43

44

45

.46
47

48

49

URAIAN

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 )

PENDAPATAN TRANSFER
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus
Jumlah Pendapatan TransferDana Perimbangan (11 s/d 14)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 )

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23
s/d 24)

Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lsiinnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29s/d 31)
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)

BEBAN

Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Jasa

Beban Pemeliharaan
Beban Peijalanan Dinas
Beban Bunga
Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan
Beban Transfer
Beban Lain-lain

JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)



50
51

52

53

54

55

56
57

58

59

60

61

62

63

64

SURPLUS/DEFISITDARI OPERASI (33-48)

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NQN OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Nonlancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit Penjualan Aset Nonlancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL(53 s/d 57)

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUARBIASA (50 + 58)

POS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa

POS LUAR BIASA ( 62-63)
SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 641

XXX XXX X XXX

X

X

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX

XXX XXX X XXX



1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

-23

24

.25
26

27

28

29
30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

*46

47

48

.*49

50

51

B. Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Luwu

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

No URAIAN

KJ!:GlA'iAN UPEkASlUlMAC-

ENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 )

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil P^ak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus
Dana Penyesuaian

Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 )

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Jumledi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23

s/d 24)
Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)

BEBAN

Beban Pegawai
Beban Persediaan
Beban Jasa

Beban Pemeliharaan
Beban Perjalanan Dinas
Beban Bunga
Beban Subsidi

Beban Hibah

Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan
Beban Transfer

Beban Lain-lain

JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)

SURPLUS/DEFISIT DARl OPERASl (33-48)

20 <1 20X
j Kertaikan/

Penurunan

(%)

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

SOiX XXX "XXX"

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX



SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

53 Surplus Penjualan Aset Nonlancar
54 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
55 Defisit Penjualan Aset Nonlancar
56 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
57 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
58 OPERASIONAL(53 s/d 57)
59 SURPLUS/DEFISITSEBELUM PCS LUAR BIASA (50 + 58)
60

61 PCS LUAR BIASA

62 Pendapatan Luar Biasa
63 Beban Luar Biasa

64 PCS LUAR BIASA ( 62-63)
65 SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64)

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX



No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

'25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

C. Contoh Format Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Luwu

BENDAHARA UMUM DAERAH

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

URAIAN

KEGIATAN OPERASIONAL

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Pajak Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah Lalnnya

Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 )

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA
Dana Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 )

TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
s/d 24)

Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)

(23

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Dana Darurat
Pendapatan Lainnya

Jumlah Lain-Iain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)
JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)

20X1

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

20X0

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Kenaikan/
Penurunan

XX

X

XX

X

XXX

XX

X

XX

X

XXX

XX

X

XXX

XX

X

XXX

XXX

XX

X

XX

XXX

XXX

X

X

X

X

X

XXX

X

X

X

X

XXX

X

X

XXX

X

X

XXX

XXX

X

X

X

XXX

XXX



35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

BEBAN

Beban Pegawai
Beban Persediaan

Beban Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Peijalanan Dinas
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibgih

Beban Bantuan Sosial

Beban Penjrusutan
Beban Transfer

Beban Lain-lain

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

48 JUMLAH BEBAN (36 s/d 47) XXX XXX X XXX

49

50
51

SURPLUS/DEFISITDARI OPERASI (33-48) XXX XXX X XXX

52 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
53 Surplus Penjualan Aset Nonlancar XXX XXX X XXX

54

55

56

57

Surplus Penyelesaian Kew^jiban Jangka Panjang
Defisit Penjualan Aset Nonlancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X

X

X

X

XXX

XXX

XXX

XXX

58
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL(53 s/d 57) XXX XXX X XXX

59 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM PCS LUARBIASA (50 + 58) XXX XXX X XXX

60

61

62

63

PCS LUAR BIASA

Pendapatan Luar Biasa
Beban Luar Biasa

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

X

X

X

XXX

XXX

XXX

64 PCS LUAR BIASA ( 62-63) XXX XXX X XXX

65 SURPLUS/DEFISIT-LO ( 59 + 64) XXX XXX X XXX



PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR:68TAHUN2014

KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

NOMOR 6

LAPORAN ARUS KAS

Lampiran VI -1



LAMPIRAN VI : f»ERATURAN BUPATl LUWU
NOMOR 68TAHUN 2014

rANGGAL 5 Desember 2014

KEBUAKAN AKUNTANSI NOMOR 6

LAPORAN ARUS KAS

Paragraf-paragraf yang dttutts dengan huruf teba! dan miring adalah
paragraf kebijakan, yang hams dibaca daiam konteks paragraf - paragraf
penjeiasan yang dituiis dengan huruf biasa dan Kerangka Kons^Jtua! Kebyakan
AknntansiPemerintah Ds^rah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tiguan K^yakan Laporan Jbvs Kas adalah mengatur penyajian laporan

amskasyang memberikan Infoimasihistoris mengenaiperubahan kas dan setara kas

suatu enritaspelaporan dengan mengklasiflkaslkan arus kas berdasarkan akrivitas

operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran seiama satu

periodeakuntansi.

Z Tiyuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai

sumber,penggunaan,pembahan kas dan setara kas seiama suatuperiode akuntansi
dan saidokas dan setara kaspada tanggaipeiaporan. Informasiini disajikan untuk
pertanggurrgjawaban dan pengambiian keputusan.

Ruang Lingkup

3. Pemerirrtah daerahmenyusun iaporan ams kas sesuai dengankebijakan
ini dan menyajikan iaporan tersebut sebagai saiah satu komponen laporan
keuanganpokokuntuksetiapperiodepenyajianiaporan keuangan.

4. Kebijakan ini beriaku untuk penyusunan iaporan arus kas Pemerintah

Daerah, satuan organisasi di iingkungan Pemerintah Daerah jika menurut
peraturan pemndang-undangan atau menurut kebijakan akuntansi, satuan

organisasi dimaksudwpjib menyusuniaporan arus kas, kecuaiipemsahaan daerah.
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Manfaat Informasi Arus Kas

5. Informasi arus kas berguna sebagal Indlkator jumlah arus kas dl masa yang akan

datang, serta berguna untuk menllal kecermatan atas takslran arus kas yang telah dibuat

sebelumnya.

6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan

arus kas keluar selama periode pelaporan.

7. Apablla dikaltkan dengan laporan keuangan lalnnya, laporan arus kas

memberlkan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaiuasi

perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan

pemerintah daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Definisi

8. Berikut adalah istllah-lstilah yang digunakan dalam Kebljakan dengan

pengertian:

Asef adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau

dimlHkiofeh Pemerintah Daerah sei^ga!akibatperistiwa masa ialu dan dar! mana

manfyat ekonomi dan/atau sosiai di masa depan diharapkan dapat diperoieh baik

oieh Pemerintah Daerah maupun masyarakab serta dapat diukur daiam satuan

uang, termasuksumberdaya nonkeuangan yang diperiukan untukpenyediaanjasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipeiihara karena aiasan

sejarah dan budaya.

Arus kas adaiah arus masuk dan arus keiuar kas dan setara kas pada

Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas onerasi adaiah aktivitas penerimaan dan pengeiuaran kas yang
ditpjukan untuk kegiatan operasionai Pemerintah Daerah seiama satu

periode akuntansi.

Aktivitas inv&stasi adaiah aktivitaspenerimaan dan pengeiuarankas yang
dititfukan untukperoiehan dan peiepasan aset tetap serta investasiiainnya yang
tidak termasuk daiam setara kas.

Aktivitas oendanaan adaiah aktivitas penerimaan kas yang periu dibayar
kembaii dan/atau pengeiuaran kas yang akan diterima kembaii yang
mengakibatkan perubahan daiam jumiah dan komposisiutang dan piutangJangia
partiang.
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AktivHas nonanaaaran adatah aktiwtas penerimaan atau pengeluaran kas

yang tidak mempengamhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan

pembiayaan Pemerintah Daerah.

Akttvttas Transitaris adatah aktivitaspenerimaan ataupengeluaran kas yang

tidaktermasukdatamakiavitasoperasi, investasi, dan pendanaan.

Basis akruat adatah basis akuntansi yang mengakui pengaruh bansaksi

dan peristiwa iainnya pada saat bansaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saatkasatausetara kas diterima atau dibayar.

Beban adatah penurunan maniaat ekonomi atau potensi jasa

daiam periode peiaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbuinya kewpjiban.

Beban Transfer adatah ttettan berupa pengeluaran uang atau kewajitan

untuk mengetuartcan uang dart entitas peiaporan kepada suatu entttas peiaporan

tain yang diw^ibkan otehperaturanperundang-undangan.

Dana cadanaan adatah dana yang diststhkan untuk menampung kebutuhan

yang memertutan dana retadfcukup tjesar yang ddak dapat dtpenuhi daiam satu

tahun anggaran

Ekuitas adatah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang

merupakan seiisih antara asetdan kewajiban Pemerintah Daerah.

Entitas Peiaporan adatah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan iapoian

pertanggungfawaban berupa iaporan keuangan.

Kus adatah uang tunai dan saido simpanan di bank yang setiap saat dapat

digunakan untukmembiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adatah tampatpenyimpanan uang daerah yang ditentukan oteh

Bupati untuk menampung seiuruh penerimaan daerah dan membayar seiuruh

pengeluaran daerah.

Kemitraan adatah perjanjian antara dua pihak atau iebih yang mempunyai

komitmen untuk meiaksanakan kegiatan yang dikendatikan bersama dengan

menggunakan asetdan atau hak usaha yang dimiiiki.

Kursadatah rasio pertukaran dua mata uang.

Mata uang asina adatah mata uang seiain mata uangpeiaporan entitas.

Mata uang oeiaooran adatah mata uang rupiah yang digunakan daiam

menyajikan iaporan keuangan.

Metode biava adatah suatu metode akuntansi yang mencatat niiai investasi

berdasarkan harga peroiehan.
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Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai

investasl awa! berdasarkan harga pemlehan. NHai investasi tersebut kemudian

disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas

dart badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah

peroiehan awai inv^tasi.

Metode Lanasunaadaiah metodepenyajian arus kas dimana pengeiompokan

utama penerimaan dan peng^uaran kas brutx> harus diungkapkan.

Metode Tidak Lanasuna adaiah metode penyajian iaporan arus kas dimana

surpius atau deHsit dis^uaikan dengan transaksi- b-ansaksiopemsionainonkas,

penangguhan (defierrai) atau pengakuan (atxruai) penerimaan kas atau

pembayaran yang iaiu/yangakan datang, serta unsurpenerimaan dan pengeiuaran

daiam bentukkas yang berkaitan dengan akUvitas investasidan pendanaan.

Pendaoatan-LO adaiah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas daiam periodepeiaporan yang bersangkutan.

Pendaoatan Transferadaiah pendapatan berupapenerimaan uang atau hak

untukmenerima uang oieh entitaspeiaporan dan suatu entitaspeiaporan iain yang

diwpjibkan oieh peraturan perundang- undangan.

Penerimaan kas adaiah semua aiiran kas yang masuk ke

Bendahata Umum Daerah.

Pengeiuaran kas adaiah semua aiiran kas yang keiuar dari

Bendahara Umum Daerah.

Periode akuntansi adaiah periode pertanggungjawaban keuangan entitas

peiaporan yangperiodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Perusahaan daerah adaiah badan usaha yang seiuruh atau sebagian

modainya dimiiikioieh pemerintah daerah.

Setara kas adaiah investasi Jangka pendek yang sangat iikuid yang siap

dijabarkan menjadikasserta bebas dari risikoperubahan niiai yang signifikan.

Tanaaai oeiaooran adaiah tanggai hari terakhir dari suatu periode

peiaporan.

EBS Luar Biasa adaiah pendapatan iuar biasa atau beban iuarbiasa yang
terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di iuar kendaii atau pengaruh

entitas bersangkutan.
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Kas dan Setara Kas

9. Kas dan setara kas harus disajikan datam laporan aruskas.

10. Setara kas pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka

pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, InvestasI jangka

pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumiah yang dapat diketahul tanpa ada

tisiko perubahan nllal yang signlflkan. Oleh karena itu, suatu InvestasI disebut setara kas kalau

InvestasI dimaksud mempunyal masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal

perolehannya.

11. Darisudutpenguasaannya Kas terdiri dari :

(a) Kas d! Kas Daerah:

(b) f&s diBendahara Penerimaan; dan

(c) Kas d! Bendahara Pengetuaran,

12. Dari sudut peruntukan seianjutnya masing-masing

penguasa kasperiu memHah kas menjadi:

(a) Kas yang beium ditentukan penggunaannya;

(b) Kas yang teiah ditentukan penggunaannya.

13. Kas dapat berupa saldo rekenlng-rekening pada bank yang ditentukan oleh

BupatI untuk menampung penerimaan dan pengeluaran dan uang tunal.

14. Kas yang belum ditentukan penggunaannya adalah kas yang setlap saat dapat

digunakan untuk memblayal keglatan pemerlntahan.

15. Kas yang telah ditentukan penggunaannya adalah kas yang disedlakan secara

pasti untuk melunasi taglhan/hutang kepada plhak ketlga, misalnya kas yang pada akhir

perlodepelaporan disedlakan olehPemerintah Daerah untuk pada saat jatuh tempo dibayarkan

kepada yang berhak berupa Askes, Taspen, dan Taperum. Dari sudut

pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan secara akuntansi, jumiahkas tersebut dl sisl debit

berjumlah sama dengan jumiah dl sisl kredit kewajiban Pemerintah Daerah kepada plhak ketlga

yang dalam contoh Inl dapatdinamal Utang Perhltungan Fihak Ketlga (Utang PFK).

16. Mekanlsme penetapan "Kas yang telah ditentukan

penggunaannya" dapat diterapkan pula dalam menylslhkan kas guna melunasi

kewajiban-kewajiban lainnya yang telah diakul, diukur dan diungkapkan secara pastI, namun

pada akhIr perlode pelaporan belum sempat dibayarkan karena kas sudah ditutup misalnya demi

melancarkan pelaksanaan opname kas.

17. Setam kas terdiridari:

(ajSimpanan di bank daiam bentuk deposito 3 (tiga) buian atau kurang;

(b) Investasi jangka pendek iainnya yang sangat iikuid yang

memiiikimasajatuh tempo 3 (tiga) buian atau kurang.
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18. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan

keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan

merupakan bagian aktivltas operas), investasi, pendanaan, dan transitoris. Namun demlkian,

dalam ha! jumlahnya signlfikan hal tersebut perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

19. Jumlah kas yang belum ditentukan penggunaannya, balk yang berada Kas

Daerah, Kas dl Bendahara Penerlmaan, dan Kas dl Bendahara Pengeluaran, dan

setara kas merupakan bagian darl SILPA/SAL.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

20. EntStas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiridarisatu

atau leblh enUtas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan wajib menyampaikan iaporan pertanggungjawaban

berupa iaporan keuangan Pemda.

21. Entitas peiaporan yang wajib menyusun dan menyajikan iaporan

arus kas adaiah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan yang

diiakukan oieh fungsi akuntansiPPKD.

22. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang

ditetapkan sebagal bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

PENYA31AN LAPORAN ARUS KAS

23. Laporan arus kas adaiah bagian dari iaporan finansiai yang

menyajikan informasi penerimaan dan pengeiuaran kas seiama periode

tertentu yang dikiasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi,

pendanaan, dan transitoris.

24. KlaslflkasI arus kas menurut aktivltas operas), investasi aset non keuangan,
pemblayaan, dan non anggaran memberikan Informasi yang memungklnkan para pengguna
laporan untuk menllal pengaruh darl aktivltas tersebut terhadap poslsl kas dan setara kas

pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan
antar aktivltas operas), Investasi, pendanaan, dan transitoris.

25. Satu transaksl tertentu dapat mempengaruhl arus kas darl beberapa aktivltas,
misalnya transaksl pelunasan utang yang terdlrl darl pelunasan pokok utang dan bunga utang.
Pembayaran pokok utang akan dikiasifikasikan ke dalam aktivltas pendanaan sedangkan
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pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas

operas! kecuall bunga yang dikapltallsasi akan diklasinkasikan ke dalam aktivitas investasi.

26. Contoh format laporan arus kas yang disusun atas dasar akun-akun

finansiai disajikan dalam ilustrasi LampiranVI.A dan VI.B kebijakan ini. Ilustrasi hanya

merupakan contoh untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari kebijakan.

Aktivitas Operasi

27. Aktivitas operasi adaiah aktivitas penerimaan dan

pengeiuaran kas yang ditpjukan untuk kegiatan operasionai Pemerintah Daerah

seiamasatuperiode akuntansi.

28. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan

kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai

aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan

dari luar.

29. Arus masuk kas dari aktivitasoperasi terutama diperoleh dari antara lain

(a) Pendapatan Asli Daerah;

(b) Dana Perimbangan; dan

(c) Lain-lain Pendapatan yang Sah.

30. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeiuaran,

antara lain:

(a) Belanja Pegawai;

(b) Belanja Barang;

(c) Bunga;

(d) Subsidi;

(e) Hibah;

(f) Bantuan Sosial;

(g) Bantuan Keuangan; dan

(h) Pembayaran tidak terduga.

31. Jika suatu entitas peiaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya

sama dengan persediaan, yang dibeii untuk dijuai, maka peroiehan dan penjuaian

suratberitarga tersebutdiidasifikasikan sebagaiaktivitas operasi.
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3Z entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu

entltas lain, yang peruntukannya betum Jelas apakah sebagai modal ketja,

penyertaan modal, atau untvkmembla^lakdvHasperiodeberfalan, maka p&nberian

dana tetsebut harus diklasldkaslkan sebagai akdvltas operash Kejadlan Inl

dijelaskan dalam catatanatas laporan keuangan.

Aktivitas Investasi

33. AkdvHas Investasi adalah aktivitas penertmaan dan

pengeluanm kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta

Investasilalnnya yang tidak tetmasuk dalam setara kas.

34. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk

menlngkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang

akan datang.

35. Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Penjualan Aset Tetap;

(b) Penjualan Aset Lainnya;

(c) Pencairan Dana Cadangan;

(d) Penerimaan dari Divestasi;

(e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

36. Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

(a) Perolehan AsetTetap;

(b) Perolehan Aset Lainnya;

(c) Pembentukan Dana Cadangan;

(d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

(e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Aktivitas Pendanaan

32. Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan

pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian plutang jangka

panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang

mengaklbatkan perubahan dalam Jumlah dan komposlsl plutang jangka panjang

dan utangjangkapanjang.

33. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.
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34. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Penerimaan utang;

(b) Penerimaan dari utang obligasi;

(c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah;

(d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan daerah.

35. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

(a) Pembayaran pokok utang;

(b) Pembayaran pokok utang obligasi;

(c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah;

(d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan daerah.

Aktivitas Transitoris

36. Aktivitas transitoris adaiah aktivitas penerimaan dan

pengeiuatan kas yang tidak termasuk daiam aktivitas operasi, investasi, dan

pendanaan.

37. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas

bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah

Daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara

pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana

yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga

misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar

rekening kas umum negara/daerah.

38.Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan

transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari

bendahara pengeluaran.

39.Arus keluar kasdari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran

transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara

pengeluaran.

PELAPORAN ARUS KAS DARI AIOIVITAS OPERASI, INVESTASI,

PENDANAAN, DAN TRANSITORIS

37. Entitas peiaporan meiaporkan secara terpisah keiompok utama

penerimaan dan pengeiuaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi,

pendanaan, dan bansitoris kecuaiiyang tarsebutdaiam paragraf38.
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38. Entitas petaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas

operas! dengan cara metode Langsung. Metode langsung in!

mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas

bruto.

39. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut;

(a) Menyediakan informasi yang leblh baikuntuk mengestimaslkan arus kas di masa yang akan

datang;

(b) Leblh mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

(c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas brute dapat langsung

diperoleh dari catatan akuntansi.

PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH

40. Arus kas yang timbu! dari aktivitas operas! dapat dUaporkan atas

dasararuskasbersih daiam ha!:

(a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat

(beneficiaries) arus kas tersebut iebih mencerminkan aktivitas pihak

lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Saiah satu contohnya

adaiah hasii kerjasama operasionai.

(b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang

perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan Jangka waktunya

singkat.

ARUS KAS MATA UANG ASING

41. Arus kas yang timbui dari transaksi mata uang asing harus

dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan

mata uang asing tersebut ke daiam mata uang rupiah berdasarkan kurspada

tanggai transaksi.

42. Arus kas yang timbui dari aktivitas entitas peiaporan di iuar

negeri harus dijabarkan ke daiam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada

tanggai transaksi.

43. Keuntungan atau kert^ian yang beium diteaiisasikan aidbat p&ubahan

kursmata uangasit^bebkakanm&np&tgaruhiaruskas.
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BUNGA DAN BAGIAN LABA

44. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan

pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pipjaman serta penerimaan

pendapatan dari bagian taba perusahaan daerah harus diungkapkan secara

terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus

diklasifikasikan ke daiam aktivitas operas!secara konsisten dari tahun ke tahun.

45. Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dllaporkan daiam arus kas aktnvitas

operasi adaiah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode

akuntansi yang bersangkutan.

46. Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dllaporkan daiam arus kas

aktivitasoperasi adaiah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga daiam periode akuntansi

yang bersangkutan.

47. Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dllaporkan

daiam arus kas aktivitas operasi adaiah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba

perusahaan daerah daiam periodeakuntansi yang bersangkutan.

INVESTASIDALAM PERUSAHAAN DAERAH DAN KEMITRAAN

48. Pencatatan InvestasI pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dllakukan dengan

menggunakan dua metode yaltu metodeekultas dan metode biaya.

49. Investasi pemerintah daerah daiam perusahaan daerah dan

kemitraan diadat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sdiesar niiai

perotehannya.

50. Enritas peiaporan meiaporkan pengeluaran investasi jangka panjang

daiam perusahaan daerah dan kemitraan daiam arus kasakb'vitas investasi.

PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI

LAINNYA

51. Arus kas yang berasai dari peroiehan dan peiepasan perusahaan daerah

harus disajikan secara terpisah daiam aktivitas inv^tasi.

52. Entitas peiaporan mengungkapkan seiuruh peroiehan dan peiepasan

perusahaan daerah dan unit operasi iainnya seiama satu periode. Hai-hai yang

diungkapkan adaiah:
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CaJ Jumlah hargapembelianataupelepasan;

(b) Bagian dari harga pembelian atau peiepasan yang dibayadan dengan kas dan

setarakas/

(c) Jumiah kas dan setara kas pada perusahaan daerah dan unit operasi iainnya

yang diperotehataudiiepas; dan

(d) Jumiah aset dan utang seiain kas dan setara kas yang diakui oieh perusahaan

daerah dan unit operasi iainnya yang diperoieh atau dii^jas.

53. Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi Iainnya sebagai

suatu perklraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus

kas yang berasal dari aktivitasoperasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari

pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi Iainnya.

54. Aset dan utang seiain kas dan setara kas dariperusahaan daerah dan

unit operasi iainnya yang diperoieh atau diiepaskan periu diungkapkan hanya jika

transaksi tersebut teiah diakuisebeiumnya sebagaiasetatau utang oiehpentsahaan

daerah.

TRANSAKSI BUKAN KAS

55. Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatican

penerimaan atau pengeiuaran kas dan ^tam kas tidak diiaporkan dalam Laporan

Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan daiam Catatan atas Laporan

Keuangan.

56. Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan

laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang

bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak mempengaruhi laporan arus kas adalah

perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS

57. Entitas peiaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas

daiam LaporanArus Kas yangjumiahnya sama dengan pas terkaitdiNeraca.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

58. Entitas peiaporan mengungkapkan Jumiah saido kas dan setara kas

yangsigniffkan yang tidakboieh digunakan oieh entitas. Hai inidijeiaskan daiam

Catatan atas Laporan Keuangan.
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59. InformasI tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan

dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

60. Contoh kasdan setara kasyang fdak boleh digunakan oleh entitasadalah kasyang

ditempatkan sebagai jaminan, dan kasyang dikhususkan penggunannya untuk keglatan tertentu.

TANGGAL EFEKTIF

61. K^iSakan Akuntansi ini beriaku efektifsecara bertahap untuk laporan

keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupat&i

Luwu mulai TahunAnggaran 2015.

BUPA

A. MUDUKKAR
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A. CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN ARUS

KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember

20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

2(»C1; 20X0

1 Arus Kas dari Aktivitas Operas!
2 Arus Masuk Kas

3 Penerimaan P^jak Daerah XXX XXX

4 Penerimaan Retribusi Daerah XXX XXX

5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX

6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX XXX

7 Penerimaan Dana Bag! Hasii Pajak XXX XXX

8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX

9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX

10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX

11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus XXX XXX

12 Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XXX

13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX

14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX

15 Penerimaan Hibah XXX XXX

16 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX

17 Penerimaan Lainnya XXX XXX

18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX

19 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) XXX XXX
20 Arus Keluar Kas

21 Pembayaran Pegawai XXX XXX
22 Pembayaran Barang XXX XXX
23 Pembayaran Bunga XXX XXX

24 Pembayaran Subsidi XXX XXX
25 Pembayaran Hibah XXX XXX
26 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX
27 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX
28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak XXX XXX
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX XXX
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX

31 Pembayarttn Kejadian Luar Biasa XXX XXX
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32

3c

3A

3£

3e

37

3£

3C

4C

41

42

42

4<

4e

4e

47

4£

4S

5C

51

52

52-

5A

se

se

57

5£

5S

6C

61

62

62

6^

6f

66

67

6£

6?

7C

71

72

72

7A

7£

7e

77

7£

7?

8C

81

82

82

8^

8£

8e

87

8£

Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operas! (19 -
Alrus Kas dari Aktivitas Investasi

aItus Masuk Kas
Pencairan Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap
Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen

Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)
!|rus Keluar Kas

Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah

Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Perolehan Aset Tetao Lainnva

32)

-Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45

Ajrus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Masuk Kas

Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Dalam Negeri

56)

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah Lainnya
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank
Obligasi

Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)

Alms Keluar Kas
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah
Lainnya

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan
Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)

A rus Kas dari Aktivitas Transitoris

/^s Masuk Kas
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Jumlah Arus Masuk Kas (84)
Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas (87)

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX
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89 Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87) XXX XXX

90 Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89) XXX XXX

91 Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX

Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
92 (90+91) XXX XXX

93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX

94 Saldo Akhir Kas (92+93) XXX XXX
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B. CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS

BENDAHARA UMUM DAERAH

BENDAHARA UMUM DAERAH

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No. Uraian 20X1 •:52pXQ^:;
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
2 Arus Masuk Kas

3 Penerimaan Pajak Daerah XXX XXX

4 Penerimaan Retribusi Daerah XXX XXX

5 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan XXX XXX

6 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah XXX XXX

7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak XXX XXX

8 Penerimaein Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam XXX XXX

9 Penerimaan Dana Alokasi Umum XXX XXX

10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus XXX XXX

11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus XXX XXX

12 Penerimaan Dana Penyesuaian XXX XXX

13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak XXX XXX

14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya XXX XXX

15 Penerimaan Hibah XXX XXX

16 Penerimaan Dana Darurat XXX XXX
17 Penerimaan Lainnya XXX XXX

18 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa XXX XXX

19 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) XXX XXX
20 Arus Keluar Kas

21 Pembayaran Pegawai XXX XXX
22 Pembayaran Barang XXX XXX
23 Pembayaran Bunga XXX XXX
24 Pembayaran Subsidi XXX XXX
25 Pembayaran Hibah XXX XXX
26 Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX
27 Pembayaran Tak Terduga XXX XXX
28 Pembayaran Bagi Hasil Pajak XXX XXX
29 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi XXX XXX
30 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya XXX XXX
31 Pembayaran Kejadian Luar Biasa XXX XXX
32 Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 31) XXX XXX

33 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 32) XXX XXX
34 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
35 Arus Masuk Kas

36 Pencairan Dana Cadangan XXX XXX
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37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

tr

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

Penjualan atas Tanah
Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
Penjualan Aset Tetap
Penjualan Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen

Jumlah Arus Masuk Kas (36 s/d 44)

Arus Keluar Kas

Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah

Perolehan Peralatan dan Mesin

Perolehan Gedung dan Baneunan
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan —

Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 55)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (45 - 56)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas

Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Arus Masuk Kas (60 s/d 68)

Arus Keluar Kas

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah

Lainnya
Pembayaran Pokok Pinjaman D8ilam Negeri - Lembaga Keuangan

Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan
Bank

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah Arus Keluar Kas (71 s/d 79)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (69 - 80)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas (84)

Arus Keluar Kas

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas (87)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (84 - 87)
Kenaikan/Penurunan Kas (33+57+81+89)
Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran
(90+91)

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

XXX XXX

93 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX

94 Saldo Akhir Kas (92+93) XXX XXX
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Paragraf-paragrafyang ditulis dengan huruftebat dan miring adaiah
paragrafkebijakan, yang harus dibaca datarn kontsks paragraf-paragraf
penjeiasan yang dituHs dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptua!
Kebijakan AkuntansIPemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan Catalan atas Laporan Keuangan adaiah mengatur

penyajlan dan pengungkapan yang diperiukan pada Catalan atas Laporan Keuangan.

2. Tujuan penyajlan Catalan atas Laporan Keuangan adaiah untuk

menlngkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyedlaan pemahaman yang leblh

balk, atas Informasi keuangan Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan Akuntansi ini harus diterapkan pada:

(a) Laporan Keuangan untuk tujuan umum oieh entitaspeiaporan;

(b) Laporan Keuangan untuk tpjuan umum oieh entitas akuntansi.

4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adaiah laporan yang dimaksudkan untuk

memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang iazim. Yang

dimaksud dengan penggunaadaiah masyarakat; legislatif, lembaga pengawas,pemeriksa,

pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta

pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau

bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti

laporan tahunan.

5. Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk entitas peiaporan dalam menyusun

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan konsolldasian, dan

entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan SKPD dan BUD, tidak

termasuk perusahaan daerah.



II. DEFINISI

6. Berikut adatah Isttlah-istilah yang digunakan dalam

Kebgalan Akuntansidengan pengertian:

Anaaaran merupakan pedotnan tindakan yang akan dilaksanakan

Pemerintah Daerah meiiputi rencana pendapatan, belanja,

transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun

menurut klasiflkasi tertentu secara s/stemat/s untuksatuperiode.

Anaaaran Pendaoatan dan Beiania Daerah, selaniutnva disebut

APBD, adatah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dixtujui

oteh Dewan Perwakilan RakyatDaerah.

adatah sumber daya ekonomt yang dtkuasat dan/atau

dimittki oteh Pemerintah Daerah sebagai aktbat dart peristiwa masa tatu

dan dart mana manfaat ekonomt dan/atau sosiat di masa depan diharapkan

dapat diperoteh, baik oteh Pemerintah Daerah maupun masyarakab serta

dapat dtukur datam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

dtperiukan untukpenyedtaanjasa ttagtmasyaratcatumum dan sumtjer-sumtjer

daya yang dtpetihara karena atasan sejarah dan budaya.

Basts akruat adatah tiasts akuntansi yang mengakui pengaruh transatai

dan pertsttwa tatnnya pada saat tmnsakst dan pertstiwa ttu tetjadi, tanpa

memperhatitean saatkas atau setara teas dtterima atau dibayarkan.

Basis kasadatah tfasis akuntansiyang mengakuipengaruh transatcsi dan

petlstJwa tainnyapada saat teas atausetara teasditerima atau dittayatkan.

Betania adatah semua pengetuaran dart Rekening Kas Umum Daerah

yang mengurangt Satdo Anggaran Lebth datam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoteh pemttayarannya kemtjati oteh

Pemerintah Daerah.

Bettan adatah penurunan manfaat ekonomt atau potensi Jasa

datam periode petaporan yang menuruntcan ekuttas, yang dapat berupa

pengetuaran atau konsumsiasetatau timbutnya kewajttjan

Ekuttas adatah kekayaan bersth Pemerintah Daerah yang merupakan

settsth antara asetdan kewajttjan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntanst adatah SKPD dan BUD dan oteh tarenanya

wajib menyetenggaratcan akuntansi dan menyusun taporan keuangan

untakdtgabungtcan pada entitaspetaporan.

Entitas Petaooran adatah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaitum taporan

pertanggungjawatjan berupa taporan keuangan.

Kebtiakan akuntansi adatah prinsip-prinsip, dasar-dasar.
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konvensi-konvensif aturan-atumUf dan praktik-praktik spesifik yang dipitth

oleh entitaspetaporan datam penyusunan dan penyajian iaporan keuangan.

Kewaitban adaiah utang yang dmbu! dari peristiwa masa lalu yang

/^nyetesaiannya mengaUbatkan allran keluar sumber daya ekonomi

Pemetintah Daerah,

Materialltasadaiah suatu kondisijika tidak tersajikannya atau salah saji

suaHi infbtmasiakan mempengaruhikeputusan ataupenilaianpenggunayang

dibuat atas dasar Iaporan keuangan. Materialltas tergantung pada hakHat

atau besamyapasatau kesalahan yang dipertimbangkan darikeadaan khusus

dlmana kekurangan ateusalah sajl terjadl.

Pemblavaan /financing) adaiah setiap penerlmaan yang peiiu dibayar

kernball dan/atau pengeluaian yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang

dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk

menutup deflsitatau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendaoatan-LRA adaiah semua penerlmaan Rekening Kas Umum Daerah

yang menambah Saldo Anggaran l^blh dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidakperiu dibayar

kembalioleh Pemerintah Daerah.

Pendaoatan-LO adaiah hak Pemerintah Daerah yang diakul

sebagalpenambah ekuitas dalam periodepelaporan yang bersangkutan.

Pos adaiah kumpulan akun sejenis yang ditampllkan pada lembar muka

Iaporan keuangan.

Saldo Anaaaran Leblh adaiah gunggungan Saldo Anggaran Leblh yang

berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan

tahun beijalan sertapenyesualan lain yang diperkenankan.

KETENTUAN UMUM

7. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi diharuskan untuk

menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagal baglan yang tak

terplsahkan dari Iaporan keuangan untuk tujuan umum.

8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan

dapat dipahami oleh pembacasecara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu

ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin

mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara

pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat

Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna

dalam memahami Laporan Keuangan.

9. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca

laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai
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potensi kesalahpahaman daiam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca

yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan

keuangan Pemerintah Daerahseperti laporankeuangan perusahaan. Untuk Itu, diperlukan

pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bag!

pembaca laporan keuangan.

10. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebljakan akuntansi yang

diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam

membaca laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI

11. Catalan atas Laporan Keuangan Hants disajikan secara sistematis.

Setiap pos dalam Laporan ReaHsasi Anggaran, Laporan

Perubahan Sa/do Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuttas, dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi sHang

dengan informasi teHcaitdaiam Catatan atas Laporan Keuangan.

12. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar

terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan ReallsasI Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekultas. Termasuk pula dalam Catatan atas

Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh

kebljakan akuntansi serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan

untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan

komitmen-komltmen lainnya.

13. Daiam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas Laporan

Keuangan mengungkapkan hai-haisebagaiberikuk

(a) Infonnasi Umum tentang entitas peiaporan dan entitas

akuntansi;

(b) Informasi tentang kebijakan Rskai/keuangan dan ekonomi

makro;

(c) IkhUsar pencapaian target keuangan seiama tahun peiaporan berikut

kendaia dan hambatan yang dihadapi daiam pencapaian

target;

(d) Informasi tentang dasar penyajian iaporan keuangan dan

kebijakan'kebfjakan akuntansi yang dipiiih untuk diterapkan atas

bansaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting iainnya;

(e) ftincian dan penjeiasan masing-masing pos yang dispjikan pada iembar

muka iaporan keuangan;

(f) Informasi yang diharuskan oieh Kebijakan Akuntansi yang

beium disajikan daiam iembarmuka iaporan keuangan; dan
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CsO Informasi lainnya yang dipeHukan untukpenyajian yang wajar, yang tidak

disajllan dalam lembarmuka taporan keuangan.

14. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan

mengikuti kebijakan akuntansi berlaku yang mengatur tentang pengungkapan

untuk pos-pos yang terkait. Misalnya, kebijakan akuntansi tentang Persediaan

mengharuskan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran

persediaan.

15. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan keuangan,

pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat disajikan secara narasi,

bagan, grafik, daftar, dan skedul atau bentuk lainyang lazim yang mengikhtisarkansecara

ringkas dan padat kondisi dan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan dan

hasil- hasilnya selama satu periode.

Penyajian Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan Dan Entitas

Akuntansi

16. Catatan atas Lapotan Keuangan hams mengungkapkan informasi

yang mempakan gambaran entitassecara umum.

17. Untuk membantu pemahaman para pembaca laporan keuangan,

perlu ada penjelasan awal mengenai balk entitas pelaporan maupun entitas akuntansi

yang meliputi:

(a) Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta jurisdiksi tempat entitas

tersebut berada;

(b) Penjelasan mengenai sifatoperasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan

(c) Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan

operasionalnya.

Penyajian Informasi tentang Kebijakan Fiskaf/Keuangan dan Ekonomi

Makro

18. Catatan atas Laporan Keuangan hams dapat membantu pembaca

memahami reaiisasi dan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas

peiapofan ssxara keseiumhan, termasuk kebijakan tiskai/keuangan dan

kondisi ekonomimakro.

19. Untuk membantu pembaca Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan

Keuangan harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan

seperO bagaimana perkembangan reaiisasi dan posisi keuangan/fiskal entitas akuntansi

dan entitas pelaporan serta bagaimana hal tersebut tercapai.

20. Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, entitas

akuntansi dan entitas pelaporan harus menyajikan informasi mengenai perbedaan yang

penting mengenai reaiisasi dan posisi keuangan/fiskal periode berjalan bila dibandingkan
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dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengananggaran, dan denganrencana lainnya

sehubungan dengan realisasi anggaran. Termasuk dalam penjelasan perbedaan adalah

perbedaan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan anggaran

dibandingkan dengan reallsaslnya.

21. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam Catalan atas Laporan

Keuangan adalah kebijakan-kebijakan Pemerlntah Daerah dalam peningkatan

pendapatan, efisiensi belanja dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.

Misalnya penjabaran rencana strategis dalam kebijakan penyusunan APBD, sasaran,

program dan prioritasanggaran, kebijakan intensifikasi/ekstensifikasi pajak daerah.

22. Ekonomi makro yang periu diungkapkan daiam Catalan atas Laporan

Keuangan adaiah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam

penyusunan APBD berikut tingkat capaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara

lain Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi,

tingkat inflasi, niiai tukar, harga minyak, dan tingkat suku bunga.

Penyajian Iktisar Pencapaian Target Keuangan Seiama Tahun Peiaporan

Berikut Kendaia dan Hambatan yang Dihadapi dalam Pencapaian Target

23. Catatan atas Lapotan Keuangan harus dapat

mepjeiaskan perubahan anggaran yang penting seiama periode berjatan

dibandingkan dengan anggaran yang pertama kaii disetujui oieh DPRD,

hambatan dan kendaia yang ada daiam pencapaian tatget yang teiah

ditetapkan, serta masaiah iainnya yang dianggap periu oieh manajemen

entitas akuntansi dan entitas peiaporan untuk diketahui pembaca iaporan

keuangan.

24. Dalam satu periode peiaporan, dikarenakan alasan dan kondisi

tertentu, entitas akuntansi dan entitas peiaporan mungkin melakukan perubahan

anggaran dengan persetujuan DPRD. Agar pembaca laporan keuangan dapat mengikuti

kondisi dan perkembangan anggaran, penjelasan atas perubahan-perubahan yang ada,

yang disetujui oieh DPRD, dibandingkan dengan anggaran pertama kali disahkan akan

membantu pembaca dalam memahami kondisi anggaran dan keuangan entitas akuntansi

dan enb'tas peiaporan.

25. Ikhtisar pencapaian target keuangan merupakan

perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana yang tertuang

daiam APBD dengan reaiisasinya.

26. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja

keuangan Pemerlntah Daerah dalam mereaiisasikan potensi pendapatan-LRA dan

alokasi beianja yang teiah ditetapkan dalam APBD.

27. Ikhtisar ini disajikan balk untuk pendapatan-LRA, belanja, maupun

pembiayaan dengan struktur sebagai berikut;

(a) nilai target total;
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(b) nilai realisasi total;

(c) prosentase perbandlngan antara target dan realisasi; dan

(d) alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi.

28. Untuk membantu pembaca laporan keuangan, manajemen entitas akuntansi

dan entitas pelaporan mungkin merasa perlu untuk memberikan informasi keuangan

lainnya yang dianggap perlu untuk diketahui pembaca, misalnya kewajiban yang

memerlukan ketersediaan dana dalam anggaran periode mendatang.

Dasar Penyajian Laporan Keuangan dan Pengungkapan Kebijakan

Akuntansi Keuangan

29. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi

mengungkapkan dasar penyajian iaporan keuangan dan kebijakan

akuntansidaiam Catalan atas Laporan Keuangan.

Asumsi Dasar Akuntansi

30. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu

yang mendasari penyusunan iaporan keuangan, biasanya tidak periu

diungkapkan s^ara spesitik. Pengungkapan diperiukanjika entitas akuntansi

dan entitas peiaporan tidak mengikuti asumsi atau konsep tersebut dan

disertaiaiasan dan penjeiasan.

31. Sesualdengan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi, asumsi dasar dalam

pelaporan keuangan di llngkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima
sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktlkan agar kebijakan akuntansi dapat

diterapkan, yang terdiri dari:

(a) Asumsi kemandlrian entitas;

(b) Asumsi keslnambungan entitas; dan

(c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang {monetary measurement^.

32. Asumsi kemandlrian entitas beraif bahwa setlap unit organisasi

dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk

menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi

Pemerintah Daerah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi

ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya

dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan

sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas

kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi

akibat keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

33. Laporankeuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akuntansi dan entitas

pelaporan akanberlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan

tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

VII-7



34. Laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan hams

menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

Hal In! diperlukan agar memungkinkan dllakukannya anaiisis dan pengukuran dalam

akuntansi.

Pengguna Laporan Keuangan

35. Pengguna/pemakai laporan keuangan Pemerintah Daerah

metlputi:

(a) Masyarakat;

(b) Para wakHtakyatf tembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;

(c) Pihak yang member! atau yang berperan dalam proses donas!, Investasi,

dan pinjaman; dan

(d) Pemerintah Pusatdan Pemerintah Provinsi.

36. Para pemakai/pengguna laporan keuangan membutuhkan keterangan

kebijakan akuntansi terplllh sebagal baglan dari InformasI yang dibutuhkan, untuk

membuat penllaian, dan keputusan keuangan dan keperluan lain. Mereka tidak dapat

membuat penllaian secara andal jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan

jelas kebijakan akuntansi terplllh yang penting dalam penyusunan laporan keuangan.
37. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan

agar laporan keuangan tersebut dapat dimengertl. Pengungkapan kebijakan tersebut

mempakan baglan yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang sangat membantu

pengguna/pemakal laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang
tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen laporan
reallsasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan
operaslonal, laporan ams kas, atau laporan pembahan ekultas terbias dari

pengungkapan kebijakan terplllh.

Kebijakan Akuntansi

38. Pertimbangan dan/atau pemiUhan kebijakan akuntansi periu

dis^uaikan dengan kondisi entitas peiaporan. Sasaran piiihan kebijakan
yang paling tepat akan menggambarkan reaiitas ekonomi entitas

pelaporan secara tepatdalam bentukkeadaan keuangan dan kegiatan.

39. Empat pertimbangan pemlllhan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang
paling tepatdan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

(a) Pertimbangan Sehat

(b) Ketldakpastlan melingkupl banyak transaksl,

Hal tersebut seharusnya diakul dalam penyusunan laporan keuangan. SIkap hati- hati
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tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

(c) Substansi Mengungguli Bentuk.

Transaksidan kejadian lainharus dipertanggungjawabkandan disajikan sesuai dengan

hakekat transaksi dan reallta kejadian, tidak

semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

(d) Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup materiai

yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan- keputusan.

40. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus

mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang

digunakan oieh entitas peiaporan dan metode-metode penerapannya yang

setara material mempengaruhi penyajian Laporan Reaiisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saido Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasionai,

Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapanjuga harus

meiiputi pertimbangan-perdmbangan panting yang diambii daiam memiiih

prinsip-prinsip yangs^uai.

41. Secara umum, kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan

Keuangan menjeiaskan hai-haiberikut ini:

(a) Endtasakuntansi/endtaspeiaporan;

(b) Basisakuntansi yang mendasari penyusunan iaporan keuangan;

(c) Dasarpengukuran yang digunakan daiam penyusunan iaporan keuangan;

(dJSedap kebijakan akuntansi tertentu yang diperiukan untuk memahami

iaporan keuangan.

42. Diungkapkannya entitas peiaporan daiam kebijakan akuntansi

adalah untuk menyatakan bahwa entitas yang berhak membuat kebijakan akuntansi

hanyaiah entitas peiaporan. Entitas akuntansi hanya mengikuti kebijakan akuntansi yang

ditetapkan oieh enbtas peiaporan di atasnya. Ketiadaan informasi mengenai entitas

peiaporan dan komponennya mempunyai potensi kesaiahpahaman pembaca daiam

mengidentifikasi permasaiahan yang ada.

43. Walaupun Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi telah menyarankan

penggunaan basis akuntansi tertentu untuk penyusunan laporan keuangan Pemerintah

Daerah, pemyataan penggunaan basis akuntansi yang mendasari laporan keuangan

Pemerintah Daerah semestinya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemyataan tersebut juga termasuk pemyataan kesesuaiannya dengan Kerangka

Konseptual Kebijakan Akuntansi. Hal ini akan memudahkan pembaca iaporan tanpa harus

melihat kembali basis akuntansi yang tertera pada Kerangka Konseptual Kebijakan

Akuntansi.
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44. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui dasar-dasar pengukuran

yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apablla leblh dati

satu dasar pengukurandigunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi

yang disajikan harus cukup memadal untuk dapat menglndlkasikan aset dan kewajiban

yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.

45. Dalam menentukan perlu tidaknya suatu kebljakan akuntansi

diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan manfaat pengungkapan tersebut

dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam

laporan keuangan. Pertlmbangan dalam paragraf 39 dapat dijadikan pedoman dalam

mempertimbangkan kebljakan akuntasi yang perlu diungkapkan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi yang perlu dipertlmbangkan untuk disajikan antara lain:

(a) Pengakuan pendapatan-LRA;

(b) Pengakuan pendapatan-LO;

(c) Pengakuan belanja;

(d) Pengakuan beban;

(e) Prinslp-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;

(f) InvestasI;

(g) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;

(h) Kontrak-kontrak konstruksl;

(i) Kebljakan kapltallsasi pengeluaran;

0) Kemitraan dengan plhak ketiga;

(k) Biaya penelitlan dan pengembangan;

(I) Persediaan, balk yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiii;

(m) Pembentukan dana cadangan;

(n) Pembentukan dana kesejahteraan pegawai; dan

(o) Penjabaran mata uang asing dan llndung nilal.

46. Setiap entitas perlu mempertimbangkan jenis keglatan- keglatan dan

kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Sebagai contoh, pengungkapan Informasi untuk pengakuan pendapatan pajak, retrlbusi
dan bentuk- bentuk lalnnya darl luran wajib, penjabaran mata uang asIng, dan perlakuan

akuntansi terhadap selislh kurs.

47. Laporan keuangan seharusnya menunjukkan hubungan
angka-angka dengan perlode sebelumnya. Jlka perubahan kebljakan akuntansi
berpengaruh material, perubahan kebljakan dan dampak perubahan secara kuantitatif
harus diungkapkan.

48. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyaipengaruh
material daiam tahun perubahan juga harus diungkapkan Jika berpengaruh
xcara material terhadap tahun- tahun yangakan datang.
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Penyajian Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos yang Disajikan

pada Lembar Muka Laporan Keuangan

49. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyagikan

rincian dan pen^iasan atas masing-masing pos daiam Laporan Reaiisasi

Anggaran, Laporan Perubahan Saido Anggaran Lebih, Neraca, Laporan

Operasionaif LaporanArus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

50. Penjelasan atas Laporan Reaiisasi Anggaran disajikan untuk pos

pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut:

(a) Anggaran;

(b) Reaiisasi;

(c) Prosentase pencapaian;

(d) Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan reaiisasi;

(e) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(f) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang

lalu;

(g) Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;

(h) Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi,

dan fungsl;

(i) Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan

0) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

51. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk

Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa

Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan

pembukuan tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

(c) Rincian yang diperlukan; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yangdiperlukan.

52. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan

beban dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandingan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang

lalu;

(c) Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;

(d) Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi,
dan fungsl; dan

(e) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
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53. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas

dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandlngan dengan periodeyang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

(c) RInclan leblh lanjut atas maslng-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka

panjang, aset tetap, aset lalnnya, kewajiban jangka pendek, kewajlban jangka

panjang, dan ekuitas; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

54. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari

aktivitas operasi, aktlvitas Investasi aset non keuangan, aktivltas pembiayaan,

dan aktivitas nonanggaran dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandlngan dengan periode yang lalu;

(b)Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;

(c) Rindan leblh lanjut atas atas masing-masing akun dalam masing-

masing aktivitas; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

55. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal

periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar,
danekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:

(a) Perbandlngan dengan periode yang lalu;

(b) Penjelasan atas perbedaan antara periode beijalan dan periode yang lalu;

(c) Rindan yang diperlukan; dan

(d) Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi

dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerlntahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

56. Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikaninformasiyang

diharuskan dan dianjurkan oieh Kebijakan Akuntansi dan/atau Pernyataan
Standar Akuntansi Pemerlntahan serta pengungkapan-pengungkapan lain
yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan^ seperti
kewajiban kontinjensidankomitmen-komitmen lain. Pengungkapan informasi
dalam CatatanatasLaporan Keuangan harusdapatmemberikaninformasilain
yang beium disajikan dalam bagian lain laporan keuangan.
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57. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan,

beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak panting

bag! entltas pelaporan dan entltasakuntansi tidak dapat disajikan dalam lembar

muka laporan keuangan, seperti kewajiban kontljensl. Untuk dapatmemberlkan gambaran

yang leblh lengkap, pembacalaporan perludilngatkan kemungkinan akan teijadlnyasuatu

perltiwa yang dapat mempengaruhi kondlsl keuangan entltas pelaporan dan entltas

akuntansi pada peiiode yang akan datang.

58. Pengungkapan InformasI dalam catatan atas laporan keuangan

harus menyajikan InformasI yang tIdak mengulang rincian (misalnya rinclan

persedlaan, rinclan aset tetap, atau rinclan pengeluaran belanja) darl seperti

yang telah ditampllkan pada lembar muka laporan keuangan. Dalam beberapa kasus,

pengungkapan kebljakan akuntansi, untuk dapat menlngkatkan pemahaman pembaca,

harus merujuk ke rinclan yang disajikan pada tempat lain dl laporan keuangan. Dalam

kebljakan akuntansi pos aset tetap disebutkan dasar pengukuran adalah harga perolehan.

Penelitian terhadap akun-akun yang mendukung pos aset tersebut menunjukkan ada salah

satu akun aset dengan harga selain harga perolehan, karena aset dimaksud diperoleh dari

donasl.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

59. Catatan atas Laporan Keuangan juga harus

mengungkapkan informasi yang bUa tidak diungkapkan akan menyesatkan

baglpembaca laporan.

60. Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan kejadlan-kejadlan

penting selama tahun pelaporan, seperti:

(a) Penggantlan manajemen pemerlntahan daerah selama tahun benalan;

(b) Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksl oleh manajemen baru;

(c) Komltmen atau kontinjensi yang tIdak dapat disajikan pada Neraca;

dan

(d) Penggabungan atau pemekaran entltas tahun berjalan.

(e) Kejadlan yang mempunyai dampak soslal, misalnya adanya pemogokan yang harus

dltanggulangl Pemerlntah Daerah.

61. Pengungkapan yang dlwajibkan dalam tlap kebljakan

akuntansi berlaku sebagal pelengkap kebljakan Ini.

SUSUNAN

62. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan

membandlngkannya dengan laporan keuangan entltas lainnya, Catatan atas Laporan

Keuangan blasanya disajikan dengan susunan sebagal berikut:
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(a) Kebljakan keuangan daerah, pencapaian target Peraturan Daerah tantang APBD;

(b) Ikhtisar pencapaian kinetja keuangan;

(c) Kebljakan akuntansi yang penting:

I. Entitas pelaporan atau entitas akuntansi;

ii.Basisakuntansi yang mendasari penyusunan iaporan keuangan;

iii.Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Iaporan keuangan;

iv.Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan

ketentuan-ketentuan Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu

entitas pelaporan atau entitas akuntansi;

V. Seb'ap kebljakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami Iaporan

keuangan.

(d) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

i. Rindan dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;

ii. Pengungkapan infbrmasi yang diharuskan oleh Kebljakan Akuntansi

dan/atau Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam

lembar muka Laporan Keuangan.

(e) Infbrmasi tambahan lainnya, yang diperlukan seperti gambaran umum

daerah.

TANGGAL EFEIOIF

€3. Kebtjakan Akuntansi ini beriaku efektif secara beitahap untuk

laporan keuangan pertanggungjawal^n pelaksanaan anggaran Pemerintah

Kabupaten Luwumulai TahunAnggaran 2015.

BUP ill LUWU,

A. MUD^KKAR
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LAMPIRANVIII : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 68TAHUN 2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBUAKAN AKUNTANSI NOMOR 8

AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

Paragraf-paragrafyang ditulls dengan hurufteba! dan miting adalah
paragrafkebgakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf
pendeiasan yang dituHs dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptua!
KebyakanAkuntansiPemertntah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan-LRA adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi atas pendapatan dan InformasI lalnnya dalam rangka memenuhl tujuan

akuntabilltas sebagalmana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Perlakuan akuntansi pendapatan-LRA mencakup definisi, pengakuan,

pengukuran dan pengungkapan pendapatan

Ruang Lingkup

3. Kebijakan in! diterapkan dalam penyajlan Laporan RealisasI Anggaran

yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

4. Kebijakan inl berlaku untuk setlap entltas akuntansi dan entitas

pelaporan, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan

daerah.

MANFAAT INFORMASI AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

5. Akuntansi pendapatan menyediakan InformasI mengenal reallsasi

pendapatan darl suatuentltas akuntansl/entltas pelaporan. InformasI tersebut berguna bag!

para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenal sumber-sumber

daya ekonoml, akuntabilltas dan ketaatan entltas akuntansi dan entltas pelaporan

dengan :

(a) Menyediakan InformasI mengenal sumber daya ekonomi;

(b) Menyediakan InformasI mengenal reallsasi anggaran secara

menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah

Daerah dalam hal efisiensl dan efektlvltas perolehan pendapatan.
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6. Akuntansi pendapatan menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi

sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah

daiam periode berkenaan. Akuntansi pendapatan dapat menyediakan informasi kepada para

pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:

(a) telah diiaksanakan sesuai dengan APBD; dan

(b) telah diiaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

7. Berikut ini adatah istHah-istilah yang digunakan daiam kebijakan

akuntansidengan pengettian:

Anaaaran Pendaaatan dan Beiania Daerah fAPBD) adaiah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oieh Dewan

Perwakiian RakyatDaerah.

AzasBruto adatah suatuprinsip yang tidakmemperkenankanpencatatan

secara neto penerimaan seteiah dikurangi pengeiuaran pada suatu unit

organisasi atau ddak memperkenankan pencatatan pengeiuaran seteiah

diiakukan kompensasiantara penerimaan dan pengeiuaran.

BasisKasadaiah basisakuntansiyang mengakuipengaruh transaksi dan

peristiwa iainnya pada saatkas atausetara kas diterima atau dibayarkan.

Entitas Akuntansi adaiah SKPD dan BUD dan oieh karenanya

wpfib menyeienggarakan akuntansi dan menyusun iaporan keuangan untuk

digabungkanpada enUtaspeiaporan.

Entitas Peiaooran adaiah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan iaporan

pertanggungjawaban berupa iaporan keuangan.

Kas Daerah adaiah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oieh Bupati untuk menampung seiuruh penerimaan daerah dan membayar

seiuruhpeng^uaran daerah.

Kebiiakan akuntansi adaiah prinsip-prinsipf dasar-dasar,

konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesitik yang di/riiih

oieh suatit entitas peiaporan daiam penyusunan dan penyajian iaporan

keuangan.

Kurs adaiah rasio pertukaran dua mata uang.

Pendaoatan-LRA adaiah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Daerah yang menambah Saido Anggaran Lebih daiam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan

tidakperiu dibayarkembaiioieh Pemerintah Daerah.

Pembiavaan ffinanclna'^ adaiah setiap penerimaan yang periu diimyar

kembaii dan/atau pengeiuaran yang akan diterima kembaii, baik pada tahun

anggaran bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, yang
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dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk

menutup defisitatau memanfaatkan surplus anggaran.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seturuh atau sebagian

modatnya dimUikioleh Pemerintah Daerah.

Rekenina Kas Umum Daerah adalah rekenlng tempatpenyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan

daerah dan membayarseluruhpengeluaran daerahpada bankyang dlt^pkan.

Pendaoatan Transfer adalah penerimaan uang dari entltas pelaporan

lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana

bagihasUdaripemerintah provinsL

KLASIFIKASI PENDAPATAN-LRA

8. Pendapatan-LRA diklaslfikaslkan menurut jenispendapatan.

9. Pendapa^n daerah diklaslrikaslkan menurut:

(a) untsan pemerintahan daerah;

(b) organlsasl; dan

(c) kelompok.

10. KlaslflkasI kelompokakun keuangan dirindmenurut:

(a)jenls;

(b) obyek; dan

(c)rindan obyekpendapatan.

11. Pendapatan daerah diklaslfikaslkan menurutkelompokpendapatan

yang terdlrldari :

(a) PendapatanAsH Daerah,

(b) Pendapatan Transfer, dan

(c) Laln-lain Pendapatan ^ngSah.

12. Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang

terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

diplsahkan, dan Iain-Iain pendapatan asli daerah yang sah.

13. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirind menurut obyek pendapatan

sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

14. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diplsahkan dirind menurut

obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan

milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

negara/BUMN, dan bagian labaatas penyertaan modal pada perusahaan milik swastaatau

kelompokusaha masyarakat.

15. Jenis Iain-Iain pendapatan asli daerah yang sah dirind menurut obyek

pendapatan yang antara lain mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak

diplsahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganW kerugian daerah,

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau
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pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai

tukar rupiah terhadap mata uangasing, pendapatandendaatas keterlambatan pelaksanaan

pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil

eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengemballan, fasllltas sosial dan fasllltas umum,

pendapatan dari penyelenggaraan pendidlkan dan pelatlhan, pendapatan dari

angsuran/dcilan penjualan, dan Iain-Iain pendapatan.

16. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas

pelaporan tain, misalnyapenerimaan dana perimbangan daripemerintahpusat

dan dana bag! hasUdaripemerintah provinsi.

17. Kelompokpendapatan transfer terdiriatas:

(a) TransferPemerintah Pusat-Dana Perimbangan;

(b) TransferPemerintah Pusat Lainnya; dan

(c) TransferPemerintah Provinsi.

18. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan terdiri dari jenis pendapatan:

(a) Dana Bagi Hasil;

(b) Dana Alokasi Umum; dan

(c) Dana Alokasi Khusus.

19. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang

mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

20. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek

pendapatan dana alokasi umum.

21. Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut obyek

pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

22. Kelompok Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri atasobyek pendapatan

dana penyesuaian dan dana otonomi khusus.

23. Kelompok Transfer Pemerintah Provinsi merupakan dana bagi hasil
pajak dan bagi hasil lainnya dari provinsi.

24. Keiompok Lain-iain Pendapatan yang Sah dibagi

menurutjenispendapatan yang terdiriatas ;

(a)Hibah;

(b) Dana Darurat; dan

(c) Pendapatan Lainnya.

25. Kelompok pendapatan hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah

lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/
perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.

26. Kelompok dana darurat berasal dari pemerintah dalam rangka

penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.

27. Kelompok pendapatan lainnya antara lain berupa bantuan keuangan dari

provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
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PENGAKUAN

28. Pengakuan pendapatan adalah sebagaiberikut:

(a) Pendapatan diakul pada saat diterima di Rekening Kas Umum

Daerah untukseluruh transaksi BUD.

(b) Pendapatan diakui pada saat diterima oieh

Bendahara Penerimaan SKPD untukseluruh transaksiSKPD.

(c) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan

Isrsebutditerima oieh bendahara BLUD.

29. Dengan mempertimbangkan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungslonal

yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD,

yang secara fungslonal bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada PPKD

selaku BUD.

30. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersedlaan

digunakan dalam pengertian derajat kepastlan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang

berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengallr ke Pemerlntah Daerah dalam

perlode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untukmembayar

kewajiban pada perlode anggaran yang bersangkutan. Konsep Inl diperlukan dalam

menghadapi ketidakpastlan llngkungan operasional Pemerlntah Daerah. Pengkajian atas

keterukuran dan ketersedlaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan

dilakukan atas dasar buktl yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan

Pemerlntah Daerah.

31. Pencatatan dari setiapJenis pendapatan dan masing- masing niiai

pendapatannya dicatatsampai dengan rincian obyek.

32. Pengembaiian yang sifatnya sistemik (normal) dan beruiang

(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan
maupun pada periode sebeiumnya dibukukan sebagai pengurang

pendapatan-LRA.

33. Koreksi dan pengembaiian yang sifatnya tidak

beruiang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada
periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang
pendapatan-LRA padaperiode yangsama.

34. Koreksi dan pengembaiian yang sifatnya tidak
beruiang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yangterjadi pada
periode sebeiumnya dibukukan sebagai pengurang Saido Anggaran Lebih

pada periode ditemukannya koreksi danpengembaiian tersebut.

35. AkuntansI pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan

pertanggungjawaban sesual dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendallan bagi
manajemen Pemerlntah Daerah, balk yang dicatat oieh SKPD maupun BUD.
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Transaksi Pendapatan Dalam Bentuk Barang Dan/Jasa

36. Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dllaporkan dalam

LRA melalnkan harus dllaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh

transaksi berwujud barang adalah hibah dalam wujud barang, dan barang rampasan.

37. Transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tIdak dllaporkan dalam LRA

melalnkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

38. Biaya-biaya transaksi pendapatan dalam wujud barang yang menghasllkan

aset tetap dikapltalisasi ke dalam nllal perolehan barang yang diperoleh.

PENGUKURAN

39. Akuntansi pendapatan-LRA ditaksanakan tjerdasarkan azas brutx>,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumiah

netonya (se^iah dikompensasikan dengan pengeiuaran).

40. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nllal nominal kas

yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaltu

pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan

untuk memperoleh pendapatan tersebut.

41. Dalam hai besaran pengurang terhadap pendapatan- LRA bruto

(biaya) bersifyt variabei terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat

dianggarkan teriebih dahuiu dikarenakan proses beium ^iesai, maka asas

bruto dapatdikecuaiikan.

42. Pengecuallan azas bruto dapat terjadi jlka penerimaan kas darl pendapatan

tersebut leblh mencermlnkan aktlvltas plhak lain darl pada Pemerintah Daerah atau

penerimaan kas tersebut berasal darl transaksi yang perputarannya cepat, volume

transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

PENYAJIAN

43. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apablla penerimaan kas

atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asIng tersebut menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

44. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan

Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:
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(a) Peneiimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhlmya tahun

anggaran.

(b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang

bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

(c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapalnya target penerlmaan pendapatan

daerah.

(d) Informasi lalnnya yang dianggap perlu.

TANGGAL EFEIOIF

45. Kebljakan Mcuntansi ini beHaku efektif secant bertahap unWk

laponin keuangan pettanggungjawaban pelaksanaan angganm Pemerintah

Kabupaten Luwu mutai TahunAnggantn 2015.

BUPA LUWU,

KKAR

Lampiran VIII - 7



PERATURAN BUPATILUWU

NOMOR: 68TAHUN 2014

KEBDAKAN AKUNTANSIPEMERINTAH DAERAH
NOMOR 9

AKUNTANSI PIUTANG



LAMPIRANIX : PERA7URAN BUPATI LUWU
NOMOR : 68TAHUN 2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBUAKAN AKUNTANSI NOMOR 9

AKUNTANSI PIUTANG

Paragraf-paragtaf yang ditulis dengan huruf tsbal dan miring adaiah

paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca daiam konteks

paragraf-paragraf pepjeiasan yang dituiis dengan huruf biasa dan Keiangka

KonseptuaiAkuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adaiah untuk mengatur

peiiakuan akuntansi piutang yang dianggap perlu disajikan daiam laporan

keuangan.

2. Perlakuan akuntansi piutang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan

pengungkapan piutang.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan daiam penyajian seiuruh piutang daiam iaporan

keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan ini beriaku untuk sehap entitas akuntansi dan

entitas peiaporan, yang memperoieh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk

perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Bertkut ini adaiah istiiah-istiiah yang digunakan daiam kebijakan

akuntansidengan pengerdan:

Anaaaran merupakan pedoman tindakan yang akan diiaksanakan Pemerintah

Daerah meiipud rencana pendapatan, beiatga, transfer, dan

pembiayaan yang diukur daiam satuan rupiah, yang disusun menutut kiasidkasi

tertentusecara sistemads untuksatuperiotte.

Anaaaran Pendaoatan dan Beiania Daerah fAPBD) adaiah rencana keuangan

tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oieh Dewan Perwakiian

Rakyat Daerah.

Basis akruai adaiah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

petisdwa iainnya pada saat transaksi dan perisdwa itu terjadi,

tanpa mempethadkan saatkas atau setara kas diterima atau dibayar.



Ekuitas adalah kekayaan bersih P&nerlntah Daerah yang merupakan seUsih

antata asetdan kewajiban Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi adalah SKPD dan BUD tian oleh katenanya wajib

menyetenggarakan akuntansi dan menyusun taporan keuangan untuk

digabungkanpada enUtaspelaporan.

Entitas Petaaoran adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajIb menyampaUcan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Kemltraan adalah petjanjian antara dua fihak atau leblh yang mempunyal

komltmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendallkan bersama dengan

menggunakan asetdan atau hak usaha yang dimllikl.

Pemblavaan fflnaneina) adalah setiap penerimaan yang periu dibayar kemball

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembalh balk pada tahun anggaran

bersangkutan maupun tahun- tahun anggaran berikutnya, yang dalam

penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup

deflsitatau memanfaatkan surplusanggaran.

Piutana transfer adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran

dari entitaspelaporan lain sebagaiakibatperaturanperundang-undangan.

Rekenlna Kas Umum Daerah adalah rekening tempatpenylmpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untukmenampungseluruh penerimaan daerah dan

membayarseluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI PIUTANG

5. Plutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah

Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinllal dengan uang
sebagai akibat petjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atauakibat lainnya yang sah.

6. Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaltu plutang jangka

pendek dan plutang jangka panjang. Plutang jangka pendek merupakan kelompok aset

lancar sedangkan plutanng jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

7. Plutang Jangka pendek diharapkan pengemballannya

diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Jangka waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan. Piutang Jangka panjang diharapkan
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pengembaliannya diterima oleh P&nerintah Daerah dalam jangka waktu

lebih dart 12 (dua betas) bulan setetah tangga!petaporan.

8. Berdasarkan peristiwa yang mendasari, piutang jangka pendek dibedakan

menjadi:

(a) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(b) Piutang berdasarkan perlkatan perjanjian;

(c) Piutang berdasarkan transfer pemerlntahan;

(d) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugl; dan

(e) Piutang berdasarkan peristiwa lalnnya.

9. Piutang berdasarkan peraturan perundangan-undangan antara lain berdasarkan

Undang-undang Pajakdan RetrlbusI Daerah mellputi piutang pajak daerah, piutang retrlbusi

daerah, piutang denda pajak daerah, dan piutang denda retrlbusi daerah.

10. Piutang berdasarkan peiikatan perjanjian antara lain karena adanya

pemberlan pinjaman, transaksl juai bell, kemltraan dengan plhak lain, pemberian

fasllltas/jasa kepada plhak lain, atau adanya transaksl dibayar dimuka.

11. Piutang berdasarkan transfer antar pemerlntah antara lain mellputi piutang

DAD, piutang DAK, dan piutang Dana BagI Hasll.

12. Piutang berdasarkan tuntutan gantI rugl, merupakan piutang atas keruglan

Negara sering disebut sebagal piutang Tuntutan Ganti Rugl (TGR) dan Tuntutan

Perbendaharaan (TP).

13. Piutang berdasarkan peristiwa lalnnya, merupakan piutang yang disebabkan

karena terjadlnya peristiwa selain pada paragraf 8 hurufa, b, c, dan d.

14. Piutang jangka panjang dapat berupa:

(a) Piutang yang terjadi karena kurang bayar dan ketetapan kurang

bayarnya meleblhl 12(dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(b) Piutang jangka panjang karena perlkatan. Dalam perlkatan tersebut terdapat angsuran

pembayaran piutang dan bunganya.

PENGAKUAN

15. Piutang dlakui pada saat hak untuk memperolehpendapatan

telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum

ditertma di rekening kas umum daerah.

16. Pengakuan piutang jangka pendek dibedakan atas peristiwa yang

mendasarlnya.

17. Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus didahulul

dengan pengakuan terhadap pendapatan yang terkalt. MIsalnya piutang pajak

daerah merupakan piutang yang timbul darl pendapatan pajak daerah oleh sebab itu
pengakuan piutang pajak daerah harus didahulul dengan pengakuan terhadap
pendapatan pajak daerah. Untuk dapat diakul sebagal piutang, maka harus dipenuhl kriteria:

(a) Telah diterbltkan surat ketetapan; dan/atau
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(b)Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan

18. Piutang berdasarkan perikatan dapat diakui sebagai piutang, apabila memenuhi

kriteria :

(a) Harus didukung dengan naskah petjanjian yang menyatakan hak

dan kewajiban secara jelas;

(b) Jumlah piutang dapat diukur;

(c) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;

(d) Belum diiunasi sampai dengan akhir periode pelaporan;

19. Piutang Transfer antar Pemerintahan dapat diakui bila memenuhi kriteria

berikut:

(a) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH), apabila alokasi definitif jumlah yang

menjadi hak Daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Keuangan, tetapi masih ada hak daerah yang bersangkutan belum dibayarkan sampai

dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat

sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

(b) Piutang Dana Alokasi Umum, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah

DAD yang belum ditransfer Pemerintah Pusat, yaitu perbedaan antara total

alokasi DAD menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam

satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang

oleh Pemerintah Daerah, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta

menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

(c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila Pemerintah Daerah telah

menyampaikan klaim pembayaran yangtelah diverifikasi olehPemerintah Pusatdan telah

ditetapkan jumlah definib'fnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran,
maka Pemerintah Daerah dapat mencatat kiaim yang belum ditransfer

Pemerintah Pusat tersebut sebagai Piutang DAK.

(d) Piutang Bagi Hasii Dari Provinsi, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian

Pemerintah Daerah telah ditetapkan daiam Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih
ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun
anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh

Pemerintah Daerah.

(e) Piutang Transfer Antar Daerah, apabila jumlah/nilai definitif jumlah yang menjadi
hak Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat
Keputusan Kepala Daerah, belum dibayarkan sampai dengan akhir periode pelaporan,
maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang Pemerintah
Daerah.

20. Dang Muka Beban/Beban Dibayar di Muka diakui pada saat terjadinya
pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah untuk pembayaran Dang Muka
Beban/Beban Dibayar di Muka.

21. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dapat diakui biia telah memenuhi
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kriteria;

(a) Telah ditandatanganinya Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak

(SKTJM); atau

(b) Telah diterbltkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantlan Keruglan

Sementara (SKP2KS) kepada plhak yang dikenakan tuntutan Ganti

Keruglan Daerah.

22. Pengakuan piutang jangka panjang dilakukan pada saat pelaporan per tanggal

neraca, dengan menentukan jangka waktu pengemballannya sesual dengan perikatan

dan atau surat ketetapan piutang.

PENGUKURAN

23. Piutang diukur dan dicatat sebesar nitai nominal

piutang yang belum dllunasl.

24. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan

perundang-undangan, di catat sebagai berlkut: alah sebagal berikut:

(a) Untuk metode offidal a^essment piutang dicatat sebesar nilai yang belum dllunasl

sampai dengan tanggal pelaporan sesual dengan surat ketetapan, surat keputusan

keberatan, putusan pengadllan, putusan penlnjauan kemball, surat penetapan

dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penaglhan

(b) Untuk self assessment dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima

pada akhir pelaporan sepanjang nilalnya dapat diukur secara pasti termasuk

didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.

25. Pengukuran piutang yang terjadi karena adanya perikatan perjanjian adalah

sebagal berlkut:

(a) Piutang pemberian pinjaman dinllal dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah,

dan/atau apablla berupa barang/jasa harus dinllal dengan nilai wajar pada tanggal

pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apablla dalam naskah perjanjian

pinjaman dlatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee,

dan/atau blaya-blaya pinjaman lainnya, maka pada akhIr periode pelaporan harus

diakul adanya bunga, denda, commitment fee, dan/atau blaya-blaya lainnya pada

periode beijalan yang terutang (yang belum dibayar) pada akhIr periode pelaporan.

(b) Piutang dari penjualan dicatat sebesar nllal sesual naskah perjanjian penjualan yang

terutang (belum dibayar) pada akhIr periode pelaporan. Apablla dl dalam perjanjian

dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nllal piutang harus dicatat sebesar

nllal berslhnya.

(c) Piutang dari kemltraan dicatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan

dalam naskah perjanjian kemltraan.

(d) Piutang dari pemberian fasllltas/jasa dicatat berdasarkan fasllitas atau jasa yang

telah diberikan oleh pemerlntah pada akhIr periode pelaporan, dikurangi dengan

pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
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(e) Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode

pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan

Pemerintah Daerah, dikurangi dengan uang muka yang telah dibayar Pemerlntah

Daerah.

26. Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat

sebesar nllal nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.

27. Pengukuran Piutang transfer antar pemerlntahan adalah sebagal berikut:

(a) Dana BagI Hasll dicatat sebesar nllal yang belum diterlma sampal dengan tanggal

pelaporan daii seb'ap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

(b) Dana AlokasI Umum dicatat sebesar jumlah yang belum diterlma, dalam hal terdapat

kekurangan transfer DAU darl Pemerlntah Pusat ke Pemerlntah Daerah;

(c) Dana AlokasI Khusus dicatat sebesar klalm yang telah diveriflkasi dan disetujul oleh

Pemerlntah Pusat.

28. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rug! dicatat sebesar nllal nominal yang

tercantum dalam Nllal SKTJM atau SKP2KS.

PENYAJIAN

29. Piutang disajikan pada Neraca.

30. Penyajlan piutang yang berasal darl peraturan perundang- undangan

merupakan tagihan yang hams dllunasi oleh para wajib pajak dan wajib retrlbusi pada

periode betjalan tahunberikutnya sehingga tidak ada piutang jenisIni yang melampaul satu

periode berikutnya. Piutang yang berasal darl peraturan perundang-undangan disajikan dl

neraca sebagal Aset Lancar.

31. Dalam penyajlan neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan baglan

lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya

dalam 12 (dua belas) setelah tanggal neraca dikelompokan dalam Aset lancar, sedangkan

piutang yang pengembaliannya leblh darl 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

dikelompokan pada Aset Non Lancar yaltu pada Kelompok Aset Lain- lain.

32. Untuk piutang yang dalam tertunggak tetapdisajikan sebagal Piutang padaAset

lancar dengan mengasumslkan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan

pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dllakukan

penylsihan sesual dengan umur plutangnya. Contohnya adalah penyajlan piutang ganti

keruglan daerah dllakukan sebagal berikut;

(a) Nllal yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditaglh dalam 12 (dua

belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM atau SKP2KS disajikan sebagal

piutang jangka pendek;

(b) Nllal yang akan dllunasi dl atas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan sebagal
piutang jangka panjang.

33. Untuk piutang yang sedang dalam penyelesalan sepeiti penghapusan piutang,
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penanaman modal negara, debt swap dicatat pada Aset Laln-laln.

34. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dllakukan reklaslflkasi dari

plutang jangka panjang ke plutang lancar karena jatuh tempo pengemballannya sudah

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

35. Plutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apablla plutang dalam mata uang

asing, maka plutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asIng tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal transaksl.

PENYISIHAN PIUTANG

36. Aset berupa plutang dl neraca harus terjaga agar nllalnya sama dengan nllal

berslh yang dapat direallsaslkan {net realizable value). Agar nllal plutang tetap

menggambarkan nllal berslh yang dapat direallsaslkan maka piutang-plutang (sebaglan atau

seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertaglh perlu djkeluarkan/disislhkan darl akun plutang.

37. Untuk menyajikan plutang dalam nllal berslhnya (net realizable

value) perlu dllakukan penllaian kualltas plutang dengan mempertlmbangkan

sekurang-kurangnya jatuh tempo plutang dan upaya penagihan

38. Penylslhan atas plutang yang tidak tertaglh diakul sebagai beban pada tahun

berjalan. Beban yang timbul dari plutang yang diperkirakan tidak tertaglh disebut sebagai

beban keruglan plutang.

39. penylslhan terhadap plutang pajak daerah yang tidak tertaglh dllakukan atas

kriteria sebagai berlkut;

(a) Lancar, apablla belum dllakukan pelunasan sampal dengan tanggal jatuh tempo yang

ditetapkan, penylslhan plutang tidak tertaglh 5%o (lima per mil).

(b) Kurang lancar, apablla belum dllakukan pelunasan 1 (satu) sampal dengan 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penylslhan

plutang tidak tertaglh 10% (sepuluh persen).

(c) DIragukan, apablla belum dllakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampal dengan 24 (dua

puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penylslhan plutang

tidak tertaglh 50% (lima puluh persen).

(d) Macet, apablla belum dllakukan pelunasan leblh dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penylslhan plutang tidak tertaglh 100% (seratus

persen).

40. penylslhan terhadap plutang retrlbusl daerah yang tidak tertaglh dllakukan atas

kriteria sebagai berlkut:

(a) Lancar, apablla belum dllakukan pelunasan sampal dengan tanggal jatuh tempo yang

ditetapkan, penylslhan plutang tidak tertaglh 5%o (lima per mli).

(b) Kurang lancar, apablla belum dllakukan pelunasan 1 (satu) sampal dengan 6 (enam)

bulan sejaktanggal jatuhtempo yang ditetapkan, penylslhan plutang tidak tertaglh 10%
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(sepuluh persen).

(c) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai dengan 12

(dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan,penyisihan

piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).

(d) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua beias)

bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih

100% (seratus persen).

41. penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak tertagih

dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

(a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang

ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%o (lima per mil).

(b) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai dengan 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan

piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).

(c) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua

puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang

ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).

(d) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau piutang telah diserahkan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderai Kekayaan Negara, penyisihan piutang tidak

tertagih 100% (seratus persen).

42. penyisihan terhadap piutang karena perikatan perrjanjian yang tidak

tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut;

(a) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang

ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%o (lima per mil).

(b) Kurang lancar, apabila dalamjangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, penyisihan piutang tidak tertagih 10%

(sepuluh persen).

(c) Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak

tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan,

penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).

(d) Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejaktanggal SuratTagihan

Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang

telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderai Kekayaan

Negara, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
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PENGHAPUSAN PIUTANG

43. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan

sifet dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara

umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tuna! (pelunasan)

atau penghapusan atas piutang dimaksud.

44. Piutang pajak dan piutang retrlbusi yang sudah kedaluawarsa dapat

dihapuskan. Penghapusan piutang pajak dan retrlbusi yang sudah kedaluawarsa

didasarkan pada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan

Piutang Retrlbusi.

45. Piutang selain piutang pajak dan piutang retrlbusi dapat dihapuskan secara

bersyarat dan mutlak. Penghapusan secara bersyarat merupakan penghapusan dari

pembukuan piutang Pemerlntah Daerah tanpa menghapuskan hak taglh daerah

{write dom). Penghapusan secara mutlak merupakan penghapusan hak taglh daerah

{write ofi).

46. Penghapusan piutang secara mutlak sebagalmana dimaksud pada paragraf 41,

dilakukan setelah penghapusan secara bersayarat.

47. Penghapusan piutang selain piutang pajak dan piutang retrlbusi didasarkan atas

peraturan perundang-undangan.

48. Pembayaran/pelunasanan terhadap piutang yang telah dihapuskan,

dicatat sebagal penerlmaan kas pada perlode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan

penerimaan pendapatan pajak/retribusl/baglan laba BUMD/Laln-lain PAD yang Sah

atau melalul akun Penerimaan Pemblayaan, tergantung dari jenis piutang.

INVENTARISASI PIUTANG UNTUK PELAPORAN

49. Nllal piutang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kejadian yang

berkaltan dengan piutang tersebut. Penyesuaian nllal piutang harus dilakukan dalam

hal adanya kejadian yang mengaklbatkan hak daerah berkurang atau bertambah atas

pendapatan daerah. Kejadian-kejadian yang dapat mengaklbatkan penyesuaian nllal piutang

antara lain;

(a) pembayaran/pelunasan;

(b) penundaan pelunasan piutang;

(c) pembatalan surat penetapan;

(d) keputusan pengadllan; atau

(e) kejadian iainnya yang dapat mengaklbatkan nllal piutang harus disesualkan.
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50. Penyesuaian nilai nominal dari piutang, hams didukung dokumen sumber yang
mengaklbatican penyesuaian nllal nominal dari piutang. Nilai nominal piutang diakui sebesar
dokumen sumber awal pengakuan piutang dikurangi atau ditambah sebesar selisih

nilai nominal yang tercantum pada dokumen sumber yang mengaklbatkan timbulnya

penyesuaian.

51. Nilai nominal piutang yang dilaporkan hams disajikan secara lengkap dalam

laporan keuangan. Oleh karena hal tersebut dan agar dapat dipertanggungjawabkan

keakuratannya, maka diperlukan suatu proses invetarisasi piutang secara periodlk terutama

pada akhlr periode pelaporan. Proses invetarisasi piutang tersebut dapat betjalan bila

dokumen sumber yang mempengamhi nilai nominal dari piutang diadministrasikan secara

balk.

PENGUNGKAPAN

52. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

(a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penllaian, pengakuan dan pengukuran

piutang;

(b) RIncian jenis piutang dan saldo menurut umur;

(c) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan

(d) Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jamlnan.

TANGGAL EFEKTIF

S3. Keb^akan Akuntansi ini bertaku efekOfsecara bertahap untuk iaporan

keuangan peitanggungjawal^n petaksanaan anggaran P&nerintah Kabupaten

Luwu muiai Tahun Anggaran 2015.

BUPA'

A. MUD2AKKAR
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LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATT LUWU

NOMOR : 68TAHUN2014

TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBUAKAN AKUNTANSI NOMOR 10

AKUNTANSI PERSEDIAAN

Paragraf-paragrafyang dituUs dengan hurufteba! dan miring adaiah

paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca daiam konteks paragraf-

paragraf penjeiasan yang dituiis dengan huruf biasa dan Kerangka

KonseptuaiAkuntansiPemerintah Daerah.

PENDAHULUN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adaiah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk persediaan dan informasi lainnya yang dianggap perlu

disajikan daiam laporan keuangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan daiam penyajian seiuruh

persediaan daiam iaporan keuangan untuk tujuan umum. Kebijakan

akuntansi ini diterapkan untuk seiuruh entitas akuntansi dan entitas

peiaporan tidak termasukperusahaan negara/daerah.

3. Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur:

(a) Persediaan bahan baku dan periengkapan yang dimiiiki proyek swakeiola

dan dibebankan ke suatu akun konstruksi daiam pengerjaan; dan

(b) Instrumen keuangan.

DEFINISI

4. Berikut adaiah istiiah-istiiah yang digunakan daiam

Kebijakan Akuntansidengan pengertian:

Aset adaiah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiiiki

oieh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa iaiu dan

dari mana maniaat ekonomi rian/atau sosiai dimasa depan diharapkan

dapat diperoiehf baik oieh Pemerintah Daerah maupun masyarakab serta



dapat diukur daiam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan

yang diperiukan untuk penyediaan Jasa bagi masyarakat untum dan

sumber-sumberdaya yang dlpellhara karena atasan sejarah dan budaya.

NHai walar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar.

Persediaan atialah aset lancar dalam bentuk barang atau pertengkapan

yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasiona! Pemerintah

Daerah, dan barang-barang yang dimalaudkan untuk dijua! dan/atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimIIIki oleh Pemerintah Daerah.

UMUM

5. Persediaan merupakan asetyang berwujud:

(a) Barang atau pertengkapan (supplies) yang digunalan dalam

rangka k^latan operaslonal Pemerintah Daerah;

(b) Bahan atau pertengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses

produksl;

(c) Barang dalam proses produksl yang dimaksudkan untuk dijualatau

diserahkan kepada masyarakat'

(d) Barang yang dislmpan untuk dijual atau diserahlam kepada

masyarakatdalam rangka kegiatan pemertntahan.

6. Persediaan mencakup barang atau pertengkapan yang dibeli dan

dislmpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti aiat tulis

kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang

bekas pakai seperti komponen bekas.

7. Dalam hai Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan

juga meiiputi barang yang digunakan daiam proses produksl seperti bahan baku

pembuatan aiat-aiat pertanian.

8. Barang hasil proses produksl yang belum selesai dicatat sebagai

persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
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9. Persediaan dapat meliputi:

a. Barang konsumsi;

b. Barang pakai habis;

c. Barang cetakan;

d. Perangko dan materai;

e. Obat-obatan dan bahan farmasi;

f. Amunisi;

g. Bahan untuk pemeliharaan;

h. Sukucadang;

i. Persediaan untuk tujuan strategls/berjaga-jaga;

j. Pita cukal dan leges;

k. Bahan baku;

I. Barang dalam proses/setengah jadi;

m.Tanah/bangunan/barang lalnnya untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat.

n. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat

10. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan

cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan

berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misainya beras), barang-barang dimaksud

diakui sebagai persediaan.

11. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.

12. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak diiaporkan daiam

neraca, tetapi diungkapkan daiam Catatan atas Laporan Keuangan.

PENGAKUAN

13. Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat

ekonomi masa depan diperoteh pemerintah dan mempunyai niiai atau

biaya yang dapat diukur dengan andai, (b) pada saat dH^rima atau

hak kepemiiikannya dan/atau kep&iguasaannya berpindah.

14. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoieh Pemerintah Daerah

(memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan

operasionai Pemerintah Daerah berupa aiiran pendapatan atau penghematan

belanja bagi Pemerintah Daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oieh bukti/dokumen yang dapat

diverlfikasi dan di daiamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga
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biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diveriflkasi, dan bersifat

netral). Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan

adalah faktur, kuitansi, dan Berita Acara Serah Terima (BAST).

15. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek

swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam

pengerjaan apablla sampal dengan tanggal pelaporan konstruksi belum

terselesaikan.

METODE PENCATATAN

16. Persediaan dicatat secara periodlk berdasarkan hasil Inventarisasi

fisik, meliputi persediaan yang nilal satuannya relatif rendah dan perputarannya

cepat, antara lain berupa barang konsumsl, barang pakai habis, barang cetakan,

obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenls.

17. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilal

satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku

cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang

lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk

dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya

PENGUKURAN

18. Pers^iaan disajikan sebesar:

(a) Hargapembelian apabUa diperoleh dengan pembeHan;

(b) Hatga pokok produksi apabHa diperoleh dengan memproduksi

sendiri;

(c) NUai wajar, apabHa diperoleh dengan cata iainnya seperddonasi/

mmpasan.

19. Persediaan pada akhir periode diniiai dengan

menggunakan:

(a) M^ode ihst in drstout (FIFO);

(b) HatgapembeHan terakhir;

(c) Niiai wajar.

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian

Persediaan menggunakan Metode RFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama),

kecuall Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya

menggunakan Metode RFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihl

jangka waktu / kadaluarsa.
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Contoh Pengisian Kartu Persediaan Metode FIFO atau MPK (masuk

peitama keluar peitama)

1 Tanggal 2 Januari 2014 melakukan pembelian kertas HVS 80 gr 10 rim @ Rp. 30.000,-

2 Tanggal 4 Januari 2014 melakukan pembelian kertas HVS 80 gr 10 rim @ Rp. 35.000,-

3 Tanggal 6 Januari 2014 dilakukan pemakaian kertas HVS 80 gr 15 rim

4 Tanggal 10 januari 204 melakukan pembelian kertas HVS 80 gr 15 rim @ Rp. 40.000,-

5 l^nggal 31 Januari 2014 dilakukan pemakaian kertas HVS 80 gr 3 rim

Nama : Kertas HVS 80 or
KARTU PERSEDIAAN

No. Kode

Tanggal
Diterima Dikeluarkan Saldo

Kuantitas Harga Satuan Jumlah Kuantitas Kuantitas

02 Januari 2014 10 30.000 300.000 10

04 Januari 2014 10 35.000 350.000 20

06 Januari 2014 15 5

10 Januari 2014 15 40.000 600,000 20

31 Januari 2014 13 7

Menghitung nilai persediaan dengan metode FIFO

1.250.000Jumlah pembelian Kertas HVS 80
Saldo akhir:

-15x40.000 =

- 2 X 35.000 =

Saldo akhir persediaan

Jumlah pemakaian persediaan

600.000

70.000

670.000

580.000

20. Persedian yang diniiai dengan harga pembelian terakhir yaitu:

(a) Unit persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam

jenis;

(b)Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan

untuk dijual;

(c) Barang konsumsi;

(d) Barang pakai habis;

(e) Barang cetakan;

(f) Perangko dan materai; dan

(g) Obat-obatan dan bahan farmasi.

21. Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan

masyarakat, diniiai dengan biaya perolehan masing-masing.
kepada
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22. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang

terkait dengan persediaan yang diproduksl dan biaya tidak langsung yang

dialokasikan secara sistematis.

23. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai

dengan menggunakan nilai wajar.

24. Harga/nilai wajar persediaan meliputi niiai tukar aset atau

penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan meiakukan

transaksi wajar {arm length bansaction).

BEBAN PERSEDIAAN

25. Beban persediaan dicatat sebesarpemakaian persediaan ^use of goodSyJ.

26. Penghitungan beban persediaan dilakukan daiam rangka penyajian

Laporan Operasionai.

27. Dalam hai persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran

pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai

dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

28. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran

pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara

saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode

penilaian yang digunakan.

PENGUNGKAPAN

29. Laporan keuangan mengungkapkan:

(a)Kebijakan akuntansi yang digunakan daiam pengukuran

persediaan;

(b) Penjeiasan iebih ianjut persediaan seperd barang atau

periengkapan yang digunakan daiam peiayanan masyarakab barang

atau periengkapan yang digunakan daiam proses produksb barang

yang disimpan untuk dfjuai atau diserahkan kepada masyarakat, dan

barang yang masih daiam proses produksi yang dimaksudkan untuk

dijua!atau di^rahkan kepada masyarakat; dan

(c) JeniSf jumiah, dan niiai persediaan daiam kondisi rusak atau usang.
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TANGGAL EFEKHF

30. Kebgalan Akuntansi in! bertaku ^iaktifsecara bertahap untuk

taporan keuangan atas pertanggungjawfaban petaksanaan anggaran

Pemertntah ICabupaten Luwu mutoi Tahun Anggaran 2015.

BUPA LUWU,
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PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68 TAHUN 2014

KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
NOMOR 11

AKUNTANSI INVESTASI



LAMPIRANXI ; PERATURAN BUPATl LUWU
NOMOR : 68TAHUN2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBUAKAN AKUNTANSI NOMOR 11

AKUNTANSIINVESTASI

Pamgraf'paragraf yang dituHs dengan huruf tebai dan miring adaiah

paragraf kebijakan akuntsnsi, yang harus dibaca daiam konteks paragraf-

paragraf penjeiasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka

Konseptuai Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adaiah untuk mengatur perlakuan

akuntansi untuk Investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang

harus disaji <an dalam laporan keuangan.

Ruang Litigkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh

investasi Pemerintah Daerah daiam iaporan keuangan untuk tujuan umum.

3. Kebijakan Akuntansi Ini berlaku untuk entltas pelaporan dalam menyusun

laporan keuangan Pemerintah Daerah dan laporan keuangan konsolldaslan, dan

entltas akuntansi BUD dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk

perusahaan daerah.

4. Kebijakan Akuntansi ini mengatur periakuan akuntansi investasi

Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi

jangka panjang yang meiiputi saat pengakuan, kiasifikasif pengukuran

dan mevode peniiaian investasi, serta pengungkapannya pada iaporan

keuangan.

5. Kebijakan Akuntansi ini tIdak mengatur:

(a) Penenripatan uang yang termasuk dalam llngkup setara kas;

(b) Investasi dalam perusahaan asoslasl;

(c) Kerjasama operasi; dan

(d) Investasi dalam propertl.



DEFINISI

6. Behkut ini adalah istilah-istUah yang digunakan dalam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian:

Biava investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas

investor daiam perolehan suatu investasi misainya komisi broker^ jasa

bank, biaya iegai dan pungutan iainnya daripasar modai.

Investasi adaiah aset yang dimaksudkan untuk memperoieh manfaat

ekonomi seperti bunga, dividen dan royaiti, atau manfaat sosiai, sehingga

dapat nieningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah daiam rangka

peiayanan kepada masyarakat.

Investasi ianaka nendek adaiah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiiiki seiama 12 (dua beias) buian atau kurang.

Investasi ianaka oaniana adaiah investasi yang dimaksudkan untuk

dimiiiki iebih dari 12 (dua beias) buian.

Investasi nonoermanen adaiah investasi jangka panjang yang tidak

termasuk daiam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiiiki secara

tidak berkeianjutan.

Investasi oermanen adaiah investasi jangka panjang yang dimaksudkan

untuk dimiiiki secara berkeianjutan.

Manfaat sosiai yang dimaksud daiam kebijakan ini adaiah manfaat yang

tidak dapat diukur iangsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada

peningkutan peiayanan Pemerintah Daerah pada masyarakat iuas maupun

goiongan masyarakat tsrtentu.

Metode biava adaiah suatu metode akuntansi yang mencatat niiai investasi

berdasarkan harga peroiehan.

Metode ekuitas adaiah suatu metode akuntansi yang mencatat niiai

investasi awai berdasarkan harga peroiehan. Niiai investasi tersebut
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kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan

bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang

terjadi sesudah peroiehan awai investasi.

Niiai historis adaiah jurntab kas atau ekuivalen kas yang

dibayarknn/dikeiuarkan atau niiai wajar berdasarkan pertimbangan

tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasipada saatperoiehannya.

Niiai nontinai adaiah niiai yang tertera daiam surat berharga seperti niiai

yang tertera daiam iembarsaham dan obiigasi.

Niiai oasar adaiah jumiah yang dapat diperoieh dari penjuaian suatu

investasi daiam pasar yang aktifantara pihak-pihak yang independen.

Niiai waiar adaiah niiai tukar aset atau penyeiesaian kewajiban antar

pihak yang memahami dan berkeinginan untuk meiakukan transaksi

wajar.

Perusahaan asosiasi adaiah suatu perusahaan yang investornya

mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan

maupuniomt venture dari investornya.

Perusahaan daerah adaiah badan usaha yang seiuruh atau sebagian

modainya dimiiiki oieh pemerintah daerah.

BENTUK INVESTASI

7. Pemerintah Daerah meiakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk

memperoleh pendapatan daiam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang
beiurn digiinakan untuk investasi jangka pendek daiam rangka manajemen kas.

8. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan
sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa
pembeiian surat utang balk jangka pendek maupun jangka panjang, serta instrumen

ekuitas.
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KLASIFIKASIINVESTASI

9. Xnvestasi Pemerintah Daerah diklasi^kasikan menjadi dua yaitu

investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka

pendek merupakan kelompok aset /ancar sedangkan investasi jangka

panjang merupakan keiompok aset noniancar.

10. Investasi jangka pendek memenuhi karakteristik sebagai berikut:

(a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

(b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artlnya

pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan

(c) Berisiko rendah.

11. Dengan meniperhatikan kriteria tersebut pada paragraf 10, maka

pembelian surat-surat berharga yang berisiko tinggi bagi Pemerintah Daerah, karena

dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar surat berharga, tidak termasuk dalam

investasi jangka pendek. Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok

investasi jangka pendek antara lain adalah:

(a) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka

mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk

menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;

(b) Surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjaga hubungan

kelembagaan yang baik detigan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga

yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri

untuk menunjukkan partisipasi Pemerintah Daerah; atau

(c) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi

kebutuhan kas jangka pendek.

12. Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara

lain terdiri atas:

(a) Deposico berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau

yang dapat diperpanjang secara otomatis {revolving deposits)',

(b)Pembeiian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah

pusat Tiaupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

13. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman

investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen

adaiah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiiiki secara

berkeianjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adaiah investasi

jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiiiki secara tidak

berkeianjutan.
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14. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan

untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik

kembali. S.edangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi

yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak

dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

15. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk

mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang

dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

(a) Penyettaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan

negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik

negara;

(b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk

mengnasilkan pendapalan atau meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat.

16. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah, antara lain dapat berupa:

(a) Pemhelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang

dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh

Pemerintah Daerah;

(b) Pen.inaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada

pihak ketiga;

(c) Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan

mas/arakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok

mas/arakat;

(d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk

dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal

yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

17 Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga

(saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan

modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

18 Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak

bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh

Pemerintan Daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat

dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup

dalam kebijakan akuntansi ini.
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19. Akuntansi untuk investasi Pemerintah Daerah dalam properti dan

kerjasama operasi akan diatur daiam kebijakan akuntansi tersendiri.

PENGAKUAN INVESTASI

20. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam

bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui

sebagai investasi apabiia memenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosiai atau jasa

potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat

diperoieh Pemerintah Daerah;

(b)Niiai peroiehan atau niiai wajar investasi dapat diukur secara

memadai ^reliable).

21. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau

aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang

menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu

rnengkaji lingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosiai atau

jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-buktl yang tersedia

pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup

bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoieh

memerluknn suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset

tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

22. Kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 20

butir b, binsanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian

yang dicukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya

perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoieh bukan

berdasarkan biaya perolehannya, atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal
peroiehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak

dapat digunakan.

PENGUKURAN INVESTASI

23. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktifyang

dapat membentuk niiai pasar, daiam hai investasi yang demikian, niiai

pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan niiai wajar. Sedangkan

untuk investasi yang tidak memiiiki pasar yang aktif dapat dipergunakan

niiai nominal, niiai tercatat atau niiai wajar iainnya.
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24. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga,

misalnya saham dan obUgasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya

perolehan. Biaya peroiehan investasi meliputi harga transaksi investasi

itu sendiri ditambah komisi perantara jua! beH, Jasa bank, dan biaya

iainnya yang timbui daiam rangka peroiehan tersebut.

25 Apabiia investasi dafam bentuk surat berharga

diperoieh tanpa biaya peroiehan, maka investasi diniiai berdasarkan niiai

wajar investasi pada tanggai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

ApabUa tidak ada niiai wajar, maka investasi diniiai berdasarkan niiai

wajar aset iain yang diserahkan untuk memperoieh investasi tersebut

26. Investasi jangka pendek daiam bentuk non saham, misainya

daiam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar niiai nominai

deposito tersebut.

27. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misainya

penyertaan modai Pemerintah Daerah, dicatat sebesar biaya peroiehannya

meiiputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya iain yang

timbui daiam rangka peroiehan investasi tersebut.

28. Investasi nonpermanen daiam bentuk pembeiian obiigasi

jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiiiki

berkeianjutan, diniiai sebesar niiai peroiehannya.

29. Investasi nonpermanen yang dimaksudkan untuk

penyehatan/penyeiamatan perekonomian, diniiai sebesar niiai bersih yang
dapat diteaiisasikan.

30. Investasi nonpermanen untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian

misainya cana talangan dalam rangka penyehatan perbankan

31. Investasi nonpermanen daiam bentuk penanaman modai

di proyek-proyek pembangunan Pemerintah diniiai sebesar biaya
pembangunan termasuk biaya yang dikeiuarkan untuk perencanaan dan

biaya iain yang dikeiuarkan daiam rangka penyeiesaian proyek sampai
proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

32. Apabiia investasi jangka panjang diperoieh dari pertukaran aset

Pemerintah Daerah, maka niiai investasi yang diperoieh Pemerintah

Daerah adaiah sebesar biaya peroiehan, atau niiai wajar investasi

tersebut aka harga peroiehannya tidak ada.
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33. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar

dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah

dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang beHaku

pada tanggal transaksi.

34. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi

seiama periode dari pembeiian sampai saat jatuh tempo sehingga hasii

yang konstan diperoieh dari investasi tersebut.

35. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau

didebetkar pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau

pengurangan dari niiai tercatat investasi {carrying value) t&csebui.

metode: penilaian investasi

36. Peniiaian investasi Pemerintah Daerah diiakukan dengan

tiga metode yaitu:

(a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya

peroiehan. Penghasiian atas investasi tersebut diakui sebesar bagian

hasii yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada

badan usaha/badan hukum yang terkait

(b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat

investasi awai sebesar biaya peroiehan dan ditambah atau dikurangi

sebenar bagian iaba atau rugi Pemerintah Daerah seteiah tanggai

peroiehan. Bagian iaba kecuaii dividen daiam bentuk saham yang

diterima Pemerintah Daerah akan mengurangi niiai investasi

Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap niiai investasi juga

dipetiukan untuk mengubah porsi kepemiiikan investasi Pemerintah

Daerah, misainya adanya perubahan yang timbui akibat pengaruh

valuta asing serta revaiuasi aset tetap.

(c) Metode niiai bersih yang dapatdireaiisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direaiisasikan digunakan

terutama untuk kepemiiikan yang akan diiepas/dijuai daiam jangka

waktu dekat.
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37. Penggunaan metode pada paragraf 36 didasarkan pada

kriteria sabagai berikut:

(a) KeperniUkan kurang dari 209/6 menggunakan metode biaya;

(b) KeperniUkan 20% sampai 50%, atau kepemiUkan kurang dari 20%

tetapi memiiiki pengaruh yang signifikan menggunakan metode

ekuitas;

(c) KeperniUkan iebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

(d) KepemiUkan bersifat nonpermanen menggunakan metode niiai bersih

yang direaiisasikan.

38. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan

saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian

investasi, tetapi yang Iebih menentukan adalah tingkat pengaruh {the degree of

influence) atau pengendaiian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya

pengaruh atau pengendaiian pada perusahaan investee, antara lain:

(a) Kemanipuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; (b)

Kemampucin untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

(c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi

perusanaan investee,

(d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam

rapat/pertemuan dewan direksi.

39. Dalam hai peneraparan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi

dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan

negara/daerah terus menerus mengalami kerugian atau niiai kewajiban meiebihi niiai

asetnya, sehingga niiai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus

diakui oleh Pemerintah Daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi

berterima umum, dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab

konstruktil dan kewajiban hukum {incurred legal/constructive obligation) terhadap
perusahaan negara/daerah tersebut.

40. Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan

kewajiban hukum terhadap perusahaan negara/daerah tersebut, maka investasi

bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.
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PENGAKUAN HASIL INVESTASl

41. Hasit investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek,

antara lain berupa bunga deposito, bunga obHgasi, dan dividen tunai

(cash dividend)^ diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai

pendapatan.

42. Hasii investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari

penyertaan modai Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan

metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasii investasi. Sedangkan

apabiia menggunakan metode ekuitas, bagian iaba berupa dividen

tunai yang diperoleh oieh Pemerintah Daerah dicatat sebagai

pendapatan hasii investasi dan mengurangi niiai investasi Pemerintah

Daerah. Dividen daiam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah

niiai investasi Pemerintah Daerah.

PELEPA!>AN DAN PEMINDAHAN INVESTASI

43 Peiepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena

penjuaian, peiepasan hak karena peraturan pemerintah, dan iain

sebagainya.

44. Perbedaan antara hasii peiepasan investasi dengan niiai

tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi

peiepasan investasi. Keuntungan/rugi peiepasan investasi disajikan daiam

iaporan vperasionai.

PENGUMGKAPAN

45. Hai-hai iain yang harus diungkapkan daiam iaporan keuangan

Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara

iain:

(a) Kebijakan akuntansi untuk penentuan niiai investasi;

(b) Jenis-jenis investasi, investasipermanen dan nonpermanen;

(c) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun

investasijangka panjang;

(d)Penurunan niiai investasi yang signifikan dan penyebab

penutunan tersebut;

(e) Investasi yang diniiai dengan niiai wajar dan aiasan

penerapannya;

(f) Perubahan pos investasi.
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TANGG/kL EFEKTIF

46. Kebijakan Akuntansi inl bertaku efektJf secata bertahap untuk

laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Pemerintith Kabupaten Luwu mufai Tahun Anggaran 2015.

BUR I LUWU,

A. MUOZAKKAR
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LAMPIRAN XII ; PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68TAHUN2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 12

AKUNTANSI DANA BERGULIR

Paragraf-paragrafyang dituHs dengan hurufteba! dan miring adafah

paragraf Uebijakan akuntansi, yang harus dibaca datam konteks paragraf-

paragraf penjeiasan yang dituUs dengan huruf biasa dan Kerangka

Konseptuai Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi in! adalah mengatur perlakuan akuntansi
untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan
aset, penentuan niiai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas
penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap.

2. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui
sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

Ruang L.ingkup

3. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seiuruh unit
Pemerintah Daerah yang menyajikan iaporan keuangan untuk tujuan
umum dan mengatur tentang periakuan akuntansinya, termasuk
pengakuan^, peniiaian^ penyajian, dan pengungkapan yang diperiukan
kecuaii biia Kebijakan Akuntansi iainnya mensyaratkan periakuan
akuntansi yang berbeda.

4. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

(a) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (regenerative natural

resources); dan

(b) Kuasa pertarnbangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan
sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (non-regenerative

natural resources).

Namun deinikian, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan

untuk men(]embangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a)

dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.



DEFINI!;i

5. Berikut adalah istUah-istHah yang digunakan dalam
Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiUki oteh

PemerinUih Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosia! di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

diperiukan untuk penyediaan jasa bag! masyarakat umum dan sumber-

sumberdnya yang dipelihara katena aXasan sejarah dan budaya.

Aset tetav adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biava oerolehanadalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau
nilaiwajarimbalan lainyangdiberikan untukmemperoleh suatu aset pada

saatperolehan atau konstruksi sampal dengan aset tersebut dalam kondisi

dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas

pemtirintahan dan/atau pelayanan pubHk; atau

(b) Jumlah produksi atau unitserupa yangdiharapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan pubUk,

NUai sisa (Residu) adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh
pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran blaya
pelepasat).

NUai terattat fcarrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung
daribiaya perolehan suatuaset setelah dikurangi akumulasipenyusutan,

NUai wajaradalah nilaitukar aset atau penyelesaiankewajiban antar fihak
yangmemahami dan berkeinginan untukmelakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat darisuatu aset.
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UMUM

6. Karakteristik utama dana bergulir adalah:

(a) Dana tursebut merupakan bagian dari keuangan daerah.

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) dan luar anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD misalnya dari

masyatakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar

APBD, diakui sebagai kekayaan daerah kolka damna itu diberlkan dan/atau

dlterima atas nama pemerintah daerah.

(b) Dana t(irsebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara menyatakan semua pengeluaran daerah dimasukkan dalam APBD. Oleh

sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam

APBN//\PBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat
dicantumkan dalan-. APBD awal atau revisi APBD (APBD Perubahan).

(c) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

Pengercian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA
mempunyai hak kepemilikati atau penguasaan atas dana bergulir, sementara
dikend<ilikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam
melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka
pembei dayaan dana bergulir.

(d) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih
kemball dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana
disalurl.an kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian
seterusnya (bergulir).

(e) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
Dana ^ang digulirkan oleh pemerintah daerah dapat ditagih untuk dihentikan
pergulii annya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

7. Dana yang disalurkan kepada masyarakat yang harus ditagih dari
masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening kas Daerah tanpa disalurkan kembali
kepada masyarakat atau dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari
masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Daerah dan hendak disalurkan
kembali kepada masyarakat dengan mengalokasikan pengeluaran dana dalam

uaiii^ii ai i /Ml - o



dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran tidak memenuhi

karakteristilc dana bergulir tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka

Pendek ateu Piutang jangka Panjang, sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo

piutang yang bersangkutan. Karakteristlk dana bergulir adalah dana yang dapat

ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyetor ke

Rekening Kas Daerah (revolving fund) terlebih dahulu dan tanpa perlu pengalokasian

pengelauar.an dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan

anggaran.

8. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB),

lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan Iain-Iain.

Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai executing egenty atau chanelling

agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oeh satuan kerja pemerintah dengan

lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai executing agency, lembaga tersebut

mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan menetapkan penerima dana bergulir,

menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap
ketidaktertcigihan dana bergulir. Jika berfungsi sebagai chanelling agency, lembaga
tersebut henya menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak

mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima.

AKUNTANSI DANA BERGULIR

9. Pengeluaran dana bergulir dianggarkan pada nomenklatur pengeluaran
pembiayaatt - Dana bergulir. Rencana pengeluaran dana bergulir tersebut harus

dianggarkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPD) meskipun secara
teknis akan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau badan
layanan urrum daerah (BLUD).

10. Realisasi pengeluaran dana bergulir dicatat pada Pengeluaran
Pembiayaan - Dana bergulir di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Aliran Kas.

Pada saat pengeluaran dana bergulir terealisasi tersebut, dana bergulir dicatat di
neraca sebesar harga perolehan dana bergulir dan tandingannya adalah ekuitas dana

investasi. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang. Tetapi secara periodik,
Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana bergulir sehingga
nilai Dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat
direalisasiknn (net realizable value).
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11. Rencana penagihan dana bergulir yang tidak akan digulirkan kembali

dianggarkan pada nomenklatur penerimaan pembiayaan - dana bergulir untuk pokok

dana bergulir sedangkan bunga dari dana bergulir atau bagi basil dari dana bergulir

dianggarkan pada nomenklatur Iain-Iain pendapatan asli daerah. Realisasi

penerimaan pokok dana bergulir dicatat di neraca mengurangi dana bergulir dan

tandingannva Ekuitas Dana Investasi - Diinvestasikan dalam Investasi Jangka

Panjang.

12. Penagihan dana bergulir yang digulirkan kembali oleh pemerintah daerah

tidak dilakukan pencatatan karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana

bergulir tersebut telah dicatat dan dilaporkan oieh Pemerintah Daerah ketika dana

tersebut dikeluarkan dari APBD.

PENGAKUAN DANA BERGULIR

13. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai dana

bergulir apabUa memenuhi salah satu kriteria;

(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa
potensial dimasa yang akan datang dapat diperoleh Pemerintah

Daerah;

(b) Niiai peroiehan atau niiai wajar dana bergulir dapat diukur secara

memadai (reliable).

14. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi

kriteria pengakuan dana bergulir yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat
kepastian mengaiirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial
dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat
pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat

ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan

suatu jamirlan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan

akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

15. Alokasi anggaran untuk dana bergulir berada di BUD, tetapi pelaksanaan
dana berculir dapat didelegasikan kepada SKPD. Walaupun pelaksanaan
didelegasikan, tetapi transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi

pembiayaan.
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16. Realisasi pengeluaran untuk dana berguUr dicatat jika telah

terjadi pengeluaran definitive dari Rekening Kas Umum Daerah yang

ditandai dengan dikeiuarkannya SP2D-LS atau dokumen lain yang

dipersam&kan sesuai dengan ketentuan perundangan.

PENGUKURAN DANA BERGULIR

17. Dana berguiir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka

Panjang-lnvestasi Non Permanen-Dana berguiir. Pada saat peroiehan

dana berguiir^ dana beguiir dicatat sebesar harga peroiehan dana berguiir.

Hai tersebut berarti bahwa pencatatan pertama kaii dana berguiir sebesar

dana yang diguiirkan ke masyarakat ditambah seiuruh biaya yang

dikeluarkan untuk peroiehan dana berguiir.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (SUBSEQUENT MEASUREMENT) TERHADAP

PENGAKUAN AWAL

18. Pengukuran dana berguiir seteiah saatperoiehan diiakukan oieh

Pemerintah Daerah dengan penyesuaian terhadap dana berguiir sehingga

niiai dana berguiir yang tercatat di neraca menggambarkan niiai bersih

yang dapat direaiisasikan (net reaiizabie value). Niiai yang dapat

direaiisasikan ini dapat diperoieh jika pemerintah daerah pengeioia dana

berguiir meiakukan penatausahaan dana berguiir sesuai dengan jatuh

ternponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut^ akan

diketahui jumiah dana berguiir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana

berguiir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana berguiir

yang dapat ditagih.

19. Dana berguiir disajikan berdasarkan niiai peroiehan yang beium

diiunasi tersebut dikurangi dana berguiir diragukan ditagih (dana berguiir
yang tidak dapat ditagih ditambah dana berguiir yang masuk kategori

diragukan dapat ditagih). Pencatatan dana berguiir diragukan tertagih
diikuti dengan pencatatan untuk mengurangi ekuitas dana investasi-

diinvestasikan daiam investasijangka panjang.
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20. Harga perolehan dana berguHr dalam valuta asing harus

dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah

bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

21. Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang

dapat direaiisasikan (net realizable value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan

menguranglcan dana bergulir dengan dana bergulirdiragukan tertagih. Dana bergulir

diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian,

niiai dana bergulir diragukan tertagih akan seiaiu dimunculkan dalam iaporan

keuangan, paling tidak dalam CALK, seiama dana bergulir masih tercantum atau

belum dihapuskan.

22. Dana bergulir diragukan tertagih diperhitungkan dan dibukukan pada

periode yang sama dengan dana bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang

betui-betui diharapkan dapat direalisasi. Dana bergulir diragukan tertagih terdiri dari

dana bergulir yang tidak dapat tertagih ditambah perkiraan dana bergulir yang tidak

tertagih (diragukan dapat tertagih). Dana bergulir yang tidak dapat tertagih harus

didukung dengan bukti-bukti bahwa dana bergulir tersebut tidak dapat ditagih dan

tetap harui. dibukukan sampai dana bergulir tersebut dihapuskan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Sedangkan dana bergulir diragukan tertagih ditentukan

dengan menggunakan anaiisa terhadap saldo dana bergulir yang masih outstanding

berdasarkan pengaiaman masa lalu pada setiap akhir periode.

23. Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan

tettagih ieriebih dahuiu harus diiakukan pengeiompokan dana bergulir

berdasarkan umur dana bergulir (aging schedule) sebagai dasar

perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap

akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

(a) Diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar5%

(b) Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 10%

(c) Diatas 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 15%

(d) Diatas 4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 20%

(e) Diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun disisihkan sebesar30%

(f) Diatas 6 tahun sampai dengan 7 tahun disisihkan sebesar 40%

(g) Diatas 7 tahun sampai dengan 8 tahun disisihkan sebesar 55%
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(h) Diatas 8 tahun sampai dengan 9 tahun disisihkan sebesar 70%

(i) Diatas 9 tahun sampai dengan 10 tahun disisihkan sebesar85%

(j) Diatas 10 tahun sampai dengan 100% dan dikeiuarkan dari

pembukuan tetapi masih tetap tercatatsecara extra compatabei.

METODE PENILAIAN DANA BERGULIR

24. Peniiaian dana berguiir Pemerintah Daerah diiakukan dengan
metode niiai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai bersih yang dapat
direatisasikan (netreaiizabie value) adalah niiai dana berguiir yang dicatat
berdasarkan harga peroiehan dikurangi perkiraan dana berguiir diragukan
tertagih.

PENGAKUAN HASIL DARI DANA BERGULIR

25. Hasii investasi non permanen yang diperoieh daridana berguiir
dapat bempa bunga dari dana berguiir atau bagi hasii dari dana berguiir
dicatat dana berguiir. Hasi dari dana berguiir apabiia tidak dimaksudkan
untuk diguiirkan diakui sebagai pendapatan pada saat bunga atau bagi
hasii teiah disetor ke kas daerah.

25. Apabiia bunga atau bagi hasii dari dana berguiir digulirkan kepada
masyarakat (tidak disetor ke kas daerah) maka bunga atau bagi hasii dari dana
berguiir tersebut tetap diakui sebagai pendapata. Pengakuan pendapatan dari dana
berguiir yang digulirkan tersebut pada saat yang bersamaan harus dicatat
pengeluarari pembiayaan-dana berguiir sebagai tandingan pendapatan di Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas sekaligus menambah investasi non

permanen dana berguiir dan ekuitas dana investasi-diinvestasikan dalam investasi

jangka panjnng di neraca.

27. Pendapatan dari dana berguiir berupa bunga atau bagi hasii dapat
digunakan secara langsung apabiia dana berguiir tersebut dikelola secara teknis oleh
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk membiayai pengeluaran operasional.
Apabiia bunga atau bagi hasi dari dana berguiir tersebut tidak disetor ke kas daerah
melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
untuk memoiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi hasii dari dana
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Apabila bunga atau bagi hasi dari dana bergulir tersebut tidak disetor ke kas daerah

melainkan digunakan secara langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

untuk meiTibiayai pengeluaran operasional maka bunga atau bagi has!! dari dana

bergulir tersebut tetap diakui sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan dari dana

bergulir yeng digunakan untul; membiayai pengeluaran operasional pada saat

bersamaan harus dicatat belanja sebagai tandingan pendapatan di Laporan Realisasi

Anggaran dan Laporan Arus Kas.

PENGUNGKAPAN

28. Hahha! tain yang harus diungtcaptcan datam laporan tceuangan
pemerintch tjerlcaitan dengan dana bergulir, seiain mencantumkan

pengeiuaian dana berguiir sebagai pengeiuaran pembiayaan di Laporan
Reaiisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas dan dana berguiir di Neraca,
periu diungkapkan informasi tain daiam catatan atas laporan keuangan
(CALK) an tara tain:

a. Dasarpenilaian dana bergulir

b. Jumtah dana berguiiryang tidak tertagih dan penyebabnya
c. Besarnya suku bunga yang dikenakan

d. Saido awai dana bergulir, penambahan/pengurangan dana
berguiirdan saido akhirdana berguiir

e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan

umur dana berguiir.

29. Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada
CALK dapac disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar atau bentuk lain yang
lazim.

TANGGAL EFEKTIF

30. Kebijakan Akuntansi ini beHaku efektif secara bertahap untuk
iaporan keuangan atas pertanggungjawaban peiaksanaan anggaran
Pemerintiih Kabupaten Luwu mulai TahunAnggaran 2015.

BUPAri LUWU,

A. MIID^AKKAR
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LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68TAHUN2014

TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 13

AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring

adaiah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca daiam konteks

paragraf-paragraf penjeiasan yang dituUs dengan huruf biasa dan

Kerangka Xonseptuai Akuntansi Pemerintsh Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adaiah mengatur periakuan

akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adaiah saat

pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan periakuan

akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat {carrying value) aset

tetap.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk entitas

akuntansi dan peiaporan yang menyajikan iaporan keuangan untuk

tujuan umum dan mengatur tentang periakuan akuntansinya, termasuk

pengakunUf peniiaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperiukan.

DEFINISI

3. Berikut adaiah istiiah-istiiah yang digunakan daiam

Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:

Aset adaiah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau

dimiiiki oieh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa

laiu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosiai di masa depan

diharapkan dapat diperoieh, baik oieh Pemerintah Daerah maupun

masyarakat/ serta dapat diukur daiam satuan uang, termasuk sumber

daya ncnkeuangan yang diperiukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber^sumber daya yang dipeiihara karena

aiasan sejarah dan budaya.



Asev tetao adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 12 (dua betas) bulan untuk digunakan datam kegiatan

Pemerintih Daerah atau dimanfaatkan oteh masyarakat umum.

Biava oerolehan adalah jumlah kas atau setata kas yang

dibayark&n atau nilai wajar imbafan lain yang diberikan untuk

memperoteh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai

dengan aset tersebut daiam kondisi dan tempat yang slap untuk

dipergunakan.

Masa manfaat

adalah:

(a) Perioiie suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas

pemerlntahan dan/atau pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari

aset untuk aktivitas pemerlntahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai jUsa adaiah jumlah neto yang diharapkan dapat diperolehpada
akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya
pelepasan.

Nilai tercatat fearrvina amount J aset adalah nilai buku aset, yang
dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumuiasi
penyusut^n.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban
antar fihak yang memahami dan berkeinginan untuk metakukan

transaksi wajar.

Penyusutan adalahpenyesuaian nilaisehubungan denganpenurunan
kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

UMUM

4. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset

Pemerintati Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk
dalam asel tetap Pemerintah Daerah adalah:

(a) Aset tetap yang dimlliki oleh entltas pelaporan atau entitas akuntansi namun

dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misainya instansi pemerintah
iainnya, universitas, dan kontraktor;

(b) Hak atcis tanah.

5. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang
dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan
{materials) dan perlengkapan {supplies).
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KLASIFIKASI ASET TETAP

6. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat

atau fungsinya dalam aktivitas operas! entitas. Berikut adalah klaslfikasi

aset tetap yang digunakan:

(a) Tanah!

(b) Peralntan dan Mesin;

(c) Gedung dan Bangunan;

(d)3alan, Irigasi, dan Jaringan;

(e) Aset Tetap Lainnya; dan

(f) Konstruksi dalam Pengerjaan.

7. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap iaiah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

Pemerlntal- Daerah dan dalam kondisi slap dipakai.

8. 3edung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan
bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasionai Pemerintah Daerah dan daiam kondisi siap dipakai.

9. Feralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor,
alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan clan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi
siap pakai.

10. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal
digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(c) Tidak dapatdipindah-pindahkan; dan

(d) Terdapiit batasan-batasan untuk pelepasannya.

11. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakci.

12. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan narnun pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang
proses peiolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu

periode waktu tertentu dan belum selesai.
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13. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan

operasionai Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PEWGAKUAN ASET TETAP

14. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan

dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handat. Untuk dapat

diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

(a) Berwvjud;

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua betas) buian;

(c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(d) Tidak dimaksudkan untuk dijuai daiam operasi normal entitas;

dan

(e) Dipenjieh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

15. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi

kedalam;

NO

' 1 '

Jenis Belanja Modal
Batasan Minimal Kapitalisasi

Untuk Per Satuan Aset Tetap
Atau Asset Lalnnva [

Belanja Modal Tanah Rp 10.000.000.00 1
2

>

Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Rp 5.000.000,00

! 3 Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak
Bermotor

Rp 1.000.000,00

1 y\

t

i—-
Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor Rp 5.000.000,00

5 Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak
Bermotor

Rp 1.000.000,00

6 Belanja Modal Alat-alat Bengkel Rp 500.000,00

7 Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan
Peteriakan

Rp 3.000.000,00

8

i,

Belanja Modal Peralatan Kantor Rp 500.000,00 1
i

1 g Belanja Modal Perlengkapan Kantor Rp 500.000,00 1
10

i "
Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Mebeuiair
Rp

Rp

500.000,00 1
250.000,00 1

i 12 Belanja Modal Peralatan Dapur Rp 500.000,00 !
Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga Rp 500.000,00 j

1 14 Belanja Modal Alat-alat Studio Rp 500.000,00
i 15
[ ^ -

Belanja Modal Alat-alat Koinunikasi Rp 500.000,00 j
Belanja Modal Alat-alat Ukur Rp 300.000,00 1

1 18
Belanja Modal Alat-alat Kedokteran
Belarija Modal Alat-alat Laboratorium

R&_
Rp

500.000,00 !
500.000,66 1

19 Belarija Modaf Konstruksi Jalan Rp 20.000.000.00
20 Belanja Modal Konstruksi Jembatan

-— - . . . _

Belanja Modal Konstruksi Jaringan Inigasi
Rp

Rp

25.000.000,00

15.000^000,00 I
1 21 Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air Rp 5.000.000,00 {
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No Jenis Belanja Modal
Batasan Minimal Kapitalisasi

Untuk Per Satuan Aset Tetap
Atau Asset Lainnya !

22 Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan
Hutan Kota

Rp 300.000,00 1

23 Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon Rp 2.000.000,00 I

24

1

Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Rp 25.000.000,00 i

- Beianja Modal Hewan/Ternak
- Belanja Modal Tanaman

Rp 100.000,00
Rp 15.000,00

r—
1

00
1

Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/ Keamanan Rp 250.000,00

16. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk

tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan
dan baranci bercorak kesenian.

17. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari

12 (dua be las) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan
yang dapac diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung,
bagi kegiacan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa
aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat

ekonomi rr^asa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan
bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.

Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima

entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
18. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh

Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual.

19. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima
atau diseiahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.

20. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila
terdapat hukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau
penguasaan secara hukum, inisalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan
kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti
secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang
diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual
beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap
tersebut h<)rus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap
tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas
sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
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21. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila

terdapat cransaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang

mengidentfikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang

dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya

dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk

perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses

konstruksi.

22. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara

lain penanrbahan, pengembangan, dan pengurangan.

(a) Penanibahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan

pengaciaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapltalisasi

dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.

(b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan

manfaut yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan

penurunan biaya pengoperasian.

(c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan

berkurnngnya kuantitas AsetTetap tersebut.

PENGUKURAN ASET TETAP

23. Aset tetap dinifai dengan biaya perolehan. ApabUa penUaian

aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan

maka niUii aset tetap didasarkan pada niiai wajarpada saatperolehan.
24. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi

pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikaslkan biayanya.
Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi
pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja
dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

25. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
termasuk aiaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa

peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan
aset tetap tersebut.

PENILA3CAN AWAL ASET TETAP

26. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui

sebagaisuatu aset dan dikelompokkan sebagaiaset tetapf padaawainya
harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
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27. BUa aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset

tersebut adalah sebesar nilai wajarpada saataset tersebut diperoleh.

28. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai

hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke

Pemerlnlati Daerah oleh pengembang {developei) dengan tanpa nilai yang

memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan,

ataupun untuk tempat pejaian kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa

nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah

Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang

kemudian .ikan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal

di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat

aset tetap tersebut diperoleh.

29. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat

perolehan untuk kondisi pada paragraf 27 bukan merupakan suatu proses

penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti
pada paragraf 26. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf 65 dan paragraf

yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode

pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

30. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu

entitas, biaya peroiehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar
pada saat neraca awai tersebut disusun. Untuk periode seianjutnya
setelah tanggal neraca awal^ atas peroiehan aset tetap barur suatu

entitas menggunakan biaya peroiehan atau harga wajar bila biaya
perolehan tidakada.

Komponen Biaya

31. Biaya peroiehan suatu aset tetap terdiri dari harga
belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang
dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa asset tersebut

ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

32. Biaya perolehan aset terdiri dari:

(a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah
dikurangi dengan diskon dan rabat;

(b)Seluruh biaya yang secara langsung dapat
dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan.
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Demikiiin juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait

dengan perolehan aset teUip. Hal in! meliputi biaya konsultan perencana,

konsuitan pengawas, harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun

demikian, tentu saja harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari

biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

33. Contoh biaya yang secara langsung dapat

dihubungkan/diatribusikan dengan aset:

(a) biaya persiapan tempat;

(b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat

(handling cost);

(c) biaya pemasangan (installation cosh)

(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;

(e) biaya konstruksi;

(f) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan

benar (testing cost),

34. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan

mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan

dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan

biaya iainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga
meliputi mlai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah

pemerintali dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga

perolehan tanah adatah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja
barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

Biaya yamj terkait dengan peningkatan bukti kepemillkan tanah, misalnya dari
status tanjih girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah

35. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluarnn yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin

tersebut s.impai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung Iainnya untuk memperoleh
dan mempersiap.kan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

36. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai
siap pakai Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi,
tcrnasuk i)iaya pengurusan 1MB, notaris, dan pajak.

37. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai
siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan

biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
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pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui

kontrak meliputi biaya perencanaan dan pehgawasan, biaya perizinan, jasa

konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.

Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola

meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan

baku, tenaga kerja, sewa peralacan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

38. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya

yang dikeliiarkan untuk memperoleh asettersebut sampai siap pakai.

39. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan

merupakari suatu kornponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak

dapat dicitribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau

membawa aset ke kondisi kerjanya. Dernikian pula biaya permulaan

{start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset

kecuali bia/a tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

40. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola

ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya
perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
(a) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku,

(b) biaya t dak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

perlenckapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan

(c) semua biaya lainnya yang cerjadi berkenaan dengan pembangunan
Aset Tetap tersebut.

41. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga
pembelian.

42. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka
waktu kredit rnelebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui
adalah s{?tara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
Perbedaan'selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan
diakui sefcagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut

dapat dikaoitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Konstrukiii dalam Pengerjaan

43 Jika penye/esaian pengerjaan suatu aset tetap rnelebihidan
atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang
beium seiesai tersebut digoiongkan dan diiaporkan sebagai konstruksi
daiam pengerjaan sampai dengan aset tersebutseiesaidansiapdipakai.
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44. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan

mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk dl

daiamnya adalah rincian blaya konstruksi aset tetap balk yang dikerjakan

secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak

disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku

prinsip dar rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam

Pengerjaar.

45. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau

dibangun clan telah slap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun

yang sesuai dalam pos aset tetap.

Perolehsri Secara Gabungan

46. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang

diperoieh secara gabungan ditentukan dengan mengatokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-
masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran Aset {Exchanges ofAssets)

47. Suatu aset tetap dapat diperoieh melalui pertukaran atau

pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset iainnya.
Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan niiai wajar aset yang
diperoieh yaitu niiai ekuivaien atas niiai tercatat aset yang diiepas
seteiah disesuaikan dengan jumiah setiap kas atau setara kas dan

kewajiban iain yang ditransfer/diserahkan.

48. Suatu aset tetap dapat diperoieh meiaiui pertukaran atas

suatu aset yangserupa yangmemiiikimanfaat yangserupa dan memiiiki
niiai wajar yang serupa, Suatu aset tetap juga dapat diiepas daiam
pertukaran dengan kepemiiikan aset yang serupa. Daiam keadaan
tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui daiam
transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoieh dicatat sebesar niiai

tercatat (carrying amount) atas aset yang diiepas.

49. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat
memberikcin bukti adanya suatu pengurangan {impairment^ nilai atas aset
yang diiepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang diiepas harus diturun-nilai-

bukukan {written down) dan nilai seteiah diturun-nilai-bukukan {written

t/otwr?) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas
aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus,
dan kapal terbang. Apabila terdapat aset Iainnya dalam pertukaran, misalnya
kas, mak.ii hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak
mempunyai nilai yang sama.
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Aset Doricisi

SO Aset tetap diperoleh dari sumbangan (donasi)

harus dicatat sebesar nUai wajarpada saatperolehan.

51. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa

persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah

memberikcn bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit

Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut

akan sang.it andal bila didukunc dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara

hukum, seperti adanya akta hibah.

52. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset

tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah

Daerah. Si}bagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk

Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah

dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti

perolehan aset tetap dengan pertukaran.

53. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset

donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN {SUBSEQUENT

EXPENDITURES^

54. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk

digunakan daiam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah

Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan

komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau

rnerehabiliCasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset

tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk

pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.

55. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan

kondisi aset tetap tersebut sesual dengan kondisi normal. Sedangkan belanja

untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa

yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat,

mutu prjduksi, atau peningkatan standar kinerja.

55. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak

berpengar jh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.

57. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar

memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam

bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
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kinerjaf dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

58. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis

yang diharapkan dari AsetTetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula

diperkirakan rnempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah

melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8

tahun lagl. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10

tahun menjadi 15 tahun.

59. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau

kemampuen Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang

mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat

menjadi 300 KW.

60. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari

Aset Tetep yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah

ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

61. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau

satuan ukuron aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu

gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2.

62. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin

sebagaimana yang dimaksud paragraf 55 diperlakukan sebagai berikut:

(a) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan
Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan
sebagei pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai

peralatan dan mesin.

(b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rpl.000.000,00 (satu
juta rjpiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran
untuk jeningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan
dan mi .'Sin.

63. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan
bangunan sebagaimana yang dimaksud paragraf 55 diperlakukan sebagai
berikut:

(a) Penge uaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan

Rp25.ci00.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan
sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai

gedung dan bangunan.

(b) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari

Rp25.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan
sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan
dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.
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64. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi dan

Jaringan yang berupa pemoangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus

dikapitalisBSi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran

yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

PENGUKUItAN BERIKUTNYA (.SUBSEQUENT MEASUREMENT)

PENGAKUAN AWAL

65. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap

tersebut dikurangi akumuiasi penyusutan. ApabUa terjadi kondisi yang

memungidnkan peniiaian kembaii, maka aset tetap akan disajikan

dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun

ekuitas.

Penyusutan

66. Penyusutan adaiah aiokasi yang sistematis atas niiai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) seiama masa

manfaataset yang bersangkutan.

67. Niiai penyusutan untuk masing-masing periode diakui

sebagai pengurang niiai tercatat aset tetap dalam neraca dan

beban penyusutan daiam iaporan operasionai.

68. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode

yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang

digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan
jasa {servce potential) yang akan mengalir ke pernerintah.

69. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau
secara penodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya,
penyusutan periode sekarang dan yang akan datatig harus dilakukan penyesuaian.

70. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset

tetap dimaksud.

72. Metode penyusutan yang digunakan adaiah metode garis lurus

{straight line method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk

masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

73. Seiain tanah dan konstruksi daiam pengerjaan, seiuruh aset

tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut

74. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak

dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada
saat Aset •. etap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

75 Masa manfaat atau umur ekonomis ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
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76. Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat

dan/atau tarif penyusutan maka penetapannya dUakukan oleh

Sekretaris Daerah.

77. Peiaksanaan penyusutan dUakukan bersamaan dengan

penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

Penilaian Kembali AsetTetap {Revaluation)

78. Penilaian kembaii atau revaluasi aset tetap pada umumnya

tidakdipt^rkenankan karena StandarAkuntansi Pemerintahan menganut
penilaian aset berdasarkan biaya peroiehan atau harga pertukaran.

Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dUakukan berdasarkan

ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

79. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan
inengenai penyimpangan dari konsep biaya peroiehan di dalam

penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran
keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset
tetap dibuKukan dalam ekuitas.

AKUNTANSITANAH

80. Tanah yang dimUiki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah
tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti
ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang
akuntansi aset tetap.

81. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu
periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat
berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu,
setelah peroiehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk
mempertaliankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap
dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan
Akuntansi mi.

82. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang
dikuasai aiau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan
atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik
Pemerintati Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak
terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-
kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai
berikut:
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(a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun

dikuascii dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut

tetap iiarus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca

Pemeri itah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas

Laporaii Keuangan.

(b) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau

digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan

disajiken sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta

diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan,

bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
(c) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau

digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan

disajiken pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang
mengu.asai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah

tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
(d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

(1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut

dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah
tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah
pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang
sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka
tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

(3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai

dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut
tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan

atar. Laporan Keuangan.

(4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai

dar /atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap
harjs dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca
Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan
sec3ra memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
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83. Tanah yang digunakan/dipakai oieh Pemerintah Daerah yang

berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah

pada neraca Pemerintah Daerah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai

pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

ASET BERSEJARAH {HERITAGEASSETS)

84. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah

Daerah untuk menyajikan aset bersejarah heritage assets) di neraca

namun aset tersebut harus diungkapkan daiam Catatan atas Laporan

Keuangan.

85. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan

kepentlngan budaya, lingkungan, dan sejarah, Contoh darl aset bersejarah adalah

bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala {archaeological site^
seperti candi, dan karya seni {works of art). Karakteristik-karakteristik di bawah ini

sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:

(a) Nilai Icultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin
secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan

berdasiirkan harga pasar;

(b) Peratuian dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat

pelepasannya untuk dijual;

(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama
waktu lierjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus
dapat niencapai ratusan tahun.

86. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam
waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

87. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang
diperoleh s.elama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk
pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai
dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan
akan mem.)unyal masalah sosiai dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan
tersebut.

88. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya
jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas
Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

89. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi
harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya
tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset
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bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

90. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat

lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai

contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran.

Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip

yang sama sepertiaset tetap tainnya.

91. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada
karakteristik sejarahnya, sebagtii contoh monumen dan reruntuhan {ruins),

ASET INERASTRUKTUR {INFRASTRUCTUREASSETS)
92. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset Infrastruktur.

Walaupun tidak ada deflnisi yang universal digunakan, aset ini biasanya
mempunyai karakteristik sebagai berikut:

(a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
(c) Tidak dcipat dipindah-pindahkan; dan

(d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

93. Walaupun kepemdikan dari aset infrastruktur tidak hanya
oieh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering
dijumpai sebagaiaset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi

definisi aset tetap dan harus diperiakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

94. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan,
sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN {RETIREMENT AND

DISPOSAL)

95. Suatu aset tetap dieiiminasi dari neraca ketika diiepaskan
atau biia aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak
ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap
tersebut didasarkan pada tanggai transaksi yang tertera pada dokumen
buktipendukung.

96. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau

diiepas harus dieiiminasi dari Neraca dan diungkapkan daiam Catatan
atas Laporan Keuangan.

97. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus
dipindahkitn kepos aset iainnya sesuaidenganniiaitercatatnya.
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98. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada

peraturan perundang-undangan.

PENGUN<3KAPAN

99. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk

masing-masingjenisaset tetap sebagai berikut:

(a)Dasar penUaian yang digunakan untuk menentukan nUai

tercatnt (carrying amount);

(b) Rekonsiliasi jumiah tercatat pada awai dan akhir periode yang

menunjukkan:

(1) Panambahan;

(2) Pelepasan;

(3) Akumuiasi penyusutan dan perubahan nUai, jika ada;

(4) Mutasi aset tetap iainnya.

(c) Inforrnasipenyusutan, meiiputi:

(1) Niiai penyusutan;

(2) Metodepenyusutan yang digunakan;

(3) Masa manfaatatau tarifpenyusutan yang digunakan;

(4) NUai tercatat bruto dan akumuiasi penyusutan pada awai dan

akhirperiode;

100. Laporan keuanganjuga harus mengungkapkan:

(a) Eksistensidan batasan hak milikatas aset tetap;

(b) Kebijakan akuntansi untuk kapitaiisasi yang berkaitan dengan aset

tetap;

(c) Jumiahpengeiuaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

(d) Jumiah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

101. Jika aset tetap dicatat pada jumiah yang dinilal kembali, hal-hal

berikut harus diungkapkan:

(a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

(b)Tanggal efektif penilaian kembali;

(c) Jika ada, nama penilai independen;

(d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya
penggenti;

(e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap;
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TANGG/^L EFEKTIF

IV2. Kebijakan Akuntansi ini berJaku efektif secara bertahap

untuk iaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu mulai Tahun Anggaran 201S.

BUPATI

Lampiran XIII - 19



PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR: 68TAHUN 2014
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LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68TAHUN2014

TANGGAL : 5 Desember 2014

KIEBDAKAN AKUNTANSI NOMOR 14

AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Paragraf-paragraf yang dituHs dengan huruf tebal dan miring adaiah

paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca daiam konteks paragraf-

paragraf penjeinsan yang dituiis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptuai

Akuntansi Pemerintah Daerah.

Tujuan

1. Tujuar kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan

adaiah mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam

pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalah utama akuntansi untuk Konstruksi

Dalam Pengerjaan adaiah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat
sampai dsngan konstruksi tersebut selusai dikerjakan.

2. Kebijal.an akuntansi ini memberikan panduan untuk:

(a) identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai konstruksi dalam
pengerjaan;

(b) penetapan tiesarnya biaya yang dikapitalisasi dan disajikan di neraca;
(c) penetapan basis pengakuan dan pengungkapan biaya konstruksi.

Ruang Lingkup

3. Suatu entitas akuntansi yang melaksanakan

pembangunan aset tetap untuk dipakai daiam penyelenggaraan kegiatan
Pemerintahan Daerah dan/atau masyarakat, daiam suatu jangka waktu
tertentUf baikpeiaksanaan pembangunannya diiakukan secara swakeloiaatau
oieh pihak ketiga wajib menerapkan kebijakan ini.

4. Sifat aktivitas yang dilaksanakan untuk konstruksi pada umumnya
berjangka panjang sehingga tanggal mulai peiaksanaan
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aktivitas dan tanggal selesainya aktivitas tersebut biasanya jatuh pada periode akuntansi

yang berlainan.

5. Masalah utama akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah jumlah

biaya yang dia<ul sebagai aset tetap yang hams dicatat sampai dengan konstruksi

tersebut selesai dikerjakan.

DEFINISI

6. Benkut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi dengan pengertian:

Konstruksi dalam oenaeriaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses

pembangunan.

Kpntrak konstruksi adalah perikatan yang dUakukan secara khusus untuk

konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu
sama lain atau saiing tergantung daiam hal rancangan^ teknologi, dan

fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adaiah suatu entitas yang mengadakan kontrak untukmembangun
aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain

sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uanq muka kerja adaiah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dUakukan dalam rangka kontrak konstruksi.

Maim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai
penggantian hiaya-biaya yang tidak termasuk daiam nilai kontrak.

Pemberi—kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi
denganpihakketigauntukmembangun atau memberikanjasa konstruksi.

Retensi adaiah jumlah termin ('progress billing^ yang belum dibayar hingga
pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah
tersebut.

Termin ('progress billing.^ adaiah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang
dUakukan daiam suatu kontrak balk yang telah dibayar ataupun yang belum
dibayar oleh pemberi kerja.
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KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

7. Konstruksi daiam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses

perolehannya can/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu

dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya
inemerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa

kurang atau iebih dari satu periode akuntansi.

8. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri

(swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

KONTRAK KONSTRUKSI

9. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset
yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan,
teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya
konstruksi jaringan irigasi.

10. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

(a) Kontrak uncuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan
konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

(b) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
(c) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan

konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering-,
(d) Kontrak unt.uk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

PENYATUAN DAN SEGMENTASI KONTRAK KONSTRUKSI
11. KeCentuan-ketentuan dalam kebijakan akuntansi ini diterapkan secara

terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu
untuk menerapkan kebijakan akuntansi ini pada suatu komponen kontrak konstruksi
tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi
secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok
!;ontrak konstruksi.

12. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset,
konstruksi darisetiap aset diperlakukan sebagaisuatu kontrak konstruksiyang
terpisahapabiiasemuasyaratdi bawahini terpenuhi:
(a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiapaset;
(b)Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor

serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak
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bagian ko.itrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

(c) Biaya masing-masing aset dapatdiidentiBkasikan.

13. Suatu kontrak dapat berisi kiausui yang memungkinkan

konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat

diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke daiam

kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperiakukan sebagai suatu kontrak

konstruksi terpisah jika:

(a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan daiam rancangan,

teknotogiy atau fungsi dengan aset yang tercakup daiam kontrak semula;
atau

(b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa
memperhatikan harga kontrak semula.

PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

14. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi daiam

pengerjaanjika:

(a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan
datang berkaitan dengan aset tersebutakan diperoieh;

(b) Biaya pemiehan tersebut dapat diukursecara andai; dan
(c) Aset tersebut masih daiam proses pengerjaan.

15. Konstruksi daiam pengerjaan biasanya merupakan aset yang
dimaksudkan digunakan untuk operasionai Pemerintah Daerah atau
dimanfaatkan oieh masyarakat daiam jangkapanjang dan oieh karenanya
diklasifikasiknn daiam asettetap.

16. i'onstruksi daiam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang
bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
(a) konstruksi secarasubstansi teiahseiesaidikerjakan; dan
(b) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan peroiehan.

17. «,uatu konstruksi daiam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang
bersangkutan bersangkutan (tanah; peraiatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan,
irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan
seiesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

PENGUKURAN

18. KonstruKS! datdm pengerjaan dicatat dengan biaya peroiehan.
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Biaya Konstriiksi

19. NHai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

(a) Biaya yang berhubungan iangsung dengan kegiatan konstruksi;

(b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat

diaiokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(c) Biaya iam yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi
yang bersnngkutan.

20. Bitiya-biaya yang berhubungan Iangsung dengan suatu kegiatan konstruksi
antara lain meli juti:

(a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;

^b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

(c) Biaya penir;dahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke

lokasi pelak:;anaan konstruksi;

(d) Biaya penye^aan sarana dan peralatan;

(e) Biaya ranc angan dan bantuan teknis yang secara Iangsung berhubungan
dengan konstruksi.

21. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya
dan dapat d:aloi%asikan ke konstruksi teitentu meliputi:
(a) Asuransi;

(b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara Iangsung
berhubungan dengan konstruksi tertentu;

(c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang
bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu diaiokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan
rasional dan dibjrapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik
yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang
atas dasar propnrsi biaya Iangsung.

22. Niiai konstruksi yang dikerjakan oieh kontraktor meiaiui
kontrak konstruksi meiiputi:

(a) Termin yang teiah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan
tingkatpenyeiesaian pekerjaan;

(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung
dengan pekerjaan yang teiah diterima tetapi beium dibayar pada tanggai
peiaporan;

(c) Pembayaran Maim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan
dengan peiaksanaan kontrak konstruksi.
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23. Kcmtraktor nieliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.
24. P<?mbayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara

bertahap (term n) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak
konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai
konstruksi dalari pengerjaan.

25. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh
pember. kerja, kesalahan dalam spesiflkasi atau rancangan dan perselisihan
penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

26. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang
timbul seiams masa konstruksi dikapitaiisasi dan menambah biaya konstruksi,
sepanjang biaya tersebutdapatdiidentifikasikan dan ditetapkan secara andai.

27. [iiaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

28. Jumiah biaya pinjaman yang dikapitaiisasi tidak boieh meiebihi
jumiah biaya bunga yang dibayarkanpada periode yang bersangkutan.

29. Apabiia pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis
aset yang diperoieh daiam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode
yang bersangkutan diaiokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode
rata-rata tertimbang atas totalpengeiuaran biaya konstruksi.

30. Apabiia kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara
tidak disebabkan oieh hai-hai yang bersifat force majeur maka biaya
pinjaman yang dibayarkan seiama masa pemberhentian sementara
pembangunan konstruksi dikapitaiisasi.

31. Pemberhentian sementara^ pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi
karena beberap.i hai seperti kondist force majeur atau adanya campur tangan dari
pemberi kerja etau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian
tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang
berwenang, biaya pinjaman seiama pemberhentian sementara dikapitaiisasi. Sebaliknya
jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeur, biaya pinjaman tidak
dikapitaiisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

32. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenispekerjaan yang
penyeiesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda- beda, maka jenis pekerjaan
yang sudah seiesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biayapinjaman hanya
dikapitaiisasi untukjenispekerjaan yang masih daiam prosespengerjaan.

33. SuatiI kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-
masing dapat diidentifikasi sebagairnana dimaksud dalam paragraf 12. Jika jenis-jenis
pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman

Lampinin XIV - 6



yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis

pekeijaan yang belum selesai. Bagian peketjaan yang telah diseiesaikan tidak

diperhitungkan lagt biaya pinjaman.

pengungk:apan

34. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai

Konstruksi Dalam Pengeijaan pada akhirperiode akuntansi:

(a) Rincian kontrak konstruksi daiam pengerjaan berikut dngkat

penyeiesaian danjangka waktu penyeiesaiannya;

(b) Niiai kontrak konstruksi dan sumberpembiayaanya;

(c) Jumiah biaya yang teiah dikeiuarkan;

(d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

(e) Retensi.

35. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi.

Misalnya, termin yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan.

Jumiah retensi diungkapkan dalam Catalan atas Laporan Keuangan.

36. Aset dapat dibiayai dari sumber dana tertentu. Pencantuman sumber

dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal

tertentu.

TANGGAL EFEKTIF

37. Kebijakan Akuntansi ini beriaku efektif secara bertahap untuk

iaporan keuangan atas pertanggungjawaban peiaksanaan anggaran Penterintah

Kabupaten Lu wu muiai Tahun Anggaran 2015.

BUPi iTI LUWU,

A. MUD^MKKAR
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LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68TAHUN2014

TANGGAL ; 5 Desember 2014

KEBDAKAN AKUNTANSI NOMOR 15

i\KUNTANSI ASET TAK BERWUJUD

Paragraf paragraf yang ditulis dengan huruf teba! dan miring adalah

paragraf kebijakan akuntansif yang harus dibaca daiam konteks paragraf

paragrafpenjetasan yang dituiis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptuai

Akuntansi Pemorintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset tak berwujud adalah mengatur
perlakuan akuntansi untuk aset tak berwujud. Masalah utama akuntansi untuk aset

tak berwujud acalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan pengungkapan
yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali
dan penurunan nilai tercatat {carrying value) aset tak berwujud.

2. Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tak berwujud dapat
dtakui sebagai aset jika memenuhi detinisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam
Kerangka Konseptuai Akuntansi Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seiuruh entitas akuntansi
dan entitaspeiapotan yang menyajikan iaporan keuangan untuk tujuan umum
dan mengatur tentang periakuan akuntansinya, termasuk pengakuan
pendamn, penyajian, dan pengungkapan yang dipertukan kecuaii biia
k^^an akuntansi iainnya mensyaratkan periakuan akuntansi yang

Kebijakan akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
(a) Kewenangan untuk memberikan perijinan oleh instansi Pemerintah Daerah;
(bijewenangan untuk menarik pungutan perpatakan oleh intans, Pemenntah



(c) Aset tak berwujud yang dimiliki untuk dijual oteh entitas dalam rangka
operasi nc rmal (diakui sebagai persediaan);

(d) Hak pengusahaan hutan;
(e) Hak pengusahaan jalan tol;
(f) Hak pengulolaan suatu wilayah; dan
(g) Hak penambangan dan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka eksploras,,

pengembcngan dan penambangan mineral, minyak, gas
aiam, dan sumber daya lainnya yang tldak dapat diperbarul.

DEFINISI

5. Berikut ada/ah istUah-istUah yang digunakan dalam Kebijakan

Akuntansi dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiUki oleh

Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperolehf
baik oieh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur daiam
satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipeiihara karena alasan sejarah dan budaya.
AmMkMmujud adalah aset nan keuangan yang dapat diindentifikasi dan
t,<lak „ny.l „uJuC r,sll, sana dimUik, untuk digunakan daiam
menghasdkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan iainnya
termasuk hakataskekayaan inteiektuai.

hatanTmLZ"lT". ~ diiaksanakan dengan
nn,u yang ba^ "^•"-"aman teknis atas
satambaagu adaiah penerapan temuan riset atau nenn ,
pada suatu rencana dan rancangan aiat "aetahuan iainnya
yang sifatnya baru atau menuL ^ atau jasa

UMUM

sepertl

(kang memu ,. Iisensi atau parirUnTukT7^'™
termasuk dalam aset berwujud atau iidak T "
-empertlmbangkan atrlbut yang domlnan pada aset ir



untuk menjalankan komputer, dimana komputer tersebut tidak dapat beroperasi tanpa
piranti lunak tersebut merupakan bagian integral (tidak terpisahkan) dari piranti
kerasnya sehingga diperlakukan sebagai bagian dari aset tetap. Akan tetapi, bila piranti
lunak tersebut bukan merupakan bagian integral dari piranti keras tang terkait, piranti
lunak tersebu: diperlakukan sebagai aset tidak berwujud.

KLASIFIKASI ASET TAK BERWUJUD

7. Aset tak berwujudmeh'puti:

(a) Pirantiiunak(Software) komputer;
(b) Lisensi dan francshise;

(c)Hak cipt^ ^copyright;, paten, dan hak iainnya;
(d)Hasii kajian/peneiitian yang memberikan manfaat jangkapanjang;
(e) Aset tak berwujudyang mempunyai niiai sejarah/budaya; dan
(f) Asettak berwujuddaiam pengetjaan.

8. Lis(!nsi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain
berdasarkan p.erjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu
paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

9. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu
dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan.

10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor
(penemu) ata;; hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu
tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

11. Ha^il kajian/p(3nelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah
^uatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di
masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak
dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak
dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

12. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud
yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun
anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal
terjadt sepert- ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka
pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset
tak berwujud dalam Pengerjaan {intangible asset - work in progress), dan setelah
pekerjaan selesai kemudian akan direklaslfikasi menjadi aset tak berwujud yang
bersangkutan
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PENGAKUAN ASET TAK BERWUJUD

13. Aset tak berwujud diakuijika, dan hanyajika:
(a) Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan mafaat

ekonomis dan/atau manfaat sosia! di masa depan kepada entitas
pelaporan atau entitas akuntansi

(b) Mempunyai masa manfaat lebih dari12(dua betas) bulan; dan
(c) Biaya perotehanasetdapat diukursecara andal.

14. Mc-infaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat
mencakup penerimaan pendapatan daerah, penghematan biaya, atau manfaat lain
yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh entitas.

15. Daiam menitai kemungkinan adanya manfaat ekonomis dan/atau
sosiai masa depan, entitas harus menggunakan pertimbangan yang masuk
akai dan aapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik
manajemen atas kondisi ekonomi dan/atau sosiai yang berlaku sepanjang
masa manfaataset tersebut.

16. D.3lam menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomi
dan/atau sosiai masa depan yang cimbul dari penggunaan aset tak berwujud, entitas
mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud
dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal.

17. Pengakuan aset tak berwujud akan sangat andai biia asettak
berwujud teiah diterima atau diserahkan hak kepemllikannya dan atau pada
saat penguasaannya berpindah. BHa aset tak berwujud diperoleh dengan
cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dUakukan pada saat kegiatan
tersebut dinyatakan teiah seiesai diiaksanakan.

iS.Asec tak berwujud dapat diperoleh entitas meialui pelaksanaan hasil
kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk
menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah
Daerah memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antara lain untuk:
(a) Menentukan apakah teiah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat

diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan
(b) Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal.

19. Da^am menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan
secara internci memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses
dihasilkannya aset tak berwujud menjadi dua tahap, yaitu:
(a) Tahap peneiitian atau riset; dan

(b) Tahap pengembangan.

20. Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan
tahap pengembangar, suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud,
maka entitas memperiakukan kegiatan tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang
dilakukan hanyn pada tahap riset saja.
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21. Suatu entitas tidak boleh mengakui aset tak berwujud yang

timbu! dari riset (atau dart tahap riset pada suatu kegiatan internal).

Pengeiuaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan

internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.

22. Contoh-contoh kegiatati penelitian atau riset adalah sebagai berikut:

(a) Kegiatan yang ditujukan untuk riiemperoieh pengetahuan baru;

(b) Pencarian, evaiuasi, dan seleksi penerapan temuan riset atau pengetahuan

lainnya;

(c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa;
dan

(d) Perumusan, perancangan, evaiuasi, dan seleksi berbagai alternative

kemungkinan bahan baku, peralatan, barang, proses, sistem, atau jasa.

23. Suatu aset tidak bervvujud yang timbul dari pengembangan (atau dari

tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika
perusahaan d.ipat menunjukkan semua hal berikut ini:

(a) Kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut
dapat digunakan;

(D) Niat untuk menyelesaikan aset tak berwujud tersebut dan

menggunakannya;

(c) Kemampu.an untuk menggunakan aset tak berwujud tersebut;
(d) Cara aset tak berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi

dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan
kegunaan aset tak berwujud tersebut;

(e) Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk
menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan menggunakan aset
tersebut; dan

(f) Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset
tak berwujud selama pengembangannya.

Beban Masa Lalu Tidak Diakui sebagai Aset

24. Pengeluaran atas unsur tak berwujud yang awainya diakui oieh
entitas sebagai biaya daiam iaporan keuangan periode sebeiumnya tidak
boieh diakui sebagai bagian dari harga peroiehan aset tak berwujud di
kemudian hari.

PENGUKUtUN ASET TAK BERWUJUD

25. Aset tak berwujud diniiai dengan biaya peroiehan. Apabila
peniiaian aset tak berwujud dengan menggunakan biaya peroiehan tidak
memungkinkan maka niiai aset tak berwujud didasarkan pada nilai wajar
pada saatperoiehan.
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Perolehan T<irpisah

26. Jika suatu aset tak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset tak

berwujud biasanya dapat diukur secara andai. Hal itu akan tampak jeias jika

pembayaran cilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya.

27. Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri atas harga bell, termasuk

pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaltkan langsung dalam mempersiapkan

aset tersebut sehingga slap digunakan sesual dengan tujuannya. Pengeluaran yang

dapat dikaltkan langsung, misatnya imbalan profesional konsultan hukum. Apabila

terdapat diskonto atau rabat, rnaka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya

perolehan aset.

Pertukaran i\set

28. Suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran

atau tukar tarnbah aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya

perolehan asest tak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima,

yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan

jumlah uang lunai atau setara kas yang diserahkan.

Aset Tak Berwujud yang Dihasilkan secara Internal (Swakelola)

29. Biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal

(swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat

dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk

menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai

dengan tujuannya. Biaya perolelian aset tak berwujud mencakup, apabila dapat

diterapkan;

(a) Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi

dalam menghasilkan aset tak berwujud;

(b) Gaji, upah, dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung
terlibat dc.lam menghasilkan aset tersebut; dan

(c) Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya aset tersebut,

seperti biaya pendaftaran hak hukum.

30. Pengeluaran pelatihan pegawai untuk mengoperasikan aset tak

berwujud bukan merupakan komponen biaya perolehan aset tak berwujud yang
dihasilkan ser ara internal.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN {SUBSEQUENT

EXPENDITURES)

31. Pengeluaran setelah aset tak berwujud diperoleh

(pengeluaran setelah perolehan) diakui sebagal biaya pada saat terjadinya
pengeluaran, kecuali:
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(a) Pengeliiaran tersebut besar kemungkinannya akan meningkatkan

manfaat ekonomi dan/atau sosia! masa depan sehingga menjadi lebih

besar daripada standar kinerja yang diperkirakan semula; dan

(b) Pengeluaran tersebut dapat diukur dan dikaitkan dengan aset secara

andal.

Jika persyaratan-persyaratan di atas dipenuhi, maka pengeluaran setelah

perolehan harus ditambahkan kepada biaya perolehan aset tak berwujud.

32. Pengeluaran secelah aset tak berwujud diperoleh (pengeluaran setelah
perolehan) diakui sebagai biaya jika pengeluaran tersebut dibutuhkan untuk memelihara

agar aset dapat beroperasl pada standar kinerja yang diperkirakan semula. Aset tak

berwujud memiliki karakteristik sedemikian rupa sehingga dalam banyak kasus tidak
mungkin dihmtukan apakah pengeluaran setelah aset diperoleh akan dapat
mempertahankan atau meningkatkan manfaat ekonomis yang diperoleh entitas dari aset

tersebut. Di samping itu, sering kali sulit mengaitkan secara langsung pengeluaran
tersebut dengan aset tak berwujud tertentu, tetapi lebih mudah mengaitkan
pengeluaran dengan entitas secara keseluruhan. Dengan demikian, jarang terjadi
pengeluaran setelah pengakuan awal aset tak berwujud, balk aset yang diperoleh
melalui pembelian maupun yang dihasilkan sendiri, diakui sebagai penambahan biaya
perolehan aset tak berwujud.

PENGUKUIIAN BERIKUTNYA {SUBSEQUENT MEASUREMENT)
TERHADAP PENGAKUAN AWAL

33. Sotelah pengakuan awaf, aset tak berwujud dinilai sebesar biaya
perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Periode Amortisasi

34. Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus
dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa
manfaatnya, Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud tidak
akan meiebihi 20 tahun sejak tanggai aset siap digunakan. Amortisasi
harus muiat dihitung saataset siap untukdigunakan.

35. Manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan yang terkandung
dalam suatu aset tak berwujud dikonsumsi dengan berjalannya waktu. Untuk
mencerminkati konsumsi tersebut, nilai tercatat aset tersebut harus diturunkan. Hal
tersebut, dilakukan melalui alokasi yang sistematis atas biaya perolehan dikurangi nilai
sisa. Alokasi yang sistematis tersebut diperhitungkan sebagai amortisasi sepanjang
masa manfaat aset tersebut. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam
menentukan rlasa manfaat suatu aset tak berwujud, termasuk:
(a) Perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh tim

manajemen yang lain

(b) Siklus hidup yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar
mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan

1.jltnnirsin VIV - 7



cara yang isama

(c) Keusangan tekni?, teknologi;

(d) Tingkat/jurnlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan

untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan

serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut;

(e) Periode pfngendalian aset dan pembatasan hukum dan pembatasan lainnya yang

dikenakan atas penggunaan aset tersebut; dan

(f) Ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset

lainnya dai I entitas.

36. Menilik sejarah pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak {software)

komputer dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi.
Oleh karena itu, masa manfaat aset tak berwujud cenderung pendek.

37. jika pengendalian atas manfaat ekonomi dan/atau sosia!

masa depan dari suatu aset tak berwujuddiperoleh melalui hak hukum yang
diberikan selama satu periode tertentu, maka masa manfaat aset tak

berwujud tidak boleh melebihiperiode hak hukum tersebut, kecuafi:

(a) Hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan

(b) Pembaruan tersebutpada dasarnya pasti diperoleh.

38. Piasa manfaat aset tak berwujud dihitung sejakperoiehan
aset tak berwujud dimaksud.

39. Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada
awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun
buku yang hersangkutan. Sedangkan asset tak berwujud yang diperoleh setelah
pertengahan ahun buku sampai clengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal
tahun buku berikutnya

40. Masa manfaat atau umur ekonomis piranti lunak {software) adalah 5
(lima) Tahun.

41. Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau
tarifamortisasi maka penetapannya dUakukan oleh Sekretaris Daerah.

Metode Amortisasi

42. Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat

ekonomi dnn/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat
ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya
amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali terdapat
kebijakan akuntansi lainnya yang mengizinkan atau mengharuskannya untuk
dimasukan ke daiam nilai tercatat aset lain.

43. Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus
{straightline method).

44. Pelaksanaan amortisasi dUakukan bersamaan dengan penerapan
basis akruat.
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PENGHENTIAN DAN PELEPASAN {RETIREMENT AND

DISPOSAL)

45. Suatu aset tak berwujud tidak boleh tagi diakui, dan harus

dihUangkan dan neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi
manfaat mnsa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan peiepasan
yang diiakukan sesudahnya.

46. Aset tak benn/ujud yang secara permanen dihentikan atau

dilepas hams dieiiminasi dari Neraca dan diungkapkan daiam Catatan atas
Laporan Keuangan.

PIRANTI LUNAK {SOFTWARE)
47. Dalam pengakuan software komputer sebagai aset tak berwujud,

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

(a) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi Pemerlntah
Daerah dnpat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi Pemerintah
Daerah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh
instansi Pemerintah Daerah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi
nilai perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak
perlu diakui sebagai aset tak berwujud, selain itu seperti ini biasanya
bersifat terbuka dan tidak ada periindungan hukum hingga dapat dipergunakan
siapa saja, maka salah kriteria dari pengakuan aset tak berwujud, yaitu
pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk
software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai aset tak berwujud adalah
yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

(b) Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus
per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah maka software seperti ini harus
dicatat sebagai persediaan. Di iain pihak apabila ada software yang dibeli oleh
Pemerintah Daerah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari
suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka
software b^rsebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi
sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli
tersendiri Jan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai aset tak
berwujud setelah mernenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

Perolahan Scicara Eksternal

48. Uniuk menentukan perlaKuan akuntansi, membutuhkan identifikasi jenis,
syarat dan kntentuan penggunaan terhadap software yang diperoleh secara
eksternal ter;.ebut. Hal-hal yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu adalah:
(a; Apakah larga perolehan awal dart software terdirt dari harga pembelian

software Jan pembayaran untuk llsensi penggunaannya, atau hanya pembayaran
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lisensi sa.ia;

(b)Apakah ada batasan waktu/ijin penggunaan software,

(c) Berapa lana ijin penggunaan.

49. Dangan memperhatikan hal-hal tersebut di atas maka perlakuan

akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai
berikut:

(a) Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari

12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya

lisensinya harus dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Sedangkan perolehan
software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai
dengan l,£ bulan, maka nilai perolehan 5o/?wa/-etidak perlu dikapitalisasi.

(b) Software yang diperoieh hanya dengan membayar ijin
penggunann/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi
sebagai aset tak berwujud. Software yang diperoleh hanya dengan membayar
ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu
dikapitalisasi.

(c) Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya
lebih dan 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki
pembatascin ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai
dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran Berikutnya Setelah Perolehan

50. i:apitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software
komputer hams memenuhi salah satu kriteria ini:

(a) Me lingkatkan fungsi software,

(b) Meningkatkan efisiensi software.

51. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di
atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat
terjadinya. Mir-alnya pengeluaran setelah perolehan terhadap software yang sifatnya
nanyo mengr.'mbalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi
software dal;im rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu
dikapitalisasi.

52. Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software praktik
umumnya ticiak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin
penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari versi yang lama menjadi yang
paling mutakh r yang lebih mendekati kepada perolehan software baru.

53. Dalam hal pengeluaran untuk perpanjangan lisensi:
(a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang

dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu

dikapitalisfiSi.

(b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih
dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
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HAK PATEW

54. Perolehan hak paten dapat berasal dari hasil Kajian dan Pengembangan
atas peneliti.an yang dilakukan pemerintah atau pendaftaran atas suatu

kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

55. iJntuk Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi terhadap
kekayaan/watisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat
dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk
mengantlsipasl lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat
mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya
pendaftarannya, kemudian memberikan penjeiasan yang memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuaigan (CaLK).

56. Untuk Hak Paten yang berasal dari hasil kajian/penelitian apabila
masihdalam proses pendaftaran dan dokumen sumber belum terbit, maka entitas dapat
mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar blaya pendaftaran
ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai aset tak
berwujud, kemudian memberikan penjeiasan yang memadai dalam CaLK.

PENGUNGKAPAN

57. Laporan keuangan harus mengungkapkan hahha! berikut
untuk setiap gdongan aset tak berwujud^ dengan membedakan antara aset
tak berwujud yang dihasUkan secara internaldan aset tak berwujud iainnya:
(a) Masa manfaat aset tak berwujud;

(b) Rekonsiiiasi jumiah tercaiat pada awai dan akhir periode yang
menunjukkan:

(1) Penatnbahan;

(2) Pengnentian dan peiepasan;

(3) Akum uiasi Amoitisasi;

(4) Mutasi iainnya.

(c) Informasi amortisasi, meliputi:

(1) Niiai penyusutan;

(2) Metode amortisasiyangdigunakan;
(3) Masa manfaatatau tarifamoitisasi yang digunakan;
(4) Niiai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awai dan akhir

periode.

58. Laporan keuanganjuga harus mengungkapkan:
(a) Penjeiasan^ niiai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari

setiap aset tak berwujud yang meteriai bagi laporan
keuangan secara keseiuruhan;

(b) Keberaduan dan niiai aset tak berwujud yang hak
penggunaannya dibatasi; dan

(c) Jumiah komitemen untuk memperoieh asettak berwujud.
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59. E.ntitas dianjurkan, untuk mengungkapkan informasi mengenai

gambaran mengenai sotiap aset tak berwujud yang sudah sepenuhnya

diamortisasikan yang maslh digunakan.

TANGGAL EFEKTIF

60. Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk

!aporan keuangan atas pertanggungjawaban petaksanaan anggaran

Pemerintah Kabupaten Luwu mulai Tahun Anggaran 2015.

BUP^TI LUWU,

A. MUDZAKKAR

Lamoiran XIV - 12



PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR: 68TAHUN 2014

KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
NOMOR 16

AKUNTANSI KEWAJIBAN
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LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 16

AKUNTANSI KEWAJIBAN

Paragraf-paragraf yang dituUs dengan huruf tebal dan miring
adaiah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca daiam konteks

paragraf-paragraf penjeiasan yang dituiis dengan huruf biasa dan

Kerangka KonseptuaiAkuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAMULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adaiah mengatur periakuan
akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi,
dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seiuruh entitas

akuntansi dan pelaporan yang menyajikan iaporan keuangan untuk
tujuan umum dan mengatur tentangperiakuan akuntansinya, termasuk
pengakuan, pengukuran, penyajian, danpengungkapan yang diperiukan.

3. Kebijakan akuntansi ini mengatur:

(a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban
jangkapendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan
dari Utang Daiam Negeri dan UtangLuarNegeri;

(b) Periakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman daiam mata uang
asing;

(c) Periakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari

restrukturisasi pinjaman;

(d) Periakuan akuntansi untuk biaya yang timbui dari utang
Pemerintah Daerah.

Huruf (b), (c), dan (d) diatas bedaku sepanjang betum ada
pengaturan khusus daiam pernyataan tersendiri mengenai hai-hai tersebut
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4. Kebijakon akuntansi ini tidak mengatur:

(a) Akuntansi Kewajiban Diestlmasi dan Kewajiban Kontinjensi;
(b) Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai;
(c) Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari

transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing seperti
pada paragraf 3(b).

Huruf (a) dan (b) diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

DEFINISI

I. Berikut adalah istUah-istilah yang digunakan | dalam
Kebijakan akuntansi dengan pengertian:

AmortisasLacfa/aA aiokasisistematis daripremium ataudiskonto seiama
umur utarg Pemerintah Daerah.

Aset Tertentu yang memenuhi svarat fQualifyino Asset L selaniutnva
disebut Aset Tertentu adalah aset yang membutuhkan waktu yang
cukup lama agar slap untuk dipergunakan atau dijual sesuai dengan
tujuannya.

Slaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung
oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana.

peblturadalah pihak yang menerlma utang dari kreditur.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilal kini
kewajiban (present value; dengan nilai jatuh tempo kewajiban
(maturity value) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat
bunga efektif.

$nms Akynt^n,; adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya <«ajlb
menyelenygarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitaspeiaporan.

Entitas PpJaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampalkan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

EBasm-uadalah utang yang timbul dari peristhva masa Muyang
penyelesaiannya mengaklbatkan allran keluar sumber daya ekonomi
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Pemerintah Daerah.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

KewaUban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan

jumlahnya beium pasti.

Kewaiiban kontiniensi

adalah:

(a) Kewajiban potenslal yang timbul dari peristiwa masa lalu dan

keboradaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak

teijndinya suatu peristiwa atau iebih pada masa datang yang tidak

septmuhnya berada daiam kendaii suatu entitas; atau

(b) Kewajiban kini yang timbui sebagai akibat masa iaiu, tetapi

tidak diakui karena:

(1) Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable^ suatu

entitas mengeiuarkan sumber daya yang mengandung

manfaat ekonomis untuk menyeiesaikan kewajibannya; atau

(2) Jumiah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara

andai.

Kurs adatah rasio pertukaran dua mata uang.

Metode oaris iurus adaiah metode aiokasi premium atau diskonto

dengan jumiah yang sama sepanjang periode sekuritas utang

Pemerintah Daerah.

Niiai nominal adaiah niiai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat

pertama kaii transaksi beriangsung seperti niiai yang tertera pada

iembar surat utang Pemerintah Daerah. Aiitan ekonomi seteiahnya^
seperti transaksi pembayaran, perubahan peniiaian dikarenakan

perubaha n kurs valuta asing, dan perubahan iainnya seiain perubahan

niiai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan niiai tercatat

kewajiban tersebut.

Niiai tercatat /fcarrving amount) kewaiiban adaiah niiai buku kewajiban
yang dihitung dari niiai nominal seteiah dikurangi atau ditambah

diskonto atau premium yang beium diamortisasi.

Obiiaasi Neaara adaiah Surat Utang Negara yang berjangka waktu iebih

dari 12 (dua beias) buian dengan kupon dan/atau dengan pembayaran

bunga secara diskonto.
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Perhituncan Fihak Ketiaa, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang

Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan

Pemerintih Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya,

seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan NUai (PPN), iuran

Askes, Taspen, dan Taperum.

Premium adaiah jumiah seiisih lebih antara niiai kini kewajiban ^present

valued dengan niiai jatuh tempo kewajiban ^maturity valued karena

tingkat bunga nominai iebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Restrukturisasi Utana adaiah kesepakatan antara kredltur dan debitor

untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa

penguranganjumiah utang, dalam bentuk:

(a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk

tunggakan dengan utang baru; atau

(b) Penjadwalan ulang atau modlfikasl persyaratan utang yaitu
mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada.
Penjadwalan utang dapat berbentuk:

(1) Perubahanjadwalpembayaran,

(2) Penambahan masa tenggang, atau

(3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan
bunga yangjatuh tempo dan/atau tertunggak.

Sekuritps—utana oemerintah adaiah surat berharga berupa surat
pengakutm utang oieh pemerintah yang dapat diperjualbeiikan dan
mempunyai niiaijatuh tempo atau niiaipelunasan padasaat diterbitkan,
misalnya Surat Utang Negara (SUN).

Surat Perbendaharaan Neaara adaiah Surat Utang Negara yang
berjangkn waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan
pembayaran bunga secara diskonto.

SuratUtang Negara adaiah surat berharga yang berupa suratpengakuan
utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin
pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Tunqqakan adaiah jumiah kewajiban terutang karena ketidakmampuan
entitas membayarpokok utangdan/atau bunganya sesuaijadwai.
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UMUM

6. Karakterisitik utama kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah

mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesalannya

mengaklbatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

7. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi peiaksanaan tugas

atau tangg jng jawab untuk bertindak di masa laiu. Daiam konteks pemerintahan,

kewajiban muncui antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan

pinjaman dari masyarakat, iembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau

iembaga internasionai. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena

perikatan iJengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada
masyarakal luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan
setoran pajak dari wajib pajak, aiokasi/reaiokasi pendapatan ke entitas iainnya,
atau kewajiban dengan pemberi jasa iainnya.

8. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang- undangan.

KLASIF][KASI KEWAJIBAN

9. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan
mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup Jumlah- jumiah
yang diharapkan akan diselesaikan daiam waktu 12 (dua betas) buian
dan iebihdari12 (dua betas)buian seteiah tanggalpeiaporan.

10. Informasi tentang tanggai jatuh tempo kewajiban keuangan
bermanfaai untuk meniiai iikuiditas dan soivabilitas suatu entitas. Informasi

tentang tanggai penyeiesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang
bunga jug3 bennanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban angka pendek atau jangka panjang.

11. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua betas)
buian seteiah tanggai peiaporan. Semua kewajiban iainnya
diklasifikasikan sebagai kewajibanjangka panjang,

12. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang
sama sep«.'rti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang

kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset iancar daiam
tahun peiaporan berikutnya.

13. Kewajiban jangka pendek iainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo
dalam waHu 12 (dua belas) buian seteiah tanggai peiaporan. Misalnya bunga
pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK), dan bagian iancar utang jangka panjang.
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14. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan tetap

mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban

tersebutjatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua betas)

butan setelah tangga! pelaporanjika:

(a) jangka waktu asUnya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua

betas) butan; dan

(b) entitas bermaksud untuk mendanai kembati ^refinance;

kewajiban tersebut atas dasarjangka panjang; dan

(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian

pendanaan kembati ^refinancingjir atau adanya penjadwatan
kembati Terhadap pembayaran^ yang diselesaikan sebetum

iaporan keuangan disetujui.

15. Jumlah setiap kewajiban yang dlkeluarkan dari kewajiban jangka
pendek se^uai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang
mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

16. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun
berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali {refinancing) atau
diguiirkan {roii over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan
tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian
dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dan pembiayaan jangka panjang dan
diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana
kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak
adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat
dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos
jangka pendek kecuali penyeiesaian atas perjanjian pendanaan kembali
sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi
kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

17. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan
tertentu {covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang
menjadi kewajiban jangka pendek {payable on demancf) jika persyaratan tertentu
yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan
demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
hanya jika:

(a) Pembeii pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
konsekjensi adanya pelanggaran, dan

(b) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
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PENGAKUAN KEWAJIBAN

18. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus

menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa

pengeiuaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dUakukan

untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat Ini, dan

perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai niiai penyeiesaian yang

dapat diukur dengan andai.

19. Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi

transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah

terjadlnya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa

mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti
perubatian bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian
eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya
seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan,
kerusakan karena ketidaksengajaan.

20. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai.
Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran.
Pembedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat
penting uncuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

21. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima

dan/atau pada saat kewajiban timbui.

22. Kewajiban dapat timbui dari:

(a) Transaksi dengan pertukaran {exchange transactions))
(b) Transaksi tanpa pertukaran [non-exchange transaction^, sesuai hukum

yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai
dengan saat tanggal pelaporan;

(c) Kejadi.jn yang berkaitan dengan .pemerintah [government-reiated
eventii^)

(d) Kejadian yang diakui pemerintah [government-acknowledged events).
23. Suatu transaksi dengan pertukaran timbui ketika masing-

masing pihak daiam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima
suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbai baiik atas

sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya, Daiam
transaksi dengan pertukaran^ kewajiban diakui ketika satu pihak
menerima barang ataujasa sebagaigantijanjiuntuk memberikan uang
atau sumber daya iain di masa depan.

24. Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat
pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari
kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai
lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbui karena kedua belah pihak (pemberi
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kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban

kompensaji meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya

manfaat pijgawai lainnya yang berhubungan dehgan jasa periode berjalan.

25 Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu

pihak da!am suatu transaksi menerima nifai tanpa secara fangsung

memberikan atau menjanjikan niiai sebagai gantinya. Hanya ada satu

arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran,

suatu kewajiban harus diakui atasjumiah terutang yang beium dibayar

pada tanggai peiaporan.

26. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada

entitas peiaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika

Pemerintah Daerah membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan

hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah lain, persyaratan

pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui

transaksi dengan pertukaran.

27. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adaiah

kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya

interaksi antara Pemerintah Daerah dan Ungkungannya. Kejadian
tersebut mungkin berada di iuar kendaii Pemerintah Daerah. Secara

umum suatu kewajiban diakui, daiam hubungannya dengan kejadian

yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama
dengan kejadian yang timbui dari transaksi dengan pertukaran.

28. Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja
menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian
tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut

sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa

Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah
pembayar^nnya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adaiah
kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

29 , Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adaiah

kejadian-kejadian yang tidakdidasarkan pada transaksinamun kejadian
tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah

karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian
tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab iuas untuk

menyediakan kesejahteraan pubiik. Untuk itu, PemerintahDaerahsering
diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang
sebeiumnya tidak diatur daiam peraturan formal yang ada.

Konsekuensinya, biaya yang timbui dari berbagai kejadian, yang
disebabkan oieh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada
akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya
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biaya tarsebut belum dapat memenuhi defmisi kewajiban sampai

Pemerintih Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggungjawab

keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbu! sehubungan

dengan kejadian tersebut dan tetah teijadinya transaksi dengan

pertukaran atau tanpa pertukaran.

30. Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui

kewajiban dan biaya untuk kondisi pada paragraf 29 ketika keduanya memenuhi

dua kriterici berikut:

(a) Badan Legisiatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber

daya yang akan digunakan, clan

(b) transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor

melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum

dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban

bencana).

31. Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian
yang diakui Pemerintah Daerah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di suatu

kecamatan dan DPRD mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana
tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari Pemerintah Daerah

karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota
tersebut. Iransaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan
Pemerintah Daerah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang
dibayar oleh Pemerintah Daerah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau
tanpa pertukaran. Dalam kasu.s transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang
untuk barang dan jasa yang clisediakan untuk Pemerintah Daerah diakui saat

barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa
pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum
dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke
Pemerintati Daerah untuk metnbayar manfaat, barang atau jasa yang telah
disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan
Pemerintali Daerah.

PENGUKURAN KEWAJIBAN

32. Kewajiban dicatat sebesar niiai nominal. Kewajiban
dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyaUikan dalam mata uang
rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank
sentraipada tanggai neraca.

33. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilal kewajiban
Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai
yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya,
seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs
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valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar,

diperhitunckan dengan menyesualkan nilai tercatat kewajiban tersebut.

34. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti

karakteristik dari masing-masing pos. Paragraf berikut menguraikan penerapan

nilai nominal untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan,

Utang kepada Pihak Ketiga {Account Payable"^

35. Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang,

termasuk barang dalam perjatanan yang telah menjadi haknya,
Pemerintih Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum
dlbayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat

perjanjian/kontrak.

36. Blla kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan
spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah
yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan
berita acarn kemajuan pekerjaan.

37. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit

pemerintthan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit
nonpemerintahan.

Utang Bunga {AccruedInterest)

38. utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat

sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga
dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah balk dari dalam
maupun tuar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang
belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan
sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

39. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk
sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk dan

substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

40. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan
berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat
pada laporan keuangan sebesarjumlah yang masih harus disetorkan.

41. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah

harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang
dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo
pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo

pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar
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jumlah /ang masih harus disetorkan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

42. NUai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk
bagian Isnear utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh
tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sete/ahtangga!pelaporan.

43. Termasuk dalam kategorl Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang acialah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan
harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajibsn Lancar Lainnya {Other Current Liabilities)
44. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak

termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya
tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan
disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik
masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai
dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah
diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran
di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak
lam.

Utang Pumerintah Daerah yang tidak DIperjuaibelikan dan yang
Diperjualbelikan

45. Penilaian utang Pemerintah Daerah disesuaikan dengan
karakteristik utang tersebut yang dapat berbentuk:
(a) Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan {Non-traded

Debt)

(b) Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan {TradedDebt)

Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan {Non-Traded
Debt)

46. NUai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak
dipeijualbellkan (hon-traded debt^ merupakan kewajiban entitas
kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang
diatur daiam kontrak perjanjian dan beium diseiesaikan pada tanggai
pelaporan.

47. --ontoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat
diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga
keuangan international seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum
dari pinjeman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman {loan
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agreement).

48. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap,
penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran {payment schedule)
menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif
bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen
keuangan ntau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah
menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya
diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas
instrumen keuangan yang ada.

Utang Pemerintah Daerah yang Dlpetjualbelikan(7>'acfecfDedQ
49. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat

diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari
Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap
periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual
atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan
dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk
menggambnrkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.

50. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan
biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah {government debt securities)
yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.

51.Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesarnilai
pari ^original face valued dengan memperhitungkan diskonto atau
premium yang beium diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang
dijuai sebesar niiai pari (face) tanpa diskonto ataupun premium harus
diniiai sebesar nilai pari (face). Sekuritas yang dijuai dengan harga
diskonto akan bertambah niiainya seiama periode penjuaian dan jatuh
tempo; sedangkan sekuritas yang dijuai dengan harga premium niiainya
akan berkurang.

52. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada
<;aat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obiigasi Daerah, harus dinilai
berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo {face value) bila
dijuai dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman
Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijuai di atas atau di
bawah pan, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas
diskonto atau premium yang ada.

53. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis
lurus.
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Perubahan Valuta Asing

54. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat

dengan menggunakan kurs tengah bank sentra! saat terjadinya

transaksi.

55. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs

spot {spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal

transaksi sering digunakan, misainya rata-rata kurs tengah bank sentral seiama

seminggu atau sebulan digunakan untuk seiuruh transaksi pada periode tersebut,

Namun, jika kurs berfiuktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk

suatu periode tidak dapat diandaikan.

56. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam

mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs tengah bank sentralpada tanggal neraca.

57. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata

uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai

kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

58. Konsekuensi atas pencatatan dan peiaporan kewajiban dalam mata

uang asing akan mempengarutii pos pada Neraca untuk kewajiban yang
berhubungan dan ekuitas dana pada entitas peiaporan.

59. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbui dan
diseiesaikan daiam periode yang sama, maka seiuruh selisih kurs tersebut diakui

pada pericde tersebut. Namun jika timbui dan diseiesaikannya suatu transaksi

berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus

diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs
untuk masing-masing periode.

PENYELESAIAN KEWAJIBAN SEBELUM JATUH TEMPO

60. Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang
diseiesaikan sebelumjatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh

penerbit (ca\\ feature; dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi

persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka

perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilaitercatat netonya
harusdiungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagaibagian
daripos kewajiban yang berkaitan.

61. Apabila harga perolehan kembaii adaiah sama dengan niiai

tercatat {carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo
dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan

jumiah kev(/ajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
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62. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai

tercatat {carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas

dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada

Catalan atas Laporan Keuangan.

TUNGGAKAN

63. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah

harus disajikan daiam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur

pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan

kewajiban.

64. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh
tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok

dan/atau bunganya sesual jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Daerah

mungkin rriempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial
tanggal saatdebitor diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

65. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah
tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka {face) laporan
keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Daerah menjadi salah satu
informasi yang menarik perhalian pembaca laporan keuangan sebagai bahan
analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.

66. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus
diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur
Utang.

RESTRUKTURISASI UTANG

67. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi

persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi

secara prospektifsejaksaat restrukturisasi diiaksanakan dan tidak boieh

mengubah niiai tercatatutang padasaat restrukturisasi kecuaiijika niiai
tercatat tersebut meiebihi jumiah pembayaran kas masa depan yang
ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini
harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai
bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.

68. Restrukturisasi dapat berupa:

(a) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk
tunggakan dengan utang baru; atau

(b) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu
mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan
utang ciapat berbentuk:
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(1) Penibahan jadwal pembayaran,

(2) Penambahan masa tenggang, atau

(3) Meiijadwalkan kembali lencana pembayaran pokok dan bunga
yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

69. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga
efektif konatan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode
antara sa;it restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga

efektif yang baru adalalt sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai
tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam
persyarataii baru (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat.
Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal
pembayaran yang baiu dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh
tempo.

70. Inforrnasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru
harus disaj kan pada Catatan atas Laporan Keuangan .

71. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana
ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk
bunga maupun untuk pokok utang iebih rendah dariniiai tercatat, maka
debitur harus mengurangi niiai tercatat utang ke jumiah yang sama
dengan Jumiah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang
ditentukan daiam persyaratan baru. Hai tersebut harus diungkapkan
daiam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan
daripos kewajiban yang berkaitan.

72. Suatu entitas tidak boieh mengubah niiai tercatat utang
sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkutpembayaran
kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, seiama pembayaran kas
masa depan maksimum tidak meiebihi niiai tercatat utang,

73. jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat
merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai
contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi
keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk
menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur
pada akuni.ansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang
sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

Penghapijsan Utang

74. '̂ enghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan
oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah
utang debilur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.

75. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur
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melalui pc;nyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah

nilai tercatiitnya.

76. Jika penyetesaian satu utang yang nilai penyeiesaiannya di
bawah niiai tercatatnya diiakukan dengan aset kas, maka ketentuan

pada paragraf70 beriaku.

77. Jika penyeiesaian suafu utang ysng niiai

penyeiesaiannya di bawah niiai tercatatnya diiakukan dengan aset
nonkas makaentitassebagaidebiturharusmeiakukan peniiaian kembaii
atas aset nonkas dahuiu ke niiai wajarnya dan kemudian menerapkan
paragraf 70, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan
Keuangar: sebagai bagian dari pos kewajiban dan asetnonkas yang
berhubungan.

78. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus
mengungkapkan jurnlah perbedaan yang timbul sebagai akibat
restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan sellslh leblh antara:

(a) Nilai lercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau
ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan
atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan

(b) NJilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

79. Peniiaian kembaii aset pada paragraf 78 akan menghasilkan
perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk
penyelesaion utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.

BIAYA-BIAYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN UTANG
PEMERINTAH DAERAH

80. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah
Daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan
peminjamaii dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
(a) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek

maupun jangka panjang;

(b) Amortisiisi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
(c) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya

konsultan, ahli hukum, commitmentfee, dan sebagainya.
(d) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal

tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
81. Biaya pinjaman yang secara langsung dapatdiatribusikan

dengan peroiehan atau produksi suatu aset tertentu ^qualifying assets
harus dikapitaiisasi sebagai bagian dari biaya peroiehan aset tertentu
tersebut
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82. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan

aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapltalisasi terhadap aset

tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman terebut tidak dapat diatribusikan secara

langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan

berdasarkan penjelasan pada paragraf 84.

83. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasikan adanya

hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset

tertentu dun untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila

perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi

pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Daerah. Kesulltan juga

dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan

dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan

jumlah bieya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan,

sehingga (Jiperlukan pertimbangan profesional {professional judgement) untuk

menentukan hal tersebut.

84. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara

khusus o'igunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang

harus dikapitaiisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-

rata tertimbang (Weighted average^ atas akumuiasi biaya seiuruh aset

tertentu yang berkaitan seiama periode peiaporan.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

85. Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci

daiam bentuk daftar skedui utang untuk memberikan informasi yang

iebih balk kepada pemakainya.

86. Untuk meningkatkan kegunaan anaiisis, informash

informasi yang harus disajikan daiam Catatan atas Laporan Keuangan

adalah:

(a) Jumiah saido kewajiban jangka pendek dan jangka panjang

yang dikiasifikasikan berdasarkan pemberipinjaman;

(b) Jumiah saido kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah

berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan

jatuh temponya;

(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjaian dan

tingkat bunga yang beriaku;

(d) Konsekuensi diiakukannya penyeiesaian kewajiban sebeium

jatuh tempo;

(e) Perjanjian restrukturisasi utang meiiputi:

(1) Pengurangan pinjaman;

(2) Modifikasi persyaraten utang;
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(3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

(4) Pengunduranjatuh tempo pinjaman;

(5) Pengurangan nilaijatuh tempo pinjaman; dan

(6) Pengurangan jumiah bunga terutang sampai dengan periode

paiaporan.

(f) Jumiah tunggakan pinjaman yang disajikan daiam benWkdaftar

umur utang berdasarkan kreditur.

(g) Biaya pinjaman:

(1) Periakuan biaya pinjaman;

(2) Jumiah biaya pinjaman yang dikapitaiisasi pada periode yang

bnrsangkutan; dan

(3) Tingkat kapitaiisasiyang dipergunakan.

TANGGAL EFEKTIF

B7. Kebijakan Akuntansi ini beriaku efektif secara bertahap

untuk iaporan keuangan atas pertanggungjawaban peiaksanaan

anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu muiai tahun Anggaran 2015.

BUPA I LUWU,

A. MUDZAKKAR
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LAMPIRAN XVII ; PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 68 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 17

AKUNTANSI BELANJA
Paragraf-paragraf yang dituUs dengan huruf teba! dan miring adaiah

paragraf kebijakan, yang harus dibaca daiam konteks paragraf-paragraf
penjeiasan yang dituiis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptuai Kebijakan
AkuntansiPemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi beianja adaiah untuk mengatur
perlakuan akuntansiatas beianja dan informasi iainnya daiam rangka memenuhi
tujuan akuntcfbiiitas sebagaimana ditetapkan oieh peraturan perundang-
undangan.

2. Perlakuan akuntansi beianja mencakup definisi, pengakuan,
pengukuran, danpengungkapan beianja.

Ruang Lingkiip

3. Kebijakan ini diterapkan daiam akuntansi beianja yang disusun dan
disajikan dengan menggunakan akuntansiberbasis kas.

4. Pernyataan kebijakan iniberiaku untuk entitasakuntansi/peiaporan
pemerintah daerah, yang memperoieh anggaran berdasarkan APBD, tidak
termasuk perusahaan daerah.

MANFAATiNFORMASI AKUNTANSI BELANJA
5. Akuntansi beianja menyedlakan Informasi mengenai realisasi beianja dari suatu

entitas akuntansi/entitas peiaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan
dalarn mengevaluasi keputusan mengenai penggunaansumber-sumber daya
ekonomi,akuntabilitas dan ketaatan entitas akuntansi dan entitas peiaporan dengan :

(a) Mijnyediakan informasi mengenai penggunaan dan pengalokasian
sumber daya ekonomi kedalam pelaksanaan program dan kegiatan;

(b) Menyedlakan informas mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh
ycing berguna daiam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah daiam hal
efisiensi dan efektivitas perolehan beianja.
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6. Akuntcinsi belanja menyediakan informasi kepada para pengguna

laporan tentang pemanfaatan sumber daya ekonomi;

(a) telah dilaksanakan sesuai dengan APBD; dan

(b) telah dilaksariakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

DEFINISI

7. Berikut adalah istUah-istUah yang digunakan dalam kebijakan
dengan pengertian:

Aneiaaran Pendaoatan dan Belania Daerah fAPBD) adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan PerwakHan

Rakyat Daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit

organisasi atiu tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah
dUakukan kompensasiantara penerimaandan pengeluaran.

Basis Kas adaiah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa iainnya padasaat kasatausetara kasditerima ataudibayarkan.

Bntitas—Akuntansi adaiah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
diyabungkan pada entitas pelaporan.

intitps Pelapofan adalah Pemerintah Daerah yang menurutketentuanperaturan
perundang-undangan wajib menyampaikan iaporan pertanggungjawaban
berupa iaporan keuangan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinslp-prinsipf dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, danpraktlk-praktik spesifik yangdipllih oleh
suatu entitas pelaporandalampenyusunan danpenyajianlaporankeuangan.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
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Belania adalah setnua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembak oleh

Pemerintah Daerah.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang sehtruh atau sebagian modalnya
dimiiiki oleh Pemerintah Daerah.

RekenlnaKas Umum Daerahadalah rekening tempat penylmpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayarsehtruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI BELANJA

8. Belanja diklasifikasikan menurut klasiflkasi ekonomi (jenis belanja),
organisasif dan fungsi.

9. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan
pada jenIs belania untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi mellputi belanja
pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan
keuangan, dan belanja tak terduga.

10. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
SGliari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi
antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

11. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, balk dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah
Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dllaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai
adala gaj dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan Iain-Iain yang
berhubungan dengan pegawai.

12. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang
dan jasa yanc habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan
maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau

dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

13. Belanja Barang dapat dibedakan menjadi:

(a) Belanja Barang dan Jasa, merupakan pengeluaran yang antara lain

dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan
barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/penggantian

inventaris kantor, langganan daya dan jasa, Iain-Iain pengeluaran untuk

membiayai pekerjaan yang bersifat non- fisik dan secara langsung
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menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dan SKPKD, pengadaan

inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat niiai kapitalisasi

minimum yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan pengeluaran

jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan

penelitian.

(b) Belanja Pemeiiharaan, adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk

mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke daiam

kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah,

pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan

bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan

irigasi, peralatan mesin, dan Iain-Iain sarana yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pemerintahan.

(c) Belanja Peijalanan Dinas, merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk

membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan

jabatan.

14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan

bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

15. Sualu belanja dapat dikategorikan sebagai belanja modal jika;

(a) Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap

atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset Pemerintah

Daerah;

(b) Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi

asset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah;

(c) Perolehan aset tetap tersebut dinlatkan bukan untuk dijual.

Belanja Bunga adalah pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga

{interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang {principal outstanding) yang dihitung

berdasarkan pos si pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

16. Belanja Subsidi adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang

diberikan kepacia perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya

produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

17. Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/barang

atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah,

masyaiakat, daii organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak menglkat, serta tidak secara

terus menerus.
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18. Bfintuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk

transfer uang atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari

kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada

anggota masyarakat dan/atau iembaga kemasyarakatan termasuk didaiamnya

bantuan untuk iembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Belanja Bantuan

Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah daiam bentuk uang/barang atau jasa
kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang
sifatnya tidak terus- menerus dan selektif.

19. Bantuan keuangan adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk

uang, barang dan jasa, balk bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya
daiam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Khusus kepada
partai poiitik, bantuan keuangan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

20. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk keglatan yang
sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial, can pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperiukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Kriteria untuk belanja tidak terduga
adalah untuk keglatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup.

21. Contch klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:
I.Belanja Operasi:
- Belanja Pegawai xxx
- Belanja Barang
- Bur ga
- Subsidi

- Hib.ah

- Bantuan Sosial

II.Belanja Modal:
- Belanja Aset Tetap
- Belanja Aset Lainnya

Belanja Lain-lain/Tak Terduga
Transfer

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

22. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi
pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi antara lain belanja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah, dinas, dan iembaga teknis
daerah.

23. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada
fungsi-fungsi utama Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
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24. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

Pelayanan Umum xxx
Pertahanan xxx
Ketertiban dan Keamanan xxx
Ekonomi xxx
Perilndungan Lingkungan Hidup xxx
PerLimahan dan Permukiman xxx
Kes(?hatan xxx
Parlwlsata dan Budaya xxx
Againa xxx
Pendidlkan

Periindungan sosial
xxx

xxx

25. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan
kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan
sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. ApabHa diterima pada
periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam
pendapatan-UlA dalam pospendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

26. Kecuali penerimaan kembali belanja hibah dibukukan dalam
Pendapatan LPA- dalam pospendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

27. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan
pengendalian baiji manajemen untuk rnengukur efektivitas dan eflsiensi belanja tersebut.

PERLAKUAN AKUNTANSI BELANJA PEMELIHARAAN
28. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperiakukan

sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jlka memenuhi
seluruh kriteria sebagai berikut :

(a)Manfaat ekonomiatasbarang/aset tetap yang dipeiihara :
(1) bertambah ekonomis/efisienf dan/atau

(2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
(3) bertambah volume, dan/atau

(4) bertambah kapasitasproduksi, dan/atau
(b) NUai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset

tetap tersebut material/melebihlbatasan minimalkapitalisasiaset
tetap yang telah ditetapkan.
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PENGAKUAN

29. Pengakuan belanja adalah sebagai berikut:

(a) Belanja melalui SP2D IS diakui pada saat terjadinya

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

(b) dhusus belanja meiaiui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut

disahkan oleh pengguna anggaran.

(c) Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan

layanan umum.

(d) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun

anggaran, belanja melalui SP2D IS diakui pada saat penerbltan SP2D IS

meskipun belum terjadipengeluaran kasdariRekening Kas Umum Daerah.

Pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari Kas yang teiah
ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur daiam kebijakan akuntansi
Laporan Arus Kas.

PENGUKURAN

30. Akuntansi Belanja dUaksanakan berdasarkan azas bruto
dan diukur berdasarkan nitai nominal yang dikeiuarkan dan tercantum daiam

dokumen pengeluaran yang sab.

PENYAJIAN

31. B(!lanja disajikan daiam mata uang rupiah. Apabila pengGluaran kas atas
belanja daiam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan
daiam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs
tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

32. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja,
antara lain:

(a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun
anggaran.

(b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
(c) Informasi lainnya yang dianggap perlu.
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TANGGAL EiFEKTIF

33. Kebijakan Akuntansi ini berJaku efektif secara bertshap untuk

laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pemerintah

Kabupaten Luwu mulai tahun Anggaran 2015.

BUP/WTI LUWU,

A. MUDZAKKAR
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LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 68 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSl NOMOR 18

AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Paragraf-paragraf yang dituUs dengan huruf tebal dan miring adaiah

paragraf standar, yang harus dibaca daiam konteks paragraf-paragraf
penjeiasan yang ditulis dengan hurufbiasa dan Kerangka Konseptuai Kebijakan
AkuntansiPemerintah Daerah.

PENDAHULU/i.N

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adaiah untuk mengatur
periakuan auuntansi pembiayaan, daiam rangka memenuhi tujuan
akuntabiiitas sebagaimana ditetapkan oieh peraturan perundang-undangan.

2 Periakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan,
pengukurandanpengungkapanpembiayaan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan daiam penyajian pembiayaan yang disusun
dan disajikan dengan menggunakan akuntansiberbasiskas, oieh entitaspeiaporan.

4. Kebijakan ini beriaku untuk entitas peiaporan pemerintah daerah,
yang memperoieh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan
daerah.

DEFINISI

5. Pembiayaan (financing) adaiah seiuruh transaksi keuangan
pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeiuaran, yang perlu
dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeiuaran yang akan
diterima kembaii, yang daiam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

6. Sumoer pembiayaan yang berupa penerimaan pembiayaan daerah antara lain
sisa leblh perhltungan anggaran tahun lalu, transfer darl dana cadangan, penerimaan
pinjaman, hasil ijenjualan obllgasi, hasll penjualan aset daerah yang diplsahkan, serta
pciijualan Investcsi permanen lalnnya.



7. Sumher pembiayaan yang merupakan pengeluaran pembiayaan daerah antara

lain pembayaran utang pokok, pengislan dana cadangan, pemberlan pinjaman kepada entitas
lain, dan penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah.

8. Behkut adalah istilah-istUah yang digunakan dalam kebijakan
dengan pengertian:

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan
secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas

akuntansi/entitas petaporan atau tidak memperkenankan pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan
pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan
peristiwa lainnya pada saat kas atausetarakasditerima ataudibayarkan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang dltentukan oleh
Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan
pengeluaran Pemerintah Daerah.

Kurs adalah rasiopertukarandua mata uang.

Rekeninq Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada
bank yang ditetapkan.

Sumlus/Bslisit adalah selialh lebih/kurang antara pendapatan dan belanja
selama satuperiode pelaporan.

klasifikasi pembiayaan

9. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumberpembiayaan dan
pusatpertanggungjawaban, terdiri atas:

(a) Penerimaan Pembiayaan Daerah

(b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

10. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah
antara lain berasnl dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil
pnvatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas
lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

11. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas
Umum Daerah antara lain pemberlan pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal
pemerintah daeroh, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran
tertentu, dan pernbentukan dana cadangan.
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PENGAKUAN

12. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada

Rekening Kas Untum Daerah kecuali untukSiLPA.

13. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeiuarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

14. Akuntansi penerimaan pembiayaan diiaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatatjumiah netonya (seteiah dikompensasikan dengan pengeluaran)
15. Akuntansi pengeluaran pembiayaan diiaksanakan berdasarkan

azas bruto.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO

16. Pembiayaan neto adaiah seiisih antara penerimaan pembiayaan
seteiah dikurangi pengeluaran pembiayaan daiam periode tahun
anggaran tertentu. Seiisih iebih/kurang antara penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan seiama satu periode peiaporan dicatatdaiam pos
Pembiayaan Neto.

17. Sisa iebih/kurang pembiayaan anggaran adaiah seiisih
iebih/kurang antara reaiisasipenerimaan dan pengeluaran seiama satu
periode peiaporan. Seiisih iebih/kurang antara reaiisasi penerimaan
dan pengeluaran seiama satu periode peiaporan dicatat daiam pos
STLPA/SIKPA.

PERLAKUAN /UCUNTANSIATAS PEMBIAYAAN DANA BERGULIR
18. Bantuan yang diberikan kepada keiompok masyarakat yang

diniatkan akan dipungut/ditarik kembaii oieh pemerintah daerah apabiia
kegiatannya teiah berhasii dan seianjutnya akan diguiirkan kembaiikepada
keiompok masyarakat iainnya sebagai dana berguiir. Rencana pemberian
bantuan untuk keiompok masyarakat di atas dicantumkan di APBD dan
dikeiompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran
investasi jangka panjang. Terhadap reaiisasi penerimaan kembaii
pembiayaan Juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan
InvestasiJangka Panjang. Dengan demikian^ dana berguiir atau bantuan
tersebut tidak dimasukkan sebagai Beianja Bantuan Sosiai karena
pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembaii dana tersebut
dan mengguUrkannya kembaii kepada keiompok masyarakat iainnya.
Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbuinya investasi jangka
panjang yang bersifat non permanen dan disajikan dineraca sebagai
InvestasiJangka Panjang.
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19. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan

maksud agar kehidupan kelompok masyarakat tersebut lebih baik tidak

dimaksudkan untuk diminta kembaU lag! oleh pemerintah daerah maka

rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat tersebut

dianggarkan di APBD sebagal belanja bantuan sosiaL Demlklan juga

realisasi pembayaran dana tersebut kepada kelompok masyarakat

tersebut dibukukan dan disajikan sebagalBelanja Banhtan Soslal.

TRANSAKSIDALAM MATA UANG ASING

20. Transaksl dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata

uang rupiab dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut

menurut kui s tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

21. Hal- hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pemblayaan antara lain;

(a) Penerimaan dan pengeluaran pemblayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya
tahun anggaran.

(b) Penjelasar landasan hukum berkenaan dengan penerlmaan/pemberlan pinjaman,
pembentu can/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang diplsahkan,
penyertaan modal pemerintah daerah.

(c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klaslflkasi pemblayaan yang didasarkan
pada Pemiendagri No. 13 tahun 2006 dan PermendagrI No. 59 tahun 2007 tentang
perubahaii atas PermendagrI No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar
AkuntansI Pemerintah.

(d) Informasl lalnnya yang dianggap perlu.

TANGGAL l:FEKTIF

22. Kebljakan AkuntansI in! berlaku efektif secara bettahap untuk
laporan keuangan ataspertanggungjawabanpelaksanaan anggaran Pemerintah
Kabupaten Luwumulai tahun Anggaran 2015.

LUWU,

A. MUDSMKKAR
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LAM PI RAN XIX : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 68 TAHUN 2014
TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 19

KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI, DAN PERISTIWA LUAR BIASA

Paragraf-paragraf yang dituUs dengan huruf teba! dan miring adafah
paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca daiam konteks paragraf-
paragrafpenjeiasan yang dituiis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual
Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas
koreksi kesalahan akuntansi dan pelaporan laporan keuangan, perubahan
kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak
diianjutkan.

Ruang Lingkup

2. Daiam menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas
akuntansi dan entitas pelaporan harus menerapkan kebijakan akuntansi ini
untuk meiaporkan pengaruh kesaiahan, perubahan kebijakan akuntansi,
perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak diianjutkan daiam
Laporan Reaiisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saido Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasionai, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Has,

Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Kebijakan akuntansi ini beriaku untuk entitas pelaporan daiam

menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas
akuntansi, termasuk Badan Layanan Umum Daerah, yang berada di bawah
Pemerintah Daerah.
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OEFINISI

4. Berikut ini adalah istUah-fstUah yang digunakan dalam

kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Kebijakan—akuntansi adaiah prinsip-prinsipf dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh
entitaspeiaporan dalam penyusunan danpenyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signlfikan tidak
sesual dengan yang seharusnya yang mempengaruhl laporan keuangan
periode baijalan atau peHodesebetumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos
yang tersajl dalam laporan keuangan entitas menjadi sesual dengan
yang seharusnya.

PperasI tidak dUanjutkan adalah penghentlan suatu misl atau tupoksl
tertentu yang beraklbat pelepasan atau penghentlan suatu fungsl,
program, atau keglatan, seMngga aset, kewajiban, dan operasi
dapat dihentlkan tanpa mengganggu fungsl, program, atau keglatan
yang lain.

Perubahan pstlmasl adalah revlsl estlmasi karena perubahan kondlsl
yang mendasarl estlmasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru,
pertambahan pengalaman dalam mengestlmasi, atau perkembangan
lain.

Pqs adalah kumpulan akun sejenis yang ditampllkan pada lembar muka
laporan keuangan.

KOREKSI KESALAHAN

5. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau
beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan.
Kesalahan rnungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh
pengguna anggaran, kesalahan perhitungan arltmatik, kesalahan penerapan
standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau
kelalalan.
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6. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan
bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-
laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

7. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah
koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya hamsdUaporkan
dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekultas.
Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya hams
diungkapkan pada catatan atas iaporankeuangan.

8. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua)
jenis:

(a) Kesalahan tidak berulang;

(b) Kesalahan berulang dan sistemik.

9. h.esalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan
terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
(a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
(b) Kesalcihan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

10. Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan
sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan
terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang
memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran
dari wajib pajak.

11. Setiapkesalahan hamsdikoreksisegerasetelahdiketahui.
12. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadipada

periode berjaian, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang
tidak, diiakukan dengan pembetuian pada akun yang bersangkutan
dalam penode berjaian, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun
beianja, maupunakunpendapatan-LO atau akun beban.

13. Koreksi kesaiahan yang tidak bemiang yang terjadipada
periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabiia
iaporan keuangan periode tersebut beium diterbitkan, diiakukan
dengan pembetuian pada akun yang bersangkutan, baik pada akun
pendapatin-LRA atauakun beianja, maupun akun pendapatan-LO atau
akun beban.

14. Koreksi kesaiahan atas pengeiuaran beianja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembaii beianja) yang tidak bemiang yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas,
apabiia iaporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, diiakukan
dengan pembetuian pada akun pendapaten iain-iain-LRA. Daiam hai
mengakibatkan pengurangan kas diiakukan dengan pembetuian pada
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akun Saldo Anggaran Lebih.

15. Contoh koreksi kesalahan belanja;

(a) Yang rnenambah saldo kas yaltu pengemballan belanja pegawai tahun lalu
karena salah penghitungan jumlah gajl, dikoreksl dengan rnenambah
saldo kas dan pendapatan lain-laln-LRA.

(b) Yang rnenambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasllkan aset,
yaltu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dllakukan pemerlksaan
keleblhan belanja tersebut hams dikembalikan, dikoreksl dengan
rnenamoah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.

(c) Yang n.engurangi saldo kas yaltu terdapat transaksl belanja pegawai tahun
lalu ycng belum dilaporkan, dikoreksl dengan mengurangi akun Saldo
Anggaran Leblh dan mengurangi saldo kas.

(d) Yang n.engurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasllkan aset,
yaltu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksl dengan
mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

16. Koreksi kesalahan atas perolehan aset se/a/n kas yang tidak
berulang yang terjadipada periode-periode sebelumnya dan menambah
maupun mengurangi posisi kas, apabila taporan keuangan pertode
tersebut sudah diterbttkan, dllakukan dengan pembetulan pada akun
kas dan akun asetbersangkutan.

17. Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
(a) Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu

pengaoaan aset tetap yang dix-mark-up dan setelah dllakukan
pemerlksaan keleblhan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksl
dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset
tetap.

(b) Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu
pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksl dengan
menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

18. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang^ sehingga
mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi
secara material posisi aset seiain kas, apabiia laporan keuangan
periode tersebut sudah diterbitkan, dllakukan dengan pembetulan
pada akun pendapatan Iain-Iain- LO. Daiam hal mengakibatkan
penambahan beban dllakukan dengan pembetulanpada akun ekuitas.
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19. Contoh koreksi kesalahan beban:

(a)Yang nienambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu
karena ^alah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas
dan me iambah pendapatan laln-lain-LO.

(b) Yang nengurangl saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun
lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-
lain-LO dan mengurangi saldo kas.

20. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang
tidak beruiang yang terjadi pada periode-periode sebeiumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabiia iaporan keuangan
periode tersebut sudah diterbitkan, diiakukan dengan pembetuian pada
akun kas dan akun SaidoAnggaranLebih.

21. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA;
(a) Yang nienambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah

yang telum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun
kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

(b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi
umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
(1) Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun

Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
(2) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan

menambah Saldo Anggaran Lebih.

22. Koreksi kesaiahan atas penerimaan pendapatan-LO y^ng
tidak beruiang yang terjadi pada periode-periode sebeiumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabiia iaporan keuangan
periode tersebut sudah diterbitkan, diiakukan dengan pembetuian pada
akun kas dan akun ekuitas.

23. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
(a) Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah

yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun
kas dan menambah akun ekuitas.

(b) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi
umum k.arena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
(1) Pemerintah Daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun

Ekuitas dan mengurangi saldo kas.

(2) Pemerintah Pusat dengan menambah akun saldo kas dan
menambah Ekuitas.
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24. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan penge/uaran
pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode
sebelumnya dan menambah maupun mengurangi postsi kas, apabiia
iaporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, diiakukan dengan
pembetulan pada akun kasdan akunSaidoAnggaran Lebih.

25. Contoh koreksi kesalahan terkalt penerimaan pembiayaan:
(a) Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima

setorai! kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari
Pemda A, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas
dan munambah akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Yang mengurangi saldo kas terkalt penerimaan pembiayaan, yaitu
Pemerintah Daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman
tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo
Anggarcin Lebih dan mengurangi saldo kas.

26. Contoh koreksi kesalahan terkalt pengeluaran pembiayaan;
(a) Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu

angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian
pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan
menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

(b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsurcin utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan
mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

27. Koreksi kesalahan yang tidak beruiang
pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-
sebeiumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,
apabiia iaporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,
diiakukan dengan pembetuian pada akun kas dan akun kewajiban
bersangkutan

. 8. Contoh koreksi kesalahan terkalt pencatatan kewajiban:
(a) Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena

dikembniikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi
dengan metiambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkalt.

(b) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu
angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi
dengan menambah akun kewajiban terkalt dan mengurangi saldo kas.

29. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabiia sudah
ditetapkan dengan peraturan daerah.

30. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph
13,14,16, dan 20 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu
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anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya
koreksi ke«,alahan.

31. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 13,18,
dan 22 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang
bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.

32. Koreksi kesalahan tidak berulang yang teijadi pada
penode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik
sebeium maupun seteiah iaporan keuangan periode tersebut
diterbitkan^ pembetuian diiakukan pada akun-akun neraca terkaitpada
periode kesaiahan ditemukan.

33. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana
disebutkan pada paragraf 32 adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan
mesin (kebmpok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan.
Koreksi yang diiakukan hanynlah pada Neraca dengan mengurangi akun
jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada
Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu diiakukan koreksi.

34. Kesaiahan beruiang dan sistemik seperti yang dimaksud
pada paragraf 10 tidak memeriukan koreksi, meiainkan dicatat
pada saat terjadi pengeiuaran kas untuk mengembaiikan keiebihan
pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-
LOyang bersangkutan.

35. Koreksi kesaiahan yang berhubungan dengan periode-
penode yang iaiu terhadap posisi kas diiaporkan daiam Laporan Arus
Kas tahun berjaianpada aktivitas yang bersangkutan.

36. Koreksi kesaiahan diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
37. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan

keuangan dan entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui
kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena
itu, kebijaknn akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada
setiap periode.

38. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran
akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria
kapitahsasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan
akuntansi.

39. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus diiakukan hanya
apabila perierapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh
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peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku,

atau ap.ibila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan

informasi inengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih

relevan dan lebih andal dalam penyajlan laporan keuangan entitas.

40. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai

berikut:

(a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara

substaiisi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

(b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi

yang stibelumnya tidak ada atau yang tidak material.

41. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset

merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan
tersebut h.jrus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan

persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

42. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada
Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan daiam Catalan atas

Laporan Keuangan.

PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

43. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi

akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan
penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitasyang berubah.

44. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi

disajikan pada Laporan Operasionai pada periode perubahan dan

periode seianjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan
estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun
perubahan dan tahun-tahun seianjutnya seiama masa manfaat aset

tetap tersebut

45~ Pengaruh perubahan terhadap LO periode betjalan dan yang
akan datang diungkapkan daiam Catalan atas Laporan Keuangan.
Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak

mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

46. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas akuntansi

dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, program, atau kegiatan terkait
pada tuga;; pokok tersebut dihentikan.
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47. Informasi penting dalam operasi yang tidak dUanJutkan

- misalnya hakikat operasi^ kegiatan, progranif proyek yang

dihendkan, tangga! efektifpenghendan, cara penghendan^ pendapatan

dan beban tahun berjatan sampai tangga! penghendan apabila

dimungkinkan, dampak sosiai atau dampak pelayanan/ pengduaran aset

atau kewajiban terkait pada penghendan apabila ada - harus

diungkapkan pada Catalan atas Laporan Keuangan.

48. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparadf, suatu

segmen yang dihendkan itu harus di/aporkan dalam Laporan

Keuangan walaupun betjumlah no! untuk tahun beijalan. Dengan
demiklan, operas!yang dihendkan tampakpada Laporan Keuangan.

49. Pendapatan dan beban operasi yang dihendkan pada suadt

tahun berjaian, di akuntansikan dan diiaporkan seperd biasa, seoiah-
oiah operasi itu beijalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan.

Pada umumnya entitas membuatrencanapenghendan, meiipud jadwai
penghendan bertahap atau sekaligus, resoiusi masaiah legal, lelang,
penjualan, Mbah dan laln-laln.

50 Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

(a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara

evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh flfe/775/7i^(permintaan publlk
yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.

(b) Fungsi tersebut tetap ada.

(c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus,
selebihnya berjaian seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke
wilayah lain.

(d) Menutjp suatu fasilitas yang ber-utllisasi amat rendah, menghemat
biaya,nienjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

51. Kebijakan Akuntans! in! bertaku efektif secara bertahap
untuk Japoran keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran Pemerintah KabupatenLuwu mulai tahun Anggaran2015.

BUPA LUWU,

A. MUD^KKAR
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LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 68 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 20

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf teba! dan miring
adaiah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca daiam konteks

paragraf-paragraf penjelasan yang dituiis dengan huruf biasa dan
Kerangka KonseptualAkuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ini adaiah untuk mengatur
penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit Pemerintah Daerah

daiam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum (general
purpose financial statements) demi meningkatkan kualitas dan
kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Daiam kebijakan akuntansi ini,
yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adaiah laporan
keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna
laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan daiam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Laporan keuangan untuk tujuan umum dari Pemerintah

Daerah yang ditetapkan sebagai entitas peiaporan disajikan secara
terkonsoiidasi menurutKebijakan Akuntansi iniagar mencerminkan satu
kesatuan entitas.

3. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah
Daerah sebagai entitas peiaporan mencakup iaporan keuangan semua
entitas akuntansi, termasuk iaporan keuangan badan iayanan umum,

4. Kebijakan akuntansi ini tidak mengatur;

(a) Laporan keuangan konsolidasian perusahaan daerah;
(b) Akuntansi untuk investasi daiam perusahaan asosiasi;
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(c) Akuntansi untuk investasi dalam usaha patungan {Jointventure)) dan

(d) Laporar statistik gabungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam

kebijakan akuntansi dengan pengertian:

Badan Lavanan Umum Daerah rSLUD) adaiah instansi d! Ungkungan

Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang
dijuai tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatanr/ya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Entitas Akuntansi adalah SKPD dan BUD dan oleh karenanya wajib

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitaspeiaporan.

Entit;as Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

KqnsoUd^si adalah proses penggabungan antara akun-akun yang
diselenggarakan oleh suatu entitaspeiaporan dengan entitaspelaporan
lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lalnnya, dengan
mengeiiminasi akun-akun timbai balik agar dapat disajikan sebagai
satu entitas peiaporan konsoUdasian.

Laporan keuangan konsoUdasian adalah suatu laporan keuangan yang
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan^
atau entitas akuntansi^ sehingga tersaji sebagaisatu entitas tunggal.

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

6. Laporan keuangan konsoUdasian terdiri dari Laporan

Reaiisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca^
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus

Kas, dan Caftan atas Laporan Keuangan.
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7. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode
pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan
berisl jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

8. (»emerintah Daerah menyampaikan laporan keuangan
konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada DPRD.

9. Dalam kebijakan ini proses konsofidasi diikuti dengan
eliminasi akun-akun timba! batik (reciprocal accounts). Namun
demikian, apabiia eiiminasi dimaksud beium dimungkinkan, maka hai
tersebut diungkapkan daiam Catatan atas Laporan Keuangan.

10. Conloh akun timbal balik {reciprocal account^ antara lain sisa
uang persediaan yang belum dipertanggungjavvabkan oleh bendahara

pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

ENTITAS AKUNTANSI

11. Entitas akuntansi menyeienggarakan akuntansi dan
menyampaikan iaporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang
yang dike/oianya yang ditujukan kepada entitaspelaporan.

12. Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu yang
menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang
wajib menyeienggarakan akuntansi, dan secara periodik menyiapkan laporan
keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan
tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih
tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

PROSEDUR KONSOLIDASI

13. Konsolidasi yang dimaksud oieh kebijakan ini diiaksanakan
dengan cara menggabungkan dan menjumiahkan akun yang yang
diseienggarakan oieh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi
iainnya, dengan mengeiiminasi akun timbai batik.

14. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan
menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara
organisatoris berada di bawahnya.

PENGUNGKAPAN

15. Daiam Catatan atas Laporan Keuangan periu diungkapkan
nama-nama entitas yang dikonsotidasikan atau digabungkan beserta
status masing-masing.
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16. Dalam hal konsolidasi tidak diikuti dengan eliminasi akun timbal balik

sebagaimana disebut pada paragraf 9 maka perlu diungkapkan nama-nama dan

besaran snldc akun timbal balik tersebut, dan disebutkan pula alasan belum

dilaksanakannya eliminasi.

TANGGAL EFEKTIF

17. Kebijakan Akuntansi ini beriaku efektif secara bertahap

untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran Pemerintah Kabupaten Luwu mu/ai tahun Anggaran 2015.

BUPATI LUWU,

A. MUDZAKKAR
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PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 68 TAHUN 2014

KEBDAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

NOMOR 21

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KERALA
DAERAH DAN KEPALA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH



LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 68 TAHUN 2014

TANGGAL : 5 Desember 2014

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 21

PERNYAT>VAN TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH DAN KEPALA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

A. PERNYATA/\N TANGGUNG JAWAB KEPALA DAERAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Belopa

BUPATI LUWU

Lampiran XXI - 1



B. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keiiangan Satuan Kerja Perangkai Daerah Tahun Anggaran
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Belopa,

KEPALA SATUAN KERJA

PERANGKAT DAERAH
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C. PERN^'ATAAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA UMUM DAERAH

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan K(;uangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajlkan informasi pelaksanaan pengelolaan
perbendaharaan daerah, dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerlntahan.

TANGGAL EFEKTIF

Belopa,

PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH

Kebijakan Akuntansi in! beriaku efektifsecara bertahap untuk
laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
Pemerintih Kabupaten Luwu mulal tahun Anggaran 2015.

BUPA 1 LUWU,

A. M KKAR
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